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ABSTRACT  
 
Elyas Rochani Indrayanti. K4405018. CHINESE ETHNIC ECONOMY IN 
SURAKARTA DURING 1959-1974 PERIOD  (Study of Following the 
Issuance of Governmental Regulation (PP) No. 10 of 1959). Thesis. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, April 2009. 
The research aims to describe: (1) the Surakarta’s economical condition 
before 1959, (2) the Surakarta Chinese ethnic economy before 1959, and (3) the 
Surakarta Chinese ethnic economy before 1959, after the issuance of 
Governmental Regulation (PP) No. 10 of 1959. 
The study employed a historical method. The data sources employed 
include newspaper, literature book, and other sources constituting the archive. 
Technique of collecting data employed was literary study. Technique of analyzing 
data used was a historical analysis technique, that is, the one prioritizing the 
sharpness in processing a historical data. The research procedures include four 
stages of activity: heuristic, criticism, interpretation and historiography. 
Based on the result of research, it can be concluded that: (1) the 
Surakarta’s economical condition before 1959 was very sadden. Such condition 
cannot be apart from the presence of Japanese government that mobilized its 
residence for the sake of war. After the proclamation of independence the status of 
Surakarta area was determined as an exclusive area, and because of the conflict 
between Kasunanan, Mangkunegaran and Local National Committee the status 
was withdrawn, but many economic activities were still managed by the court. 
This condition had ever overburdened the society. The Surakarta economical 
condition began to be improved after the hard time with the presence of 
companies and banking sectors in early 1950s. (2) The Surakarta Chinese ethnic 
economy before 1959 was good enough because the Chinese ethnic emerged as 
the one with big role in economical sector. The Chinese outnumbering the 
European or other ethnics leaded the Dutch Colonial government making the 
regulation that aimed to restrict their movement. The condition of Chinese people 
in various discriminations generated the Chinese struggling solidarity movements. 
The Chinese people organization was local, professionalism, religious and politic 
in nature. The discrimination they encountered include in economic sector. In this 
case, the Chinese operated in money lending, land owner and intermediary trader. 
The Chinese business network did not stop there, it also dominated the batik 
materials trading monopoly in Surakarta that resulted in the depending of between 
the Chinese and indigenous ethnic. (3) The Surakarta Chinese ethnic economy 
before 1959, after the issuance of Governmental Regulation (PP) No. 10 of 1959 
was shaken. The issuance of racist governmental regulation made the indigenous 
people’s position stronger and disturbed the Chinese people’s business. Such 
condition revived in early New Order, because their closely relationship to the 
rule at that time, they got convenience in getting the investment credit.   
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ABSTRAK 
Elyas Rochani Indrayanti. K4405018. PEREKONOMIAN ETNIS 
TIONGHOA DI SURAKARTA TAHUN 1959-1974 (Studi Pasca Keluarnya PP 
No 10 Tahun 1959). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, April 2009. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: (1) Kondisi 
perekonomian Surakarta sebelum tahun 1959,(2) Kondisi perekonomian etnis 
Tionghoa di Surakarta sebelum Tahun 1959, (3) Kondisi perekonomian Etnis 
Tionghoa di Surakarta setelah keluarnya PP No.10 Tahun 1959. 
Penelitian ini menggunakan metode historis. Sumber data yang 
digunakan adalah sumber surat kabar, buku literatur, sumber lain berupa arsip. 
Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis historis, yaitu analisa yang mengutamakan 
ketajaman dalam mengolah suatu data sejarah. Prosedur penelitian dengan melalui 
empat tahap kegiatan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:(1)Kondisi 
perekonomian Surakarta sebelum tahun 1959 sangat memprihatinkan. Keadaan ini 
tak lepas dari hadirnya pemerintah Pendudukan Jepang yang memobilisasi daerah 
pendudukan untuk kepentingan perang. Setelah proklamasi kemerdekaan status 
daerah Surakarta ditetapkan menjadi daerah istimewa karena adanya konflik 
antara Kasunanan, Mangkunegaran dan Komite Nasional Daerah(KND) status itu 
dicabut,meskipun status istimewa telah dicabut tetapi ada beberapa kegiatan 
ekonomi yang masih dikelola oleh kraton. Keadaan ini sempat memberatkan 
rakyat. Kondisi ekonomi Surakarta setelah kemerdekaan mulai bangkit kembali 
setelah mengalami masa sulit, dengan munculnya perusahaan serta sektor 
perbankan pada awal tahun 1950 an.(2) Kondisi Etnis Tionghoa di Surakarta 
sebelum tahun 1959 cukup  baik karena etnis Tionghoa muncul sebagai etnis yang 
sangat berperan dalam sektor ekonomi. Jumlah etnis Tionghoa yang melebihi 
jumlah golongan Eropa dan etnis lainnya menyebabkan pemerintah Kolonial 
Belanda, membuat peraturan yang bertujuan untuk membatasi gerak mereka. 
Keadaan masyarakat Tionghoa yang berada dalam berbagai diskriminasi 
memunculkan gerakan-gerakan solidaritas perjuangan Tionghoa. organisasi 
masyarakat Tionghoa bersifat kedaerahan, profesionalitas, keagamaan hingga 
politik. Diskriminasi yang mereka alami salahsatunya dalam bidang ekonomi, 
dalam bidang ekonomi Etnis Tionghoa bergerak dalam jasa peminjaman 
uang(mindering), tuan tanah, dan pedagang perantara. Jaringan bisnis Tionghoa 
tidak hanya sampai disitu, di Surakarta etnis Tionghoa juga menguasai monopoli 
perdagangan bahan-bahan batik yang menyebabkan adanya ketergantungan para 
pengusaha pribumi terhadap etnis Tionghoa.(3) Kondisi perekonomian Etnis 
Tionghoa di Surakarta setelah keluarnya PP No.10 Tahun 1959 sempat 
mengalami kegoyahan. Lahirnya peraturan yang berbau rasis menyebabkan 
menguatnya posisi pengusaha pribumi dan mengakibatkan usaha etnis Tionghoa 
di Surakarta terganggu. Keadaan ekonomi Tionghoa di Surakarta mulai bangkit 
kembali pada awal Orde Baru, karena kedekatan etnis Tionghoa dengan penguasa. 
pada saat itu mereka mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kredit 
Investasi. 
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MOTTO 
 
 
“Dalam kata-kata dan perbuatan di masa lalu terletak harta terpendam yang 
bisa digunakan manusia untuk memperkuat dan meningkatkan watak mereka 
sendiri.Cara untuk mempelajari masa lalu bukanlah dengan mengekang diri 
sendiri dalam pengetahuan sejarah semata-mata, tetapi melalui penerapan 
pengetahuan dengan memberikan aktualita pada masa lalu” 
                                                                                              ( I Ching) 
 
 
”Benih kesuksesan adalah semangat, kerja keras dan doa” 
                                                                  (ty) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latarbelakang Masalah 
Kehadiran dan keberadaan etnis Tionghoa di tengah-tengah masyarakat 
Indonesia merupakan suatu kenyataan. Keberadaan mereka di Indonesia telah ada 
sejak lama bahkan secara turun-temurun. Faktanya, hubungan perdagangan antara 
Cina dengan Indonesia konon telah berjalan lancar pada abad kelima. Bahkan saat 
pertama kali Belanda mendarat di Jawa pada tahun 1596 mereka telah 
menemukan etnis Tionghoa yang membuka usaha atau bekerja di beberapa daerah 
di Jawa, tetapi pemukiman awal Tionghoa di Indonesia hanyalah hasil dari 
aktivitas individual yang tidak terorganisir dari para pedagang yang datang dari 
daerah Pantai Cina Selatan dan tidak mempunyai maksud untuk menegakkan 
kolonialisme di Indonesia. Pada waktu Belanda tiba di Indonesia yaitu pada abad 
ke 16, penduduk peranakan Tionghoa di Indonesia sudah memainkan peranan 
penting dalam apa yang sekarang dinamakan Internasional Trade, karena mereka 
menjadi tulang punggung perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia dan antara 
India dan Indonesia, serta tempat-tempat lainnya. Selain itu mereka juga 
memegang peranan penting dalam jaringan distribusi, sehingga hasil bumi rakyat 
di pedalaman bisa masuk ke kota-kota dan barang dari kota bisa didistribusikan 
hingga bisa masuk ke pedalaman. (Ma,arif Jamiun,2001:vii) 
Pada abad ke-19 terjadi arus masuk dari sejumlah besar buruh imigran 
Cina ke Hindia Timur Belanda untuk bekerja di pertambangan dan perkebunan- 
perkebunan. Kelompok imigran Cina terbesar dimulai antara tahun 1860 sampai 
kira-kira tahun 1890, mereka terdiri dari beberapa suku bangsa yang sangat 
berlainan dan mempunyai kebudayaan dan adat istiadat bahkan bahasanya pun 
sulit dimengerti oleh masing-masing suku, yaitu dari suku Hokkian, suku Teo-
Chiu, suku Hakka ( Kheh), suku Santung atau orang Kanton.( Mulyadi,1999:19). 
Setelah terjadi peristiwa pemberontakan etnis Tionghoa terhadap 
Kompeni Belanda atau yang dikenal dengan peristiwa geger pacinan yang terjadi 
sekitar tahun 1742 dan besarnya persaingan antara para pedagang raksasa 
Tionghoa dan tokoh-tokoh VOC-Belanda, menyebabkan pihak kolonial mulai 
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mengeluarkan kebijakan yang mengatur keberadaan etnis Tionghoa di Hindia 
Belanda. Kebijakan yang diambil oleh Kolonial Belanda ini bertujuan untuk 
mendiskriminasikan golongan Tionghoa, untuk itu dikeluarkanlah sejumlah 
peraturan yang dinamakan pass dan zoning system yang berlaku dari tahun 1862 
sampai 1930, sebagai contoh penerapan aturan tersebut yaitu kebijakan Gubernur 
Jendral Van Imhoff memberikan daerah Glodok sebagai tempat pemukiman 
pertama bagi etnis Tionghoa di Batavia. Pemberian pemukiman khusus bagi orang 
Tionghoa pada awalnya dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah kolonial 
dalam mengawasi aktivitas ekonomi dan segala tindakan sosial komunitas 
Tionghoa. Selain itu etnis Tionghoa dilarang keluar dari daerahnya, mereka harus 
memiliki surat jalan ( surat pass) dan hanya boleh keluar menuju ketempat 
kerjanya 
 Untuk memperlancar kebijakan tersebut kolonial Belanda menunjuk 
seorang dari etnis Tionghoa untuk menjadi pejabat Cina, mereka yang dipilih dari 
masyarakat Tionghoa itu di beri pangkat seperti mayor(pangkat tertinggi), 
kaptein, luitenant, dan wijk meester(ketua RW). Tugas mereka adalah 
bertanggungjawab untuk menyampaikan kebutuhan yang diperlukan warganya 
kepada pemerintah Belanda dan sebaliknya menyebarkan keputusan dari 
pimpinan Belanda yang berhubungan dengan masyarakat Tionghoa kepada 
warganya. Sistem yang diberlakukan pemerintah Belanda terhadap keberadaan 
etnis Tionghoa juga diterapkan di daerah kekuasaan pemerintah Belanda lainnya, 
seperti kota-kota besar antara lain Semarang, Surabaya, Malang dan lain 
sebagainya. Untuk memaksimalkan eksploitasi terhadap Indonesia, Belanda juga 
melaksanakan suatu kebijakan kolonial yang disebut “ Kultur stelsel”. Pada 
dasarnya orang Tionghoa ditempatkan dalam posisi antara dibawah struktur 
seluruh “kasta kolonial” yang terpisah baik dari penduduk pribumi, hal tersebut 
dikarenakan dalam kebijakan ini Belanda membagi penduduk menjadi tiga 
golongan: European(Golongan Eropa), Vreemde Oosterling(Golongan timur 
Asing yang terdiri dari etnis Tionghoa, India dan Arab), dan Inlander(golongan 
pribumi) yang menempati kelas paling bawah. Di tanah asalnya etnis Tionghoa 
adalah petani, tetapi keadaan di Hindia Belanda yang melarang etnis Tionghoa 
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untuk memiliki tanah  serta adanya batasan bergerak bagi etnis Tionghoa dengan 
memberlakukan sistem surat jalan yang sangat mengekang, dan mereka juga tidak 
mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sehingga 
tidak ada kesempatan bagi mereka untuk duduk dalam jabatan-jabatan pimpinan 
dalam masyarakat, hal itu mendorong orang Tionghoa untuk mencari nafkah dari 
bidang lain terutama bukan bidang pertanian, yaitu dalam bidang pertukangan dan 
perdagangan perantara. Sebagai golongan yang berada di bawah struktur kolonial 
orang Tionghoa dilarang untuk memasuki aktivitas sektor modern seperti 
perkebunan, pertambangan, keuangan, dan perdagangan ekspor yang dikuasai 
oleh Belanda, mereka juga dilarang memiliki dan menanami tanah. Lowongan 
yang ada untuk mereka hanya di sektor perdagangan eceran, peminjaman uang 
dan usaha-usaha lain yang tidak membuat mereka dekat dengan nasionalisme, 
karena kebijakan kolonial tersebut etnis Tionghoa menjadi terasing dalam hal 
ekonomi dan sosial kebijakan ini menyebabkan etnis Tionghoa terkesan sebagai 
orang asing yang hanya memeras para pribumi bahkan mereka dianggap sebagai 
kaki tangan Belanda. Hal tersebut menampakkan bahwa Belanda telah 
menanamkan benih pertentangan antara etnis Cina dengan penduduk pribumi.  
Dalam penerapan kebijakan Belanda di Vorstenlanden khususnya 
Surakarta, kondisi yang dijumpai agak berbeda. Mengingat di daerah ini Belanda 
tidak memegang kekuasaannya secara langsung, melainkan masih terbatas dengan 
kontrak-kontrak politik dan mencegah adanya campur tangan langsung terhadap 
urusan intern raja-raja Surakarta. Maka pemerintah Belanda tidak dapat 
memaksakan peraturan yang mengatur mobilitas etnis Tionghoa seperti yang 
dilakukan di kota-kota lain.  
Di Surakarta kehadiran orang Tionghoa sudah ada sejak tahun 1745, 
bersamaan dengan Paku Buwana II yang memindahkan ibukota kerajaan Mataram 
dari Kartasura ke Surakarta. Seperti halnya di daerah lainnya pemerintah Belanda 
di Surakarta sengaja mempertajam kehidupan orang Tionghoa secara ekslusif 
dengan demikian sikap tersebut juga ditujukan kepada penduduk pribumi yang 
bertujuan agar masing-masing pihak hidup dalam suasana tertutup. Di Surakarta 
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daerah-daerah atau kampung bagi etnis Tionghoa terletak di kampung pecinan 
Balong yaitu di sebelah utara kali Pepe dekat dengan pasar Besar,dimana setiap 
warga kampung tersebut hanya boleh bergaul dalam lingkungannya sendiri. Orang 
Tionghoa di kampung ini diharuskan melaksanakan adat-istiadat tradisional asli 
Cina sehingga mereka akan tetap berbeda identitasnya dari golongan lainnya. 
Perlakuan yang membedakan etnis Tionghoa di Surakarta berbeda dengan 
didaerah kekuasaan Belanda lainnya yaitu Orang Tionghoa di Surakarta sering 
mendapatkan keistimewaan dari pemerintah Belanda diantaranya, memperoleh 
monopoli perdagangan dan keleluasaan untuk menyewa tanah milik pribumi. (M. 
Hari Mulyadi, 1999:192).  Selain itu penempatan etnis Tionghoa di utara Kali 
Pepe dan dekat dengan Pasar gedhe mendorong kehidupan sosial juga ikut 
berkembang. Interaksi sosial yang terjadi dengan masyarakat pribumi memberi 
kesempatan bagi orang-orang dan para pedagang Cina untuk mengenal lebih jauh 
budaya Jawa. Mereka banyak yang meniru pola pemukiman dan pergaulan hidup 
orang Jawa. 
Pada tahun 1907 Kolonial Belanda mengeluarkan undang-undang yang 
isinya memperbolehkan orang Tionghoa memperoleh status Eropa, kemudian 
tahun 1908 didirikan Hollandsche-Chineesche School(HCS), yaitu sekolah 
berbahasa Belanda untuk anak-anak Tionghoa selain itu pada tahun 1910 
pemerintah Belanda juga memberlakukan undang-undang yang isinya bahwa 
orang Tionghoa Peranakan dianggap sebagai orang Belanda, peraturan tersebut 
dikenal dengan Wet op het Nederlansch Onderdaanschap (WNO), dengan 
berlakunya undang-undang tersebut etnis Tionghoa yang berstatus Eropa berhak 
memilih calon anggota Volksraad ( Dewan Rakyat). Perlakuan  yang diberikan 
oleh Belanda kepada etnis Tionghoa dan memisahkan tempat tinggal mereka 
menyebabkan mereka sulit berasimilasi dengan pribumi  (Suryadinata,1994). 
Tidak seperti golongan Timur Asing lainnya seperti Arab, yang memiliki dasar 
agama dan kepentinagn ekonomi yang sama, keadaan itu menyebabkan hubungan 
etnis Arab lebih dekat dengan pribumi daripada etnis Cina dengan pribumi. 
Masa penjajahan yang selama berabad-abad telah mewariskan suatu 
tatanan ekonomi yang dikuasai oleh perusahan dan para pedagang Tionghoa. Hal 
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ini dikarenakan pada masa penjajahan bangsa Indonesia hanya dididik menjadi 
buruh dan pegawai pemerintah yang berkuasa saat itu. Sedangkan yang dipupuk 
menjadi pengusaha dan pedagang adalah etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa sejak 
kecil telah didik untuk memiliki kepatuhan moral yang tinggi, mengendalikan 
diri, memiliki rasa tanggung jawab, hormat pada orang tua, suka bekerja keras 
dan merupakan orang yang ulet dalam bidang ekonomi.  
Surakarta sebagai daerah yang dihuni oleh banyak Etnis, salah satu 
diantaranya adalah etnis Tionghoa. Peranan etnis Tionghoa dalam perekonomian 
di Surakarta cukup dominan diantara etnis-etnis lain yang ada di Surakarta seperti 
etnis Arab dan India. Setelah Indonesia merdeka, tingginya frekuensi pergantian 
kabinet pada masa 1950-1959 memunculkan kelas elite politik yang berusaha 
mengumpulkan dana untuk kelangsungan partai. Sehingga banyak memunculkan 
banyak peraturan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan kewarganegaraan 
terutama yang berhubungan dengan golongan Asing yang ada di Indonesia. 
Salah satu peraturan yang dibuat diawal Indonesia merdeka adalah 
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959 yang isinya antara lain tentang larangan 
bagi orang asing  berdagang eceran diluar ibukota swatantra tingkat I dan II serta 
karesidenan, karena sebagian besar para pedagang dan pengusaha adalah etnis 
Tionghoa maka peraturan ini menimbulkan dampak yang cukup besar bagi etnis 
Tionghoa. Surakarta merupakan salah satu kota dihuni cukup banyak Etnis 
Tionghoa, dan kebanyakan dari mereka memiliki usaha yang berhasil dalam 
bidang ekonomi salah satunya adalah berdagang, bisa dikatakan bahwa hampir 
semua sektor perdagangan kecil dan perantara berada di tangan orang Tionghoa, 
dengan menyisihkan saingannya yaitu orang-orang Arab. PP No 10 Tahun 1959  
dianggap menimbulkan dampak yang cukup besar bagi Etnis Tionghoa karena 
peraturan ini dianggap deskriminatif. Tidak sampai disini saja, keadaan ekonomi 
di Indonesia saat itu yang banyak di dominasi oleh asing menimbulkan adanya 
sentimen anti modal asing yang berujung pada meletusnya kembali kerusuhan 
sosial yaitu peristiwa Malari 1974. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik 
untuk mencermati peranan kelompok minoritas etnis Tionghoa khususnya dalam 
perekonomiannya dan membatasi penelitian ini dari keluarnya PP No.10 Tahun 
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1959 hingga meletusnya Peristiwa Malari 1974. Untuk itu penulis ingin 
mengangkatnya dalam penulisan skripsi dengan judul “PEREKONOMIAN 
ETNIS TIONGHOA DI SURAKARTA TAHUN 1959-1974” ( Studi pasca 
keluarnya PP No 10 Tahun 1959). 
 
B. Perumusan Masalah 
Rumusan masalah penelitian ini akan mengacu pada: 
1.Bagaimana kondisi perekonomian Surakarta sebelum tahun 1959? 
2.Bagaimana kondisi perekonomian etnis Tionghoa di Surakarta sebelum 
tahun 1959? 
3. Bagaimana kondisi perekonomian Etnis Tionghoa di Surakarta setelah 
keluarnya PP No.10 Tahun 1959?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan 
untuk mendiskripsikan tentang : 
1. Kondisi perekonomian Surakarta sebelum tahun 1959. 
2. Kondisi perekonomian etnis Tionghoa di Surakarta sebelum Tahun 
1959. 
3. Kondisi perekonomian Etnis Tionghoa di Surakarta setelah keluarnya 
PP No.10 Tahun 1959. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan guna: 
 
1.Manfaat teoritis 
a. Mengetahui tentang pengaruh keluarnya PP No 10 Tahun 1959 
terhadap usaha yang dilakukan etnis Tionghoa di Surakarta 
b. Menambah pengetahuan tentang kajian Etnis, khususnya tentang 
etnis Tionghoa di Indonesia khususnya di Surakarta. 
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c. Menambah wawasan pengetahuan ilmiah untuk mengembangkan 
ilmu-ilmu sosial khususnya sejarah perekonomian atau sosiologi-
antropologi 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam 
lagi tentang perekonomian di Surakarta 
b. Sebagai titik tolak untuk melaksanakan penelitian sejenis secara 
mendalam. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 
A. KAJIAN TEORI 
 
1. Kebijakan Pemerintah 
Menurut Peter Salim dan Yeni Salim (1991), kebijakan pemerintah adalah 
garis haluan, rangkaian konsep dan asas yang garis besar dan rencana dalam 
pelaksanaan suatu pekerjaan dan kepemimpinan pada pemerintah. 
Masyarakat asing (Arab,Tionghoa) yang mempunyai kultur kuat dan 
ekonomi kuat menimbulkan masalah terhadap elit pribumi yang memegang 
kekuasaan setelah masa penjajahan berakhir. Mereka dihadapkan pada masalah 
pembangunan bangsa dan sentimen penduduk pribumi terhadap non pribumi yang 
diilhami nasionalisme ekonomi, keadaan ini memunculkan bebagai kebijakan 
khususnya terhadap etnis keturunan asing (Arab, Tionghoa) dirumuskan sejak 
Indonesia merdeka untuk mewujudkan kesatuan bangsa. Kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah Indonesia cenderung ditujukan pada etnis Tionghoa. Kebijakan 
tersebut antara lain: 
a. Kebijakan Kewarganegaraan 
Warga negara adalah adalah anggota negara. Demikian secara singkat 
pengertian umum tentang warga negara, seorang warga negara memiliki 
hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara. Hal 
inilah yang membedakan warga negara dan orang asing.(Koerniatmanto,1996:1) 
Masalah kewarganegaraan merupakan salahsatu masalah yang bersifat 
prinsipil dalam kehidupan berwarganegaraan, tidak mungkin suatu negara dapat 
berdiri tanpa adanya warga negara. 
 Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah Belanda 
staatsburger. Sedangkan istilah Inggris untuk pengertian yang sama adalah citizen, 
dan dalam istilah Perancis adalah citoyen. Selain itu dalam bahasa Indonesia 
dikenal pula istilah kaulanegara. Istilah kaula bersal dari bahasa Jawa ini 
berdasarkan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda mempunyai 
pengertian sepadan dengan onderdaan (Koerniatmanto,1996:3). 
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Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan antara seseorang dan 
negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang 
yang bersangkutan. Dengan demikian hukum kewarganegaraan merupakan 
hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut. 
Sebelum Indonesia merdeka, telah ada kebijakan yang mengatur 
kewarganegaraan telah dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, kebijakan bagi 
etnis Tionghoa peranakan yang menurut undang-undang Belanda adalah kaula 
Belanda yang berasal dari orang asing yang bukan Belanda. Warga asing yang 
bukan Belanda otomatis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, jika mereka 
tidak mengambil langkah untuk meninggalkannya (Melly G. Tan, 1981:16). 
Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia lahir sebagai bangsa yang 
baru yang berarti bahwa sejak saat itu ada sekelompok manusia yang memiliki 
hubungan khusus dengan suatu negara baru. Sebagai bangsa yang baru Republik 
Indonesia secara formal sejak saat itu timbul hubungan hak dan kewajiban secara 
timbal balik antara bangsa Indonesia dan Republik Indonesia. Sehari setelah 
kemerdekaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi Republik 
Indonesia, pada pasal 26 menyatakan sebagai berikut: 
1) Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang Indonesia asli dan 
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang 
sebagai warga Negara 
2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan 
Undang-Undang. 
Secara otentik Penjelasan UUD 1945 mengenai ketentuan di atas 
menerangkan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda. 
Peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia, 
mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada Negara 
Republik Indonesia, dapat menjadi warga Negara. 
Berdasarkan pasal 26 UUD 1945 tersebut maka pemerintah mengeluarkan 
kebijakan tantang kewarganegaraan dan kependudukan Republik Indonesia yaitu 
Undang-Undang No. 3/1946, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang 
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kewarganegaraan yang pertama ini dinyatakan bahwa kewarganegaraan Indonesia 
bias didapat oleh: 
a) Orang yang asli dalam wilayah Negara Indonesia 
b) Orang yang tidak masuk dalam golongna tersebut di atas, tetapi turunan 
seorang dari golongan itu serta lahir, bertempat kedudukan, dan 
berkediaman yang paling akhir selama sedikitnya lima tahun berturut-turut 
di dalam wilayah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau 
telah kawin. 
c) Orang yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cara 
naturalisasi. 
d) Anak yang sah, disahkan, atau diakui dengan cara yang sah oleh bapak, 
yang pada waktu lahir bapaknya mempunyai kewarganegaraan Indonesia. 
e) Anak yang lahir dalam jangka waktu tiga ratus hari setelah bapaknya yang 
mempunyai kewarganegaraan Indonesia meninggal. 
f) Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada 
waktu lahir mempunyai kewarganegaraan Indonesia 
g) Anak yang diangkat secara sah oleh warga Negara Indonesia 
h) Anak yang lahir didalam wilayah Negara Indonesia, yang oleh bapaknya 
ataupun ibunya tidak diakui secara sah 
i) Anak yang lahir di dalam wilayah Negara Indonesia, yang tidak diketahui 
siapa orang tuanya atau kewarganegaraan orangtuanya, 
j) Oleh Undang-undang No.6/1947, klasifikasi warga Negara Indonesia 
diatas ditambah dengan 
k) Badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam Negara 
Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam wilayah Negara Indonesia. 
Berdasarkan pasal 5 UUDS 1950 pada tanggal 11 Januari 1958 diundang-
undangkan Undang-Undang No.62/1958 tentang kewarganegaraan republik 
Indonesia. Sistem pemerintahan yang dianut saat berlakunya UUDS 1950 
memang berbeda dengan sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945. Perbedaan 
ini tampak pada ketentuan mengenai naturalisme, yaitu kewenangan Menteri 
Kehakiman beralih kepada presiden. Namun berdasarkan pasal II Aturan 
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peralihan UUD 1945, Undang-undang No.62/1958 masih tetap berlaku dengan 
penyesuaian yang diperlukan. Undang-undang No.62 Tahun 1958 inilah yang 
merupakan inti dari hukum positif Indonesia yang mengatur tentang masalah 
kewarganegaraan saat ini. Menurut undang-undang ini hanya mengenal dua 
golongan penduduk, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara 
Asing (WNA), dalam undang-undang ini juga dimuat ketentuan tentang makna 
hubungan khusus antara Indonesia dengan warga 
negaranya.(Koerniatmanto,1996:36)  
Selain peraturan diatas, kekhawatiran Pemerintah Indonesia dengan 
meningkatnya warga Tionghoa yang semakin banyak, mendorong pemerintah 
ingin mengendalikan pertambahannya dan mengintegrasikan serta 
mengasimilasika mereka ke dalam masyarakat Indonesia, maka dikeluarkan 
Instruksi Presiden No. 2/1980. berdasarkan Inpres No. 2/ 1980 sejumlah etnis 
Tionghoa yang berdiam di wilayah tertentu dan cara hidupnya sama dengan 
penduduk Indonesia akan diberi surat kewarganegaraan tanpa harus ke pengadilan 
( Leo Suryadinata,1999:77). 
b. Kebijakan Bahasa, Kebudayaan dan Pendidikan 
Bagi para elit Indonesia, bahasa, budaya adalah aspek yang sangat penting 
untuk mewujudkan persatuan serta ras kepemilikan atas bangsa serta tanah air 
Indonesia. Kebijakan bahasa nasional Indonesia pertama kali dipopulerkan dalam 
pers kaum nasionalis ketika munculnya gerakan kemerdekaan Indonesia. Tahun 
1960 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang isinya menghalangi 
penggunaan bahasa Cina. Pemerintah juga menginstruksikan kepada etnis 
Tionghoa untuk menggunakan Bahasa Indonesia terhadap nama-nama toko 
mereka selain itu pada tahun 1965 pemerintah melarang semua surat kabar 
berbahasa Cina kecuali Yin-tu-ni-his-ya Ji-po yang disponsori oleh militer. 
Berdasarkan Kepres No 127/ U/Kep/12/1966, pemerintah juga memberlakukan 
peraturan tentang perubahan nama meskipun bukan keharusan, tapi karena 
tekanan politik dan sosial yang dilakukan terhadap WNI keturunan maka mereka 
banyak yang berganti nama dengan nama Indonesia. 
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Berdasarkan Instruksi Presiden No.14 tahun 1967, pemerintah juga 
melarang pelaksanaan pesta keagamaan, budaya adat istiadat etnis Tionghoa 
dilakukan secara mencolok di depan umum, dengan alasan bahwa hal itu tidak 
sejalan dengan proses asimilasi. Perayaan Tahun Baru Imlek hanya dibolehkan 
terbatas dalam lingkungan keluarga, sedangkan perayaan Capgomeh dan Pehcun 
sama sekali tidak diijinkan. Di bidang pendidikan sebelum tahun 1957 pemerintah 
mengijinkan keturunan Cina untuk bersekolah yang berbahasa Cina sebagai bahas 
pengantar, tetapi setelah tahun 1957 semua sekolah Cina ditutup dan Etnis 
Tionghoa di wajibkan memasukkan anak mereka ke sekolah dengan bahasa 
pengantar Bahasa Indonesia. Pada bulan Desember 1966 keluar aturan bagi orang 
Tionghoa untuk tidak menggunakan nama Tionghoa mereka, surat kabar 
berbahasa mandarin dilarang terbit, menggunakan bahasa mandarin atau dialek 
etnis tionghoa lainnya di depan publik tidak dianjurkan. Film-film produksi 
Hongkong dan Taiwan dilarang beredar. 
c. Kebijakan Ekonomi 
Sejak jaman kolonial Etnis Tionghoa sudah memegang peranan penting 
dalam perekonomian sebagai pedagangan perantara. Setelah Indonesia merdeka 
pemerintah membuat banyak peraturan dalam bidang ekonomi dengan tujuan 
membantu pengusaha pribumi. Kebijakan di bidang ekonomi antara lain 
diberlakukannya Program Benteng (1950-1957) dengan tujuan untuk mendorong 
pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan Importir asing (Tionghoa). 
Selama diberlakukan program benteng memang tidak terjadi pembentukan modal 
dan pertumbuhan ekonomi secara drastis di kalangan pengusaha pribumi. Bagian 
terbesar dari subsidi, lisensi, kredit dan konsensi jatuh ke tangan para ”broker” 
pribumi yang berbaju pengusaha, yang selanjutnya menjual berbagai fasilitas 
kepada para pengusaha Tionghoa dan asing. Selain itu untuk mengurangi 
pengaruh kekuatan golongan Tionghoa yaitu lewat Peraturan Pemerintah No.10 
tahun 1959, peraturan ini hanya memperbolehkan perusahaan dagang milik 
Tionghoa menjalankan aktifitasnya di tingkat kabupaten. 
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d. Kebijakan Pemerintahan dan Politik Etnis 
Setiap warga Negara berhak dan wajib menjunjung tinggi suatu 
pemerintahan. Didalam kebijakan tersebut pribumi dan nonpribumi yang sudah 
menjadi WNI harus ikut aktif berperan serta di dalam pemerintahan, tidak kecuali 
dalam pemilu. Pemilu di Indonesia diselenggarakan 5 tahun sekali untuk memilih 
wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi pemerintahan. Dalam usaha unt6uk 
menampung aspirasi masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang 
pengaturan organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam UU no.8 tahun 1985. 
  Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, terdapat tanda-tanda 
kegembiraan di bidang politik bagi etnis Tionghoa hal tersebut dikarenakan 
adanya kesempatan yang diberikan untuk membentuk suatu organisasi yang 
berfungsi sebagai wahana yang utama bagi aspirasi politik orang-orang Tionghoa 
WNI. Organisasi itu adalah BAPERKI(Badan Permusyawaratan 
Kewarganegaraan Indonesia) yang didirikan pada tahun 1954, resminya badan itu 
bertujuan untuk memperoleh hak-hak kewarganegaraan dan kemanusiaan penuh 
untuk semua warga Negara Indonesia dan yang tata kerjanya ditujukan untuk 
melindungi kepentingan khusus orang Tionghoa WNI. Dengan cepat BAPERKI 
mendapat kedudukan yang paling sesuai untuk mencapai tujuannya itu di dalam 
gelanggang politik yang dikuasai oleh para birokrat-birokrat, kaum militer dan 
usahawan-usahawan Islam yang merupakan saingan mereka, dan kesemuanya anti 
Tionghoa itu. Maksudnya ialah bahwa BAPERKI itu berdiri sepenuhnya di 
belakang Presiden Soekarno, dan untuk selamanya memegang teguh hal itu 
dengan kokoh dan efektif di dalam kelompok-kelompok politik yang anggotanya 
sebagian besar terdiri dari WNI asli. Pada pemilihan umum tahun 1955 dan 1957, 
calon-calon dari golongan Tionghoa WNI telah diajukan oleh berbagai partai 
politik. Terutama di dalam dua partai Kristen dan dalam PKI, kerjasama Tionghoa 
Indonesia terbukti memang sungguh-sungguh dan efektif. (Melly G.Tan, 
1981:16). 
Pada era Soeharto BAPERKI di bubarkan sesuai dengan kebijakan asimilasi 
yang ditetapkan pemerintah. Soeharto juga melarang semua organisasi politik 
Etnis Tionghoa. Sebagian kecil etnis Tionghoa yang ingin terlibat dalam politik 
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harus berasimilasi dengan ‘organisasi-organisasi berasimilasi’. Salah satunya 
adalah Golkar(Golongan Karya) yang disponsori oleh pemerintah, maka sejak 
tahun 1966 tidak ada seorang pun dari etnis Tionghoa ditunjuk menjadi menteri 
dalam kabinet. Tetapi pada saat era Soekarno terdapat sejumlah menteri yang 
berasal dari etnis Tionghoa bahkan mereka juga duduk di parlemen, seperti: Tan 
Kiem Liong menjabat Menteri Pendapatan, Keuangan dan pemeriksa Keuangan, 
serta Oei Tjoe Tat sebagai menteri Negara. 
Pola aktifitas politik Tionghoa pada era Soeharto tampaknya pola 
politik’golongan pialang’. Kepentingan etnis Tionghoa diartikulasikan melalui 
tokoh-tokoh Tionghoa yang memiliki hubungan dengan para pejabat pribumi. 
Sejumlah institusi di sponsori oleh Bkom dan lembaga setengah resmi seperti 
CSIS sering digunakan untuk menyalurkan berbagai telanan etnis Tionghoa untuk 
memberikan masukan dalam bidang politik. Secara jelas pemerintah etnis 
memperlihatkan keengganannya untuk mencegah etnis Tionghoa sebagai figur 
politik karena prasangka elit pribumi bahwa etnis Tionghoa lebih Cina daripada 
Indonesia dan arena orang Tionghoa masih merupakan sasaran serangan golongan 
nasionalis. Lebih aman untuk mempertahankan mereka dalam kondisi tidak terlalu 
menonjol (Leo Suryadinata,1999:97). 
2. Ekonomi Politik 
Istilah ekonomi pertama kali diketemukan oleh filsuf Yunani yang bernama 
Xenophon. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos dan Nomos. 
Oikos berarti rumah dan nomos berarti aturan atau tata laksana, kemudian 
digabung menjadi ekonomia yang artinya adalah aturan atau tata laksana rumah 
tangga. Pada masa ini ekonomi merupakan bagian dari studi politik, yang pada 
gilirannya menjadi bagian dari penelaahan etika dan filosofi (Staniland,2003:16) 
Dalam bahasa Inggris disebut economy yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
perilaku maupun usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 
Menurut James Steuart, ekonomi adalah “seni menyediakan seluruh keinginan 
keluarga, secara bijaksana dan cermat. Sedangkan menurut Henrry Higgs 
ekonomi secara umum adalah seni mengatur kesempatan kerja suatu keluarga, 
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atau kelompok manusia lainnya, agar dapat memberi seluruh keinginan anggota-
anggota keluarga secara bijaksana dan cermat. 
a. Pengertian Ekonomi Politik 
 Arief Budiman (1996:10) menyatakan, ekonomi memiliki beberapa cabang 
salah satunya adalah ekonomi politik. Ekonomi politik adalah proses-proses sosial 
dan institusional di mana kelompok-kelompok elit ekonomi dan politi berusaha 
mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber politik langka 
untuk masa sekarang dan mendatang, baik untuk kepentingan kelompok tersebut 
maupun kepentingan masyarakat luas, ekonomi politik menekankan pada peran 
kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
Ada beberapa jenis teori ekonomi politik, kriteria dalam mengidentifikasi 
teori seperti ini adalah ada tidaknya klaim untuk dapat menggambarkan hubungan 
sistematis antara proses-proses ekonomi dan politik. Kemunculan teori ini dapat 
dirunut ke belakang yaitu pada jaman Yunani Kuno. Rangkumannya adalah: 
1) Liberalisme ortodoks yang memandang individu (perilaku dan 
kepentingannya)secara analitis dan normatif adalah fundamental. 
2) Masyarakat dilihat sebagai sebuah agreat atau hasil pengerjaan 
kepentingan individu: politik (dan Negara) demikian pula sebuah 
lembaga yang menjadi saluran pengerjaan kepentingan-kepentingan 
individu. 
3) Kritik-kritik “social” terhadap liberalisme menyerang asumsi liberal 
bahwa individu hadir dan bertindak dalam isolasi, bereaksi dengan 
menegaskan bahwa masyarakat membentuk perilaku individu, kemudia 
terbagi-bagi berdasarkan jalur perbedaan yang diterima antara 
masyarakat dan Negara menjadi: 
4) Ekonomisme yang menegaskan bahwa proses-proses politik merupakan 
hasil proses proses non politik. Namun sementara kaum liberal 
memandang proses politik sebagai hasil interaksi antar individu, 
ekonomisme memandang sebagai hasil interaksi antar kekuatan social. 
Kekuatan seperti ini mungkin berupa “kelas-kelas” atau”kelompok-
kelompok kepentingan”. 
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5) Politisisme, yang menegaskan bahwa struktur-struktur politik dapat 
mengembangkan kepentingan-kepentingan mereka sendiri dan memaksa 
kepada kepentingan ekonomi-ekonomi tertentu. “Rasionalisme politik” 
dapat mengungguli “rasionalisme ekonomi”: “kekuasaan” dilihat sebagai 
fundamental dalam pembentukan system ekonomi.(Martin 
Stailand,2003:9) 
 Adam Smith memandang ekonomi politik sebagai “ sebuah cabang ilmu 
tentang negarawan atau pembuat undang-undang.” Ia memperluas rentang para 
pihak yang diuntungkan dan membatasi peran pemerintah dalam memuaskan 
mereka. Tujuan ekonomi politik menurut Adam Smith yaitu, pertama 
menyediakan pendapatan yang cukup banyak atau kebutuhan minimum 
masyarakat, atau lebih tepatnya memungkinkan mereka menyediakan pendapatan 
yang cukup banyak atau kebutuhan minimum diri mereka sendiri. Kedua, 
mensuplai negara atau persemakmuran dengan pendapatan yang memadai bagi 
pelayanan publik. Tujuan-tujuannya adalah memperkaya rakyat maupun 
penguasa. Penekanan Adam Smith pada “ masyarakat” dan pada kegiatan 
ekonomi mereka sebagai sebuah sumber kesejahteraan sangat berlawanan dengan 
penekanan merkantilis pada negara sebagai sumber sekaligus penerima manfaat 
pertumbuhan ekonomi. Ia secara implisit ingin menyingkirkan tugas pemerintah 
untuk mengambil alih industri kalangan swasta dan mengarahkan pada penerapan 
yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat (Martin 
Stailand,2003:13) 
Teori ekonomi politik, merupakan sebuah teori tentang bagaimana sebuah 
keputusan atau kebijakan tentang ekonomi diambil. Sebagai contoh pemerintah 
akan membuat suatu kebijakan bagi perusahaan swasta, disini dapat dilihat 
bagaimana keputusan tentang kebijakan ekonomi itu diambil lalu apakah 
kedekatan antara penguasa dengan para pengusaha swasta mempengaruhi 
keputusan yang diambil oleh pemerintah hal inilah yang merupakan cakupan dari 
teori ekonomi politik. 
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b. Kegiatan Ekonomi 
Pengertian ekonomi yang sebenarnya meliputi segala tindakan manusia 
setiap saat harus menentukan pilihan, sedangkan kegiatan ekonomi didefinisikan 
sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan memenuhi 
kebutuhan manusia dalam hidupnya guna mencapai kemakmuran. Secara garis 
besar kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga yaitu: 
1) Produksi, yaitu usaha yang menghasilkan atau menambahkan kegunaan 
barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. 
2) Konsumsi, yaitu kegiatan memakai atau menghabiskan barang dan jasa 
yang dihasilkan oleh perusahaan bagi pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. 
3) Distribusi, yaitu usaha menyalurkan atau menyebarluaskan hasil 
produksi kepada masyarakat. 
Ketiga kegiatan diatas merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan. 
Sistem perekonomian di Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945, mengenal 
tiga sektor yang interdependen, yaitu sektor koperasi, sektor pemerintah dan 
sektor swasta(Tom Gunadi, 1981:206).  
Berbicara tentang kegiatan ekonomi tak bisa lepas dari masalah ekonomi 
makro. Ekonomi makro merupakan suatu cabang dari ilmu ekonomi yang 
berkaitan dengan permasalahan kebijakan tertentu, yaitu permasalahan kebijakan 
makro. Kebijakan makro mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan 
pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian, dilihat dari kacamata 
seorang perencana ekonomi nasional. 
Dalam ekonomi makro, menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga 
yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi lima kelompok besar, yaitu: 
1. Rumah tangga 
Kelompok rumah tangga melakukan kegiatan –kegiatan pokok berupa: 
a) Menerima penghasilan dari produsen”penjualan” tenaga kerja 
mereka (upah), deviden, dan dari penyewaan tanah hak milik 
mereka. 
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b) Menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas 
simpanan-simpanan mereka. 
c) Membelanjakan penghasilan tersebut untuk ditabung pada 
lembaga-lembaga keuangan. 
d) Membayar pajak kepada pemerintah 
e) Masuk dalam pasar uang sebagai”peminta”(demanders) karena 
kebutuhan mereka akan uang tunai untuk misalnya transaksi 
sehari-hari. 
2. Produsen 
Kelompok Produsen melakukan kegiatan-kegiatan pokok berupa: 
a) Memproduksi dan menjual barang-barang/jasa-jasa 
b) Menyewakan/menggunakan factor-faktor produksi yang dimiliki 
oleh kelompok rumah tangga untuk proses produksi 
c) Menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang-
barang lain(selaku investor masuk dalam pasar barang sebagai 
peminta atau demander) 
d) Meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi 
mereka 
e) Membayar pajak 
3. Pemerintah 
Pemerintah(termasuk di dalamnya bank sentral) melakukan kegiatan 
berupa: 
a) Menarik pajak langsung dan tak langsung 
b) Membelanjakan penerimaan Negara untuk membeli barang-barang 
kebutuhan pemerintah 
c) Meminjam uang dari luar negeri 
d) Menyewa tenaga kerja(sebagai demander di pasar tenaga kerja) 
e) Menyediakan kebutuhan uang (kartal) bagi masyarakat(sebagai 
supplier di pasar uang). 
4. Lembaga keuangan 
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Kelompok lembaga keuangan mencakup semua bank-bank dan lembaga-
lembaga keuangan lain kecuali bank sentral( Bank Indonesia). Kegiatan 
mereka berupa: 
a) Menerima simpanan/deposito dari rumah tangga 
b) Menyediakan kredit atau uang giral (sebagai supplier dalam pasar 
uang). 
5. Negara-negara lain 
a) Menyediakan kebutuhan barang impor(sebagai supplier di pasar 
barang) 
b) Membeli hasil-hasil ekspor( sebagai demander di pasar barang) 
c) Menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. 
d) Membeli dari pasar barang untuk kebutuhan cabang perusahaannya 
di Indonesia (demander akan dana) 
Sedangkan perekonomian nasional sebagai sistem terdiri dari empat pasar 
besar yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu: 
(1). Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan(kebutuhan masyarakat 
akan uang(kartal dan giral) 
(2). Pasar barang adalah pertemuan antara permintaan(total dari 
masyarakat) akan barang dan jasa-jasa yang diproduksi(dan 
ditawarkan) oleh seluruh produsen di masyarakat dalam satu periode. 
(3). Pasar tenaga kerja adalah pertemuan antara permintaan(kebutuhan) 
total akan tenaga kerja dari sektor dunia usaha dan pemerintah bertemu 
dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia pada waktu itu. 
(4). Pasar luar negeri adalah permintaan dunia akan hasil-hasil ekspor kita 
bertemu dengan penawaran dari hasil-hasil tersebut bias disediakan 
oleh eksportir-eksportir kita dan di sisi lain, permintaan(kebutuhan) 
Negara kita akan barang-barang impor bertemu dengan penawaran 
barang-barang tersebut oleh pihak luar negeri(Boediono,1980:6). 
Kegiatan dari kelima kelompok pelaku ekonomi ini berkaitan erat dengan 
keempat pasar diatas. Teori ekonomi makro pada dasarnya mempelajari faktor-
faktor apa yang mempengaruhi situasi pasar, dan bertujuan untuk menentukan 
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factor mana yang bias dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah, sehingga 
pemerintah bias mengendalikan situasi pasar sesuai dengan apa yang diharapkan. 
 
3. Etnis Tionghoa 
a. Identifikasi Etnis 
Banyak golongan etnik yang ada di wilayah Indonesia membawa 
keanekaragaman dalam beberapa aspek kehidupan. Selain etnis asli Indonesia 
yang tinggal di wilayah Indonesia, banyak pula etnis asing yang tinggal di 
wilayah Indonesia,. Etnis asing yang datang kemudian tinggal menetap di 
Indonesia diantaranya adalah etnis Arab, Tionghoa, Melayu dan India. 
Menurut Narrol (1964) yang dikutip Barth (1969: 11) bahwa batasan 
kelompok etnis didasarkan pada ciri-ciri yamg antara lain: (1). Secara biologis 
mampu berkembang dan bertahan, (2). Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama 
dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, (3). Membentuk 
jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, (4). Menentukan ciri kelompoknya 
sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok 
populasi sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari 
kelompok populasi lain. 
Dalam mengidentifikasi serta menentukan suatu kelompok masyarakat 
berdasarkan keaslian etnis, maka kriteria yang popular digunakan yaitu dengan 
melihat kelompok masyarakat berdasarkan pada ciri-ciri fisiknya ( fisiosomatik). 
Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh seorang Antropolog konservatif 
bernama Kroeber (1948), bahwa ia pernah memisahkan ras melayu dari 
mongoloid, dengan berdasarkan pada penampilan kulit yang berwarna kuning 
sebagai kriteria bagi keturunan Tionghoa. 
Penggunaan kriteria fisiosomatik tidak berlaku pada etnis Tionghoa yang 
telah melakukan migrasi dari daerah asal, karena etnis Tionghoa yang melakukan 
migrasi secara fisik telah mengalami perubahan. Perubahan fisik tersebut 
disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya yaitu faktor perkawinan campuran 
yang menyebabkan perubahan secara genetik dan faktor perbedaan lingkuangan 
yang baru di bandingkan dengan lingkungan asal menyebabkan terjadinya proses 
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penyesuaian diri atau beradaptasi terhadap lingkungan baru. (Yusiu Liem, 
2000:3). 
Menentukan kelompok etnis, jika hanya melalui sudut pandang dari 
penampilan fisik belum cukup. Oleh karena itu, untuk menentukan suatu 
kelompok masyarakat atau kelompok etnis tertentu diperlukan sudut pandang 
yang lain. Sudut pandang yang lainnya yaitu melihat kelompok etnis berdasarkan 
nama yang sering digunakan oleh kelompok tersebut. Misalnya kelompok etnis 
Tionghoa mempunyai spesifik penggunaan bahasa dan nama. Menurut G.W. 
Skinner (dalam Mely G. Tan :1981) bahwa dalam kelompok etnis Tionghoa 
terdapat nama identitas diri bagi setiap anggota kelompok etnis Tionghoa. Dalam 
kriteria tersebut, orang yang mempunyai nama keluarga Tionghoa tentu asal 
usulnya Tionghoa. Selain itu secara tradisional, etnis Tionghoa meletakkan nama 
keluarga berada di depan diikuti dengan posisi secara hierarkis dalam 
kelompoknya. 
Mengidentifikasi suatu kelompok masyarakat selain dari kriteria ras (ciri-ciri 
fisik) atau antropologis, juga bahasa serta nama. Pengidentifikasian kelompok 
masyarakat bisa dilakukan melalui orientasi kebudayaannya. Di Indonesia, etnis 
Tionghoa berdasarkan orientasi kebudayaan dapat dibedakan kedalam  2 
kelompok besar yaitu: (1). Peranakan, yaitu etnis Tionghoa yang lahir di 
Indonesia, atau hasil perkawinan campuran antara orang Tionghoa dengan orang 
Indonesia. Selain itu, istilah peranakan digunakan untuk menyebut etnis Tionghoa 
yang telah berasimilasi dengan masyarakat setempat dan mereka berorientasi 
dengan kebudayaan setempat. (2). Totok, yaitu etnis Tionghoa yang lahir di 
negara Tiongkok. Selain itu, istilah etnis Tionghoa Totok digunakan untuk 
menyebut pendatang baru atau lama yang masih berorientasi atau mendukung 
secara kultural tradisi Tiongkok daratan. 
Pengidentifikasian etnis Tionghoa berdasarkan orientasi budaya yang terdiri 
dari Peranaan dan Totok masih dikelompokkan menjadi beberapa golongan antara 
lain sebagai berikut: 
1) Masyarakat Tionghoa Peranakan 
a) Kaum Peranakan dari Generasi Sebelum Perang 
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 Pada akhir abad ke-19, orang Tionghoa di Jawa kebanyakan 
adalah pedagang dan karyawan suku Hokkien. Orang Tionghoa yang 
datang ke Jawa kebanyakan adalah laki-laki. Mereka lalu menikah 
dengan para wanita Indonesia, baik dengan yang bukan Islam 
maupun yang Islam, karena terjadi perkawinan campuran tersebut 
keturunan mereka membetuk masyarakat yang mantap, yaitu 
“masyarakat Tionghoa peranakan sebelum perang”.  
Perkawinan campuran mulai berkurang, hal ini di sebabkan orang 
Tionghoa peranakan kawin dengan sesama peranakan juga dan saat 
itu banyak imigran Tionghoa yang baru datang membentuk 
kelompok peralihan yang kecil dan dapat membaur dengan 
masyarakat Tionghoa yang sudah ada. Tempat tinggal generasi 
peranakan Tionghoa sebelum perang ini terpusat di Jawa dan 
beberapa daerah perkotaan di luar Jawa atau ditempat-tempat mereka 
memiliki peluang untuk berdagang. Dengan adanya pembauran ini 
kaum peranakan mulai kehilangan kelancaran dalam berbahasa Cina 
yang aktif, walaupun begitu masih dapat dibedakan antara kaum 
peranakan dengan pribumi. Sebelum perang dunia II, beberapa orang 
Indonesia menyebut anggota kelompok ini Indo, tetapi istilah intu 
sekarang digunakan untuk campuran Eropa. Orang Peranakan 
sebelum perang menggunakan bahasa melayu Cina sebagai bahasa 
percakapan. Struktur bahasa yang dipakai adalah bahasa melayu, 
tetapi dipakai secara meluas dengan istilah-istilah Hokkien dan 
Belanda. 
Kaum Peranakan sebelum perang paling banyak berusaha di 
bidang “ Perdagangan Perantara”. Karena pengetahuan mereka 
berbahasa melayu dan terkadang bercampur dengan bahasa Belanda, 
para peranakan itu sebagian menjadi pegawai Belanda atau 
perusahaan Tionghoa. Selain itu sebagian kaum peranakan sebelum 
perang banyak yang bekerja menjadi dokter, pengacara, ahli tehnik, 
ahli ekonomi dan wartawan. Dalam hukum Belanda, para peranakan 
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dari generasi sebelum perang dianggap sebagi rakyat kerajaan 
Belanda. 
b) Kaum Peranakan Generasi sesudah Perang 
Berlangsunganya Perang Dunia II membawa perubahan penting 
di kawasan Asia Tenggara pada umumnya di Indonesia dan pada 
khususnya pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah Jepang 
membawa akibat yang besar bagi kaum minoritas Tionghoa. Pada 
masa pendudukan Jepang sekolah-sekolah Belanda dan orang 
Tionghoa hanya menyekolahkan anaknya di sekolah Tionghoa atau 
sekolah Melayu. Saat itu orang Indonesia asli muncul sebagi tuan 
rumah di negara sendiri dan mulai merintis suatu sistem sekolah 
Indonesia. Para kaum peranakan yang bersekolah di sekolah Belanda 
meneruskan pendidikannya dengan bahasa pengantar bahasa 
Indonesia. Peranakan generasi baru ini dibesarkan di alam Indonesia 
merdeka, hal itu menyebabkan perubahan sikap, para peranakan dari 
generasi sesudah perang tidak lagi biasa berbahasa Belanda tetapi 
mereka lebih mahir menggunakan Bahasa Indonesia. Sebagian besar 
peranakan dari generasi sesudah perang adalah warga Negara 
Indonesia.Status kewarganegaraan pertama kali ditetapkan oleh 
orang tuanya tetapi sebelum 1966 mereka diberi kesempatan untuk 
memilih antara kewarganegaraan Indonesia dan RRC. Mengenai 
pekerjaan, mereka sudah banyak yang terserap dalam kerja kantor, 
tetapi sebagian besar juga masih berkecimpung dalam bidang 
kegiatan dagang dan perusahaan. 
2) Masyarakat Tionghoa Totok 
a)  Tionghoa Totok dari Generasi Sebelum Perang 
Tionghoa Totok merupakan pendatang baru yang datang ke 
Indonesia menjelang akhir abad 19 dan awal abad ke 20. hal ini terjadi 
saat terjadi pergolakan politik di Negara Cina dan juga bersamaan 
dengan  tingginya permintaan akan tenaga manusia di Negara-negara 
jajahan di Asia Tenggara. Kedatangannya ke Indonesia disertai para 
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wanita Tionghoa mengakibatkan para pendatang tidak berasimilasi ke 
dalam masyarakat peranakan yang sudah ada. Karena mereka lahir di 
luar negeri( Negara Cina), maka orang Indonesia menyebut mereka 
totok, artinya’orang berdarah murni asing’.dan orang Tionghoa 
menyebut mereka singket yang berarti “tamu baru”. Golongan ini 
menggunakan bahasa dari Cina Selatan dan sebagian besar adalah 
orang Hokkien. Di Indonesia mereka belajar bahasa daerah karena 
berhubungan banyak berhubungan dengan orang yang bukan 
Tionghoa, tetapi penguasaan bahasa daerah mereka amat terbatas. 
Kaum Tionghoa Totok banyak berkecimpung di bidang perdagangan, 
di luar Jawa mereka banyak bekerja di pertambangan dan perkebunan 
karena hambatan bahasa dan nilai yang berbeda pada jaman penjajahan 
nampaknya tidak ada orang totok yang bekerja di kantor-kantor 
Belanda dan Melayu. 
b)  Kaum Totok dari generasi Sesudah Perang 
Anak-anak kaum totok dari generasi sesudah perang agak 
berbeda dengan orang tua mereka baik dalam hal pendidikan maupun 
pengalaman hidupnya. Sebagian besar orang totok dari generasi 
sesudah perang lahir di Indonesia, mereka dibesarkan pada masa 
kedudukan Jepang atau masa Indonesia merdeka dan karenanya tidak 
memiliki ingatan tentang masa penjajahan Belanda mereka juga 
mendapat pendidikan Cina (sebelum tahun 1966) yang kurikulumnya 
berbeda dengan kawan mereka dari generasi sebelum perang. Sejak 
tahun 1966 mereka mulai mendapatkan pendidikan Indonesia karena 
semua sekolah Cina ditutup. 
Kaum totok dari generasi sesudah perang mengerti tentang 
Bahasa Cina tetapi mereka lebih nyaman menggunakan Bahasa 
Indonesia dalam berkomunikasi karena Bahasa Indonesia yang mereka 
dapat di sekolah. Mata pencaharian orang totok dari generasi sesudah 
perang mirip dengan orang tua mereka.mereka banyak bergerak dalam 
bidang perdagangandan perusahaan. Tapi mereka yang lebih terpelajar 
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dan menguasai dua bahasa pindah ke bidang-bidang professional. Hal 
ini menyebabkan mereka sering menjadi “diperanakan” lebih 
menyerupai peranakan.  
                  ( Leo Suryadinata,1984: 85-93) 
Menurut Yusiu Liem (2000:66) bahwa etnis Tionghoa Totok ialah generasi 
pertama Tionghoa atau generasi selanjutnya, yang keturunannya bukan dan 
perkawinan campuran dengan penduduk setempat dan masih fasih satu atau lebih 
dialeg Tionghoa serta masih mempunyai kedekatan dengan budaya Tionghoa. 
b. Proses Migrasi Etnis Tionghoa 
Berbicara mengenai etnis Tionghoa perantauan (Chinese overseas) yaitu 
secara umum menyebutkan orang orang Cina atau Tionghoa di luar wilayah 
negara Tiongkok, hal tersebut sebagaimana untuk menyebut etnis Cina yang 
berada di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan mereka di kawasan Asia Tenggara 
karena proses migrasi. 
Menurut Wong Gang Wu yang dikutip A.S. Hikam (1998:9) adanya proses 
migrasi ke Asia Tenggara meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1). Abad 19 dengan 
negara kolonial tradisional atau masa semi kolonial setelah revolusi di Inggris,(2). 
Negara-negara bangsa yang baru lahir pada pertengahan abad ke 20, (3) 
Timbulnya prospek migrasi ke negara-negara migran, seperti Amerika dan 
Australia,(4) Adanya perpanjangan waktu sebagai bagian dari globalisasi. 
Pada abad 19, migrasi etnis Tionghoa terjadi secara besar-besaran, hal ini 
terjadi karena adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Untuk faktor 
pendorong adanya pergolakan politik dan kelaparan yang terjadi di Tiongkok. 
Sedangkan faktor penarik yaitu adanya eksploitasi ekonomi oleh orang barat di 
kawasan Asia Tenggara. Pengusaha Barat memasukkan etnis Tionghoa 
perantauan ke wilayah Asia Tenggara untuk memperkerjakan sebagai buruh. 
 
4. Primodialisme 
Menurut Clifford Geertz(1992:82) etnis asing di setiap Negara dibedakan 
menurut teori primordial, yaitu suatu teori yang membedakan masyarakat-
masyarakat/ penduduk-penduduk/ bangsa-bangsa dengan penduduk pribumi 
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berdasarkan ikatan-ikatan darah yang diterima, ras, bahasa, daerah, agama dan 
adat-istiadat. 
Etnis-etnis asing di Indonesia (Arab, Tionghoa, Melayu, India) juga 
dibedakan menurut teori primordial, yaitu: 
a. Ikatan-ikatan darah yang diterima 
Unsur yang mengidentifikasi adalah kuasi-keluarga.’kuasi’ karena 
unit-unit kekeluargaan yang terbentuk di sekitar hubungan biologis yang 
dikenal (keluarga-keluarga yang diperluas, silsilah-silsilah) terlalu kecil 
bahkan bagi ikatan tradisi yang paling erat untuk memandang unit-unit itu 
sebagai suatu yang memiliki lebih daripada makna terbatas, dan akibatnya 
pada sebuah pandangan tentang kekeluargaan yang tak dapat ditelusuri 
namun masih nyata secara sosiologis, seperti dalam sebuah suku. 
b. Ras 
Ras serupa dengan kekeluargaan yan diterima, sehingga ras mencakup 
sebuah teori etnobiologis. Acuannya adalah pada ciri-ciri fisis yang 
bersifat fenotip, khusus warna kuli, bentuk muka, sosok, jenis rambut dan 
seterusnya. 
c. Bahasa 
Bahasa dalam setiap bangsa itu berbeda antara yang satu dengan yang 
lain. Bahasa dapat dipegang sebagai poros yang sama sekali hakiki bagi 
konflik-konflik kebangsaan. Seperti kekeluargaan, ras dan faktor-faktor 
lain, perbedaan bahasa pada sendirinya pasti bersifat memecah belah. 
d. Daerah 
Merupakan sebuah faktor yang hampir ada dimana-mana, daerah-
isme(regionalisme) sebenarnya cenderung sangat mengganggu di dalam 
derah yang secara geografis heterogen 
e. Agama 
Agama sebagai pegangan hidup yang selalu dapat dijadikan benteng 
suatu konflik atau pun sebaliknya dapat juga menjadikan timbulnya 
konflik. Konflik agama dalam negara dapat menghancurkan atau 
menghambat jalannya pemerintahan. 
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f. Adat-istiadat 
Perbedaan-perbedaan dalam adat-istiadat membentuk suatu basis untuk 
sejumlah keterpecahan nasional tertentu dan secara khusus mencolok 
dalam kasus-kasus di mana sebuah kelompok yang secara intelektual atau 
secara artistik agak rumit melihat dirinya sebagai pengemban sebuah 
‘peradaban’ di tengah-tengah suatu penduduk yang sebagian besar bersifat 
biadab yang akan menjadikan dirinya contoh (Clifford Geertz, 1992:82-
84). 
 Sikap primodialisme melekat erat pada kehidupan etnis Tionghoa. Sikap 
primordial dapat terlihat dari hubungan diantara sesama etnis Tionghoa, pola 
hubungan yang erat di antara etnis Tionghoa tidak terlepas dari pengaruh nilai-
nilai Confucianisme. Menurut Ch’ng yang dikutip dalam Lukas.S Musianto 
(2003:194)  Kedatangan orang Tionghoa ke Selatan melalui jalur migrasi ke 
Selatan dengan target yang berubah-ubah. Mula-mula misi kebudayaan, 
eksplorasi, dan kemudian misi perdagangan. Tercatat pada awal abad ke-15 
berdirilah pemukiman-pemukiman tetap orang Tionghoa. Tokoh pelayar terkenal, 
Cheng Hoo mengadakan penjelajahan antara 1405 – 1433. Masyarakat yang 
terbentuk pun beraneka bentuk antara lain dalam bentuk Perhimpunan Cina 
Perantauan. 
Tabel 1. Perhimpunan Cina Perantauan 
Jenis Prinsip yang 
Mempersatukan 
Contoh 
1. Perhimpunan klan Kekerabatan 
berdasarkan marga 
Perhimpunan Marga Lee 
 
2. “Hui Kuan” Tempat tinggal  Perhimpunan See-Yap 
3. Perhimpunan “bahasa” Dialek Perhimpunan Fujian 
4. Gilda Ketrampilan Perhimpunan pengrajin 
emas 
Sumber:Ch,ng 1995 dalam Lukas S Musianto,2003:195 
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 Berasal dari perhimpunan ini masuklah nilai-nilai Confucianisme, sebagai 
bagian dari elite keagamaan, yang kemudian berubah menjadi perhimpunan 
dagang semata-mata, namun dasar-dasar nilai konfusian tersebut, antara lain: 
1) Penekanan pada kewajiban daripada hak dalam masyarakat 
2) Kebajikan, kejujuran lebih menonjol daripada hukum (harmoni dan kohesi). 
3) Penekanan pada pendidikan 
4) Hubungan kuat antara masa lampau dan masa kini 
5) Materi di bawah nilai komunitas 
6) Penghargaan tinggi pada logika dan rasio manusia 
7) Pemenuhan keseimbangan pada hal-hal yang kontras (Yang dan Yin) ( Ch’ng, 
1995 dalam Lukas S. Musianto 2003:195). 
 Berdasarkan nilai-nilai inilah muncul etos kerja orang Tionghoa yang 
berdasar pada disiplin, bekti keluarga, toleransi besar pada rutinitas, dan 
pragmatisme yang kuat (Ch’ng, 1995 dalam Lukas S. Musianto 2003:195). 
Alur ekonomi wirausahanya segera muncul dalam bentuk: 
1) handal dan dapat dipercaya 
2) kekuatan hubungan dan jaringan 
3) sifat hemat 
4) kreativitas dan inovatif 
5) munculnya etos bisnis, etos kerja, dan etos wiraswasta dan wirausaha. 
 Menurut Herman Kahn yang dikutip dalam Lukas S.Musianto 
(2003:195),muncul dari kombinasi ini ciri-ciri bekerja keras, harmonisasi, hormat 
pada orang tua, koordinasi kerjasama, tidak menonjolkan pribadi dan tidak egois, 
tenyata lebih unggul daripada Etika Protestan karena orang akan lebih setia pada 
organisasi, dedikasi, dan kewajiban pada organisasi dan masyarakat. Ciri-ciri 
konfusianisme rakyat antara lain ialah positif pada kerja, pragmatis, berdisiplin, 
dan keluarga yang stabil (Suryadinata, 2002:205). Inilah penyebab majunya 
ekonomi di Asia Timur dan wirasusaha di Indonesia.  
 Dalam kehidupan sehari-hari komunitas”Jawa”mayoritas menggunakan 
romantisme worldview priyayi. Sedangkan komunitas Tionghoa menggunakan 
worldview kapitalis. Cara pandang priyayi terutama di kalangan masyarakat 
 
xliii 
bawah lebih tercermin pada sikapnya yang nrima, sementara cara pandang 
kapitalis kapitalis terekspresikan dalam sikapnya yang dipandang sebagai ngoyo 
atau kerja yang berlebihan. Para etnis Tionghoa perantauan di negara asalnya 
merupakan masyarakat yang berasal dari strata ekonomi bawah, dan merupakan 
orang-orang yang tertindas dalam hal politik, maka saat etnis Tionghoa hidup di 
negara yang baru, hal yang harus dilakukan adalah bekerja keras agar lebih maju 
dan berusaha mempertahankan hidupnya ditengan kaum pribumi yang memiliki 
orientasi budaya yang berbeda. 
 Selain nilai-nilai sosial dan budaya yang merekat erat dan dianut oleh etnis 
Tionghoa dalam menjalankan bisnisnya, kesuksesan orang Tionghoa juga 
didukung oleh adanya sistem kerja berdasarkan kekeluargaan atau sistem 
familiisme. Dalam melakukan usaha etnis Tionghoa memiliki jaringan usaha yang 
bersifat tertutup. Etnis Tionghoa,memiliki tehnik yang lebih baik daripada 
pengusaha pribumi, mereka lebih suka mengatur pengeluaran mereka untuk 
kepentingan bisnis daripada prestis semata, hal ini berbeda dengan pengusaha 
pribumi, sebagian besar dari mereka lebih mementingan prestise sehingga 
mengadakan pengeluaran yang tidak produktif. Keadaan ini menyebabkan etnis 
Tionghoa lebih sukses dalam menjalankan usahanya daripada kaum pribumi. 
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B. KERANGKA BERPIKIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Keterangan: 
Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memasuki era yang 
baru yaitu kemerdekaan. Sebagai bangsa yang baru terbebas dari belenggu 
Kegiatan Ekonomi 
Etnis Tionghoa 
Dampak Perekonomian Bagi 
Etnis Tionghoa 
Kebijakan Pemerintah 
Kewarganegaraan Ekonomi Bahasa, Budaya, 
Pendidikan 
Pemerintahan 
dan politik 
WNI WNA 
Tionghoa 
Ekonomi 
Politik 
PP No 10 
Tahun 1959 
Primordial 
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penjajahan Indonesia mulai berbenah menata kehidupan berbangsa dan bernegara, 
maka pemerintah mulai membuat kebijakan yang berkaitan dengan 
keberlangsungan bangsa di masa yang akan datang. Kebijakan tersebut antara lain 
tentang kewarganegaraan, bahasa, budaya, pendidikan, pemerintahan serta yang 
tak kalah penting adalah kebijakan di bidang ekonomi. Keberadaan etnis 
Tionghoa di Indonesia yang telah berlangsung berabad-abad lamanya ternyata 
cukup dominan serta dalam bisnisnya etnis ini memiliki ikatan primordial yang 
cukup kuat dan memiliki jaringan perdagangan yang sangat tertutup, selain itu 
pengaruh nilai-nilai konfusianisme yang membuat mereka menjadi pekerja yang 
ulet dan suka bekerja keras menjadi salah satu faktor etnis Tionghoa dapat 
menguasai sektor ekonomi di Indonesia, hal tersebut juga tak terlepas dari warisan 
kolonialisme yang hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bergerak 
dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Setelah Indonesia merdeka, 
pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur kewarganegaraan yaitu 
melalui Undang-undang No.62 Tahun 1958 membagi status kewarganegaraan 
Indonesia menjadi dua yaitu, Warga Negara Indonesia(WNI) dan Warga Negara 
Asing(WNA). Di bidang ekonomi  pemerintah mengambil suatu kebijakan untuk 
menasionalisasi segala sesuatu dalam bidang ekonomi dengan tujuan membantu 
pengusaha pribumi, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain 
Sistem Benteng yang cukup tersohor, dan Peraturan Presiden Nomer 10 tahun 
1959 yang berisi tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang 
bersifat asing di daerah swatantra tingkat I dan tingkat II, dan yang dimaksud 
golongan asing dalam peraturan ini khususnya etnis Tionghoa maka peraturan ini 
membawa dampak yang besar dalam bidang ekonomi bagi etnis Tionghoa, 
dengan adanya peraturan ini maka segala kegiatan ekonomi yang dilakukan etnis 
Tionghoa mengacu pada peraturan tersebut. Maka PP No 10 ini dianggap 
mendiskriminasikan.etnis Tionghoa. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini dengan 
menggunakan metode historis. Peneliti menggunakan studi pustaka dengan 
memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini. Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai tempat penelitian 
adalah sebagai berikut: 
a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
c. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
d. Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
e. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
f. Perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran 
g. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta. 
h. Perpustakaan Daerah Kota Surakarta 
i. Koleksi Pribadi 
 
2. Waktu Penelitian 
Waktu yang digunakan untuk penelitian ini direncanakan mulai dari 
disetujuinya judul skripsi yaitu pada bulan Juli 2008, sampai dengan selesainya 
penulisan skripsi ini yaitu pada bulan April 2009. 
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B. Metode penelitian 
 
Dalam suatu penelitian, peranan metode ilmiah sangat penting karena 
keberhasilan tujuan yang akan dicapai tergantung dari penggunaan metode yang 
tepat. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, methodos yang berarti cara atau 
jalan. Sehubungan dengan karya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara 
kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang 
bersangkutan (Koentjaraningrat, 1977: 16). Sementara itu menurut Husnaini 
Usman(1996:42)  menyebutkan bahwa metode adalah suatu prosedur atau cara 
mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. 
Menurut Helius Sjamsudin (1996: 6), yang dimaksud dengan metode 
adalah suatu prosedur teknik atau cara melakukan penyelidikan yang sistematis 
yang dipakai oleh suatu ilmu (sains), seni atau disiplin ilmu yang lain. 
Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode adalah 
suatu cara untuk berencana atau berbuat dengan suatu susunan atau sistem yang 
teratur. Metode memiliki hubungan dengan prosedur atau teknik yang sistematis 
dalam suatu disiplin ilmu untuk mendapatkan objek atau bahan-bahan yang 
diteliti. Dalam suatu penelitian ilmiah, metode memegang peranan penting 
terhadap penelitian yang dilakukan. Penggunaan metode penelitian menyangkut 
masalah kerja untuk memahami obyek menjadi sasaran ilmiah yang bersangkutan, 
dengan demikian metode merupakan cara kerja yang utama untuk mencapai 
tujuan dengan menggunakan tehnik dan alat bantu tertentu. Penggunaan metode 
yang tepat sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian sangat penting karena 
keberhasilan dari tujuan yang akan dicapai tergantung dari pengunaan metode 
yang tepat. Oleh karena itu, pemakaian metode hendaknya disesuaikan dengan 
obyek yang diteliti. Dalam usaha mendapatkan data yang diperlukan, harus 
menggunakan metode yang tepat dengan sifat dan tujuan dari penelitian 
tersebut(Koentjaraningrat,1986:8).   
Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha merekonstruksikan, 
mendiskripsikan dan memaparkan keadaan Perekonomian Etnis Tionghoa Di 
Surakarta Tahun 1959-1974 yang berkaitan dengan dampak dari keluarnya 
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Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1959. Mengingat peristiwa yang menjadi 
pokok penelitian adalah peristiwa masa lampau, maka metode yang digunakan 
adalah metode historis atau sejarah. Dengan metode sejarah penulis mencoba 
merekonstruksi kembali suatu peristiwa di masa lampau sehingga dapat 
menghasilkan historiografi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. 
Hadari Nawawi (1995: 78-79) mengemukakan bahwa metode penelitian 
sejarah adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu 
atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan 
yang berlangsung pada masa lalu dan terlepas dari keadaan masa sekarang. 
Gilbert J. Garraghan yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999: 43), 
mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan 
prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, 
menilai secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam 
bentuk tertulis. 
Menurut Louis Gottschalk yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999: 
44), menjelaskan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis 
kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta 
usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya. 
Menurut Helius Syamsuddin dan Ismaun (1996: 61), yang dimaksud metode 
sejarah adalah proses menguji dan mengkaji kebenaran rekaman dan peninggalan-
peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis bukti-bukti dan data-
data yang ada sehingga menjadi penyajian dan cerita sejarah yang dapat 
dipercaya. 
Nugroho Notosusanto (1971) menyatakan pengertian tentang metode 
penelitian sejarah yaitu : 
“Metode penelitian sejarah merupakan proses pengumpulan, menguji, 
menganalisis secara kritis rekaman-rekaman dan penggalian-penggalian 
masa lampau menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya, metode ini 
merupakan proses merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lampau, 
sehingga menjadi kisah yang nyata”. 
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Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa metode penelitian 
sejarah adalah suatu kegiatan untuk memecahkan masalah dengan cara 
mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan yang 
sedang dikaji. Sehingga metode yang tepat dipilih dalam penelitian ini adalah 
metode historis. Metode ini dianggap relevan untuk mengkaji dan memahami 
peristiwa masa lalu, dengan menggunakan metode historis peneliti dapat menguji 
dan menganalisis secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai 
dalam bentuk tertulis dari sumber sejarah tersebut, agar dapat dijadikan suatu 
cerita sejarah yang obyektif, menarik dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
C. Sumber Data 
 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 
sejarah. Sumber data sejarah sering disebut juga data sejarah. Menurut 
Kuntowijoyo (1994: 94) kata ”data” merupakan bentuk jamak dari kata tunggal 
datum (bahasa latin) yang berarti pemberitaan.  
Helius Syamsuddin (1996: 73) mengemukakan tentang pengertian 
sumber sejarah, yaitu:  
”Segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada 
kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu 
(past actuality). Sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah (raw 
materials) sejarah yang mencakup segala macam evidensi (bukti) yang 
telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas 
mereka di masa lalu yang berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata 
yang diucapkan (lisan)”. 
 
Menurut Dudung Abdurrahman(1999:31), data sejarah berarti bahan 
sejarah yang memerlukan pengetahuan pengolahan, penyeleksian dan 
pengkategorian sejumlah sumber yang tersedia pada dasarnya adalah verbal 
sehingga membuka kemungkinan bagi peneliti sejarah untuk memperoleh 
pangetahuan tentang berbagai hal. Menurut Sidi Gazalba(1981:88), sumber data 
sejarah dapat diklasifikasikan menjadi (1) Sumber tertulis, yaitu sumber yang 
berupa tulisan, (2) Sumber lisan, yaitu sumber yang berupa cerita yang 
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berkembang dalam suatu masyarakat, (3) sumber benda atau visual, yaitu semua 
warisan masa lalu yang berbentuk dan berupa. 
Dalam usaha untuk mengunpulkan data, penulis menggunakan sumber 
tertulis. Sumber tertulis dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan 
sekunder. Louis Gottschalk (1986:35) mengemukakan bahwa : 
” Sumber tertulis dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis primer 
dan sumber tertulis sekunder. Sumber tertulis primer yaitu kesaksian dari 
seseorang dengan mata kepala sendiri, atau dengan panca indera lain, 
atau dengan alat mekanik menyaksikan peristiwa yang diceritakannya. 
Sedangkan sumber tertulis sekunder yaitu sumber yang ditulis oleh 
seseorang yang tidak terlibat langsung atau mengalami peristiwa sejarah 
itu. Sumber tertulis sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang 
ditulis oleh orang yang tidak sejaman dengan peristiwa yang 
dikisahkan.” 
 Penelitian ini menggunakan sumber tertulis primer maupun sekunder. 
Sumber tertulis primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ilmiah ini adalah 
berupa arsip Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1959, koran dan terbit pada 
tahun 1959 antara seperti Obor Rakyat dan lain sebagainya. . Adapun sumber 
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini  berupa buku-buku literature, 
maupun artikel-artikel yang relevan dengan penelitian. Sumber tertulis sekunder 
yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain : The political Economy of 
China’s Changing Relation With South Asia karya Dr. John Wong yang telah 
diterjemahkan oleh Drs. Hasymi Ali, Runtuhnya Kekuasaan “ Kraton Alit”: Studi 
Radikalisasi Sosial “Wong Sala” dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta karya M. 
Hari Mulyadi, Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia karya Mely G Tan, 
Memupus Silang-Sengkarut Relasi Jawa-Tionghoa:Panduan Advokasi untuk 
membangun Rekonsiliasi karya Ma’arif Jamiun. Hukum Kewarganegaran dan 
Keimigrasian Indonesia karya Koerniatmanto Soetoprawiro, dan lain sebagainya. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 
Dalam metode sejarah, tehnik pengumpulan data disebut heuristik. 
Pengumpulan data (heuristik) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu 
penelitian. Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 
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dalam melakukan teknik pengumpulan data digunakan teknik kepustakaan atau 
studi pustaka. Koentjaraningrat (1986: 3) menyatakan studi pustaka penting 
sebagai proses bahan penelitian. Tujuannya sebagai pemahaman secara 
menyeluruh tentang topik permasalahan. Teknik studi pustaka adalah suatu 
metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau 
fakta sejarah, dengan cara membaca buku-buku literatur, majalah, dokumen atau 
arsip, surat kabar atau brosur yang tersimpan di dalam perpustakaan, museum 
ataupun instansi yang menyediakan sumber tertulis lainya. Sejalan dengan 
pendapat tersebut, Kartini Kartono(1983:28) mengungkapkan bahwa penelitian 
dengan menggunakan studi kepustakaan adalah penelitian dengan mengumpulkan 
data dan informasi misalnya buku-buku, majalah, naskah, catatan kisah sejarah 
dan dokumen. 
Ada beberapa keuntungan dalam menggunakan teknik studi pustaka. 
Menurut Sartono Kartodirjo dalam Koentjaraningrat (1983:65) 
”Keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik studi 
pustaka adalah: (1) untuk membantu memperoleh pengetahuan ilmiah 
yang sesuai dengan persoalan yang dipelajari, (2) memberikan pengertian 
dealam menyusun persoalan yang tepat, (3) mempertajam perasaan dalam 
meneliti, (4) membuat analisa serta membuka kesempatan memperluas 
pengalaman ilmiah. Dengan teknik kepustakaan, sumber yang didapat 
tidak mungkin dapat disimpan semua dalam ingatan, maka dalam 
pengumpulan data diperlukan pencatatan yang sistematis”. 
 
Pengumpulan dengan studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan 
dengan jalan mengumpulkan buku dan bentuk data lainnya tentang peristiwa masa 
lampau di beberapa perpustakaan. Buku atau data yang telah terkumpul kemudian 
diteliti dan disesuaikan dengan tema penelitian. Untuk memperoleh data-data 
dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi tentang sumber-sumber primer dan 
sumber yang berupa buku-buku, koran dan majalah yang tersimpan di 
perpustakaan 
Dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam 
mengumpulkan data adalah sebagai berikut : 
1) Mengumpulkan buku-buku, surat kabar, artikel-artikel internet yang 
relevan dengan masalah yang diteliti.   
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2) Membaca dan mencatat sumber-sumber data yang diperlukan baik itu 
sumber primer maupun sumber sekunder. 
3) Memfotokopi dan mencatat literatur kepustakaan yang dianggap 
penting dan relevan dengan masalah yang diteliti. 
4) Mengklasifikasikan dan menyeleksi sumber-sumber yang telah 
dikumpulkan. 
5) Membaca dan meringkas kembali sumber yang didapat serta 
membandingkannya dengan sumber-sumber lain yang relevan 
sehingga menjadi data yang akurat. 
 
E. Teknik Analisis Data 
 
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipergunakan adalah 
teknik analisis historis yaitu teknik analisis yang menggunakan pada ketajaman 
dalam melakukan interpretasi data sejarah. Interpretasi penting karena fakta-fakta 
tidak bisa berbicara sendiri dan kategori dari fakta-fakta sejarah mempunyai sifat 
yang kompleks. Menurut Kartodirdjo (1992:85), fakta merupakan bahan utama 
yang dijadikan oleh sejarahwan untuk menyusun cerita sejarah. Pengkiajian fakta-
fakta sejarah oleh sejarahwan tidak terlepas dari unsur-unsur subyektifitas 
sehingga diperlukan konsep-konsep dan teori sebagai kriteria penyeleksi dengan 
pengklasifikasian fakta sejarah. 
Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengklasifikasikan data 
kedalam pola, kategori dan satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema 
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang terdapat dalam data. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan tehnik analisis historis, yaitu tehnik analisis 
yang mengutamakan pada ketajaman dalam melakukan interpretasi data sejarah. 
Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang 
diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama dengan teori-teori disusunlah 
fakta itu kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Dudung 
Abdurrahman,1994:64). 
Adapun kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data 
sejarah adalah sebagai berikut: 
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1. Mengadakan kritik sumber, baik kritik ekstern maupun kritik intern. 
Kritik ekstern yaitu memberikan penilaian terhadap keaslian atau otensitas 
sumber dengan melihat sisi luarnya, misal jika penulis menggunakan 
sumber arsip atau koran maka harus melihat atau memahami dengan 
seksama tentang kapan dibuat atau diterbitkan , penggunaan bahasa dan 
ungkapannya dan lain-lain. Sebagai contoh arsip dan koran yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu arsip Peraturan Pemerintah 
No 10 Tahun 1959 dan koran Obor Rakyat, bahasa yang digunakan masih 
menggunakan ejaan bahasa yang berlaku pada masa itu dan dibuatnya juga 
dalam kurun waktu yang sama yaitu tahun 1960-an. Sedangkan kritik 
intern yaitu memberikan penilaian terhadap isi sumber, apakah sumber 
tersebut dapat dipercaya atau tidak, seperti identifikasi penulis, cara 
berfikir penulis apakah mengarah pada perhatian hanya ke satu jurusan 
tertentu atau lebih luas, latar belakang dokumen tersebut dibuat dan unsur 
subyektifitas pengarang. Sumber arsip yang digunakan oleh penulis 
merupakan arsip yang otentik karena merupakan naskah yang berisi pasal-
pasal peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam 
koran Obor Rakyat yang digunakan didalamnya terdapat pendapat Menteri 
Luar Negeri yang menjabat saat PP No 10 Tahun 1959 ini dikeluarkan 
yaitu  Soebandrio.  
2. Menginterpretasikan data yang telah terkumpul dengan cara 
membandingkan, mengkaitkan, atau menghubungkan antara data yang 
satu dengan data yang lain. Agar dapat diketahui hubungan sebab akibat 
dari suatu peristiwa di masa lampau yang menjadi obyek penelitian dan 
mendapatkan fakta-fakta sejarah yang benar-benar relevan. Misalnya 
sumber koran yang digunakan oleh penulis yaitu Obor Rakyat terbitan 19 
November 1959 yang didalamnya berisi tentang masalah Tionghoa 
perantauan di Indonesia, penulis dapat mengkaji dengan menggunakan 
beberapa sumber sekunder yaitu berupa buku-buku yang relevan dengan 
masalah tersebut agar dapat menjadi sebuah data. Data yang telah 
terkumpul kemudian diseleksi, diklasifikasikan dan ditafsirka, dan 
 
liv 
Heuristik Kritik Interpretasi Historiografi 
Fakta Sejarah 
kemudian dirangkai untuk dijadikan bahan penulisan penelitian yang utuh 
dalam sebuah karya ilmiah. 
 Menurut Kuntowijoyo yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 
64), interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan juga analisis 
sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda 
dengan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis dan sintesis, dipandang sebagai 
metode-metode utama dalam interpretasi. Menurut Helius Syamsuddin (1996: 89) 
teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik 
sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam 
penulisan sejarah. 
Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 64), 
analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh 
dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta 
itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Menurut Sartono Kartodirdjo 
(1992: 2) mengatakan bahwa analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka 
pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang 
akan dipakai dalam membuat analisis itu. Data yang telah diperoleh 
diinterpretasikan, dianalisis isinya dan analisis data harus berpijak pada kerangka 
teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan 
penelitian. 
F. Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian adalah langkah-langkah penelitian awal yaitu 
persiapan pembuatan proposal sampai pada penulisan hasil penelitian. Karena 
penelitian ini menggunakan metode historis, maka ada empat tahap yang harus 
dipenuhi. Empat langkah itu terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan 
historiografi. Prosedur penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Keterangan : 
a. Heuristik 
Heuristik berasal dari kata Yunani yang artinya memperoleh. Dalam 
pengertiannya yang lain adalah suatu teknik yang membantu kita untuk mencari 
jejak-jejak sejarah. Menurut G. J Rener (1997: 37), heuristik adalah suatu teknik, 
suatu seni dan bukan suatu ilmu. Heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan 
umum, dan sedikit mengetahui tentang  bagian-bagian yang pendek. Sidi Gazalba 
(1981: 15) mengemukakan bahwa heuristik adalah kegiatan mencari bahan atau 
menyelidiki sumber sejarah untuk mendapatkan hasil penelitian. Dengan 
demikian heuristik adalah kegiatan pengumpulan jejak-jejak sejarah atau dengan 
kata lain kegiatan mencari sumber sejarah. 
Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan menemukan sumber-sumber 
tertulis berupa buku-buku serta bentuk kepustakaan lain yang relevan dengan 
penelitian. Sumber tertulis primer, berupa surat kabar, dan majalah; maupun 
sumber sekunder berupa buku-buku dan literatur yang diperoleh dari beberapa 
perpustakaan, dan di antaranya: Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, 
Perpustakaan Jurusan FKIP, Perpustakaan Program Studi Sejarah FKIP UNS, 
Perpustakaan Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Daerah Kota Surakarta dan 
Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
b. Kritik 
Setelah mengumpulkan data atau bahan, tahap berikutnya adalah langkah 
verifikasi atau kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Kritik merupakan 
kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki jejak-jejak sejarah yan telah 
dikumpulkan yaitu menyangkut jejak-jejak sejarah tersebut dapat dipercaya atau 
tidak, kritik sumber dilakukan untuk memilih, menyeleksi, mengidentifikasi serta 
menilai sumber atau data yang akan digunakan dalam menulis sejarah kritis.  
Menurut Helius Syamsudin (1996: 103) keabsahan sumber dicari melalui 
pengujian mengenai kebenaran atau ketetapan sumber. Kritik terhadap sumber 
data dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern. 
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Kritik ekstern pada sumber tertulis dilihat dari pengarangnya. Kritik 
ekstern yaitu kritik terhadap keaslian sumber (otensitas) yang berkenaan dengan 
segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan, seperti: bahan (kertas atau tinta) yang 
digunakan, jenis tulisan, gaya bahasa, hurufnya, dan segi penampilan yang lain.  
Kritik intern adalah kritik yang berhubungan dengan kredibilitas dari 
sumber sejarah apakah isi, fakta dan ceritanya dapat dipercaya dan dapat 
memberikan informasi yang dibutuhkan. Kritik interen dalam penelitian ini 
dilakukan dengan kegiatan mengidentifikasi gaya, tata bahasa dan ide yang 
digunakan oleh penulis sumber data, situasi saat penulisan dan tujuan dalam 
mengemukakan peristiwa yang berkaitan dengan tema penelitian. Kritik  Intern 
dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa proses antara lain, Pertama, 
penilaian terhadap aspek intrinsik yang dimulai dengan menentukan sifat sumber 
data sejarah. Dari proses itu didapatkan pengkategorian sumber data. Kedua , 
membuat suatu perbandingan diantara sumber data yang telah terkumpul, pada 
proses ini dilakukan suatu kegiatan untuk menghubungkan dan membandingkan 
sumber data yang satu dengan yang lain guna memastikan tingkat validitas 
sumber data. Sebagai contoh dalam buku”Dilema Minoritas Tionghoa” karangan 
Leo Suryadinata disebutkan bahwa tindakan pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah No 10 Tahun 1959 dipengaruhi karena yang menjabat menteri 
perdagangan pada saat itu adalah Racmat Muljosemito yang merupakan anggota 
partai NU serta mendukung gigih gerakan Assaat, data yang didapat dalam, buku 
yang terdapat dalam buku tersebut kurang lengkap, karena dalam buku ”Bisnis 
dan Politik” karangan Yahya Muhaimin dijelaskan tentang latar belakang 
keluarnya PP No 10 Tahun 1959 dengan lebih lengkap, dalam buku ini dijelaskan 
tindakan pemerintah mengeluarkan PP No 10 Tahun 1959 berasal dari pidato 
Assaat dalam kongres KENSI pada tahun 1956. Hasil dari aktivitas kritik sumber 
data yang dilakukan adalah berupa fakta. 
 
c. Interpretasi 
Interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut juga dengan analisis sejarah. 
Analisis ini berarti menguraikan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang 
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berarti menyatukan. Namun analisis dan sistematis dapat dipandang sebagai 
metode-metode utama dalam interpretasi(Kuntowijoyo,1993:100). Interpretasi 
merupakan suatu kegiatan menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh dari data-data 
yang telah diseleksi terlebih dahulu pada tahapan sebelumnya, untuk selanjutnya 
dilakukan analisis data. 
Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan 
atau mengaitkan sumber sejarah yang satu dengan sumber sejarah lain, sehingga 
dapat diketahui hubungan sebab-akibat dari suatu peristiwa masa lampau yang 
menjadi obyek penelitian. Kemudian sumber tersebut ditafsirkan, diberi makna 
dan ditemukan arti yang sebenarnya sehingga dapat dipahami makna tersebut 
sesuai dengan pemikiran yang logis berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. 
Dengan demikian dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan 
fakta sejarah atau sintesis sejarah. 
 
d. Historiografi 
 Historiografi  adalah penulisan, pamaparan/pelaporan hasil penelitian 
sejarah(Dudung Abdurrahman,1999:67). Historigrafi merupakan langkah terakhir 
dalam penulisan sejarah. Langkah ini merupakan kegiatan menyusun fakta sejarah 
menjadi suatu kisah sejarah yang menarik dan dapat dipercaya kebenarannya. 
Menurut Helius Sjamsudin(1992:153) dalam historiografi seorang penulis tidak 
hanya menggunakan keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan atau 
catatan-catatan tetapi penulis juga dituntut untuk menggunakan pikiran kritis dan 
analisis. Dalam langkah ini diperlukan imajinasi untuk mengaitkan fakta satu 
dengan yang lain sehingga menjadi suatu kisah sejarah yang menarik. Pada tahap 
ini, kegiatan menyusun fakta sejarah dibutuhkan kemampuan mengungkapkan 
bahasa secara baik, kemampuan untuk menempatkan fakta sejarah sesuai dengan 
periode sejarah. Dari data yang telah ditemukan maka peneliti berusaha 
memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan bahasa ilmiah disertai 
dengan argumentasi secara sistematis. Kemampuan menjelaskan data yang telah 
ditemukan dengan menyajikan bukti-bukti dan membuat garis umum yang dapat 
diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca. Dalam penelitian ini historiografi 
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diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skipsi dengan 
judul”Perekonomian Etnis Tionghoa Di Surakarta tahun 1959-1974 (Studi 
Pasca Keluarnya PP No.10 Tahun 1959)”. 
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  BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Kondisi Perekonomian Surakarta Sebelum Tahun 1959 
 
1. Masa Pendudukan Jepang 
Pada bulan Maret 1942 Jepang berhasil merebut Hindia Belanda. Selama 
menduduki wilayah Indonesia khususnya Surakarta, Jepang tidak mengadakan 
perubahan sistem pemerintahan secara total. Jepang hanya melakukan perubahan-
perubahan yang dianggap perlu bagi pemerintahan militernya. Bahkan pada awal 
pendudukannya masih menggunakan sistem pemerintahan yang pernah dijalankan 
oleh Belanda, untuk melancarkan arus pemerintahan  pendudukan Jepang 
merubah sistem pemerintah feodal. Berdasarkan undang-undang no.27, yaitu 
tentang perubahan tata pemerintahan daerah menyatakan bahwa di seluruh Jawa 
dan Madura Pemerintah Pendudukan Jepang membagi daerah kekuasaan atas 
Syuu ,Si, Ken, Gun, Son,  Ku, dan daerah kerajaan seperti Surakarta dan 
Yogyakarta menjadi Kooti. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kedudukan Syuu sama 
dengan daerah kabupaten setiap Syuu dibagi menjadi beberapa wilayah 
administratif pemerintahan sebagai berikut: 
1) Ken (Kabupaten), dengan pejabatnya Kentyoo 
2) Gun (Kawedanan), dengan pejabatnya Guntyo 
3) Son (Kecamatan), dengan pejabatnya Sontyoo 
4) Ku (Kalurahan), dengan pejabatnya Kutyoo(Sukoco,1990:32). 
Wilayah daerah Surakarta dinamakan Solo Koti yaitu Daerah Istimewa 
.Surakarta yang terdiri dari Solo Koti (daerah Istimewa Kasunanan) dan daerah 
Istimewa Mangkunegaran (Mangkunegaran Koti). Baik Solo Koti dan 
Mangkunegaran Koti mempunyai hak istimewa seperti masa kerajaan dahulu. 
Pada dasarnya perubahan administrasi pemerintahan daerah Surakarta itu hanya 
bersifat formalitas saja secara substansial daerah Surakarta masih merupakan 
daerah kerajaan yang oleh pemerintahan militer Jepang dinamakan “kochi” atau 
“koti”menurut tulisan Indonesia dan artinya daerah istimewa. Pelantikan kepala 
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daerah istimewa Surakarta ini dinamakan Solo Koo, yang dilaksanakan di Jakarta 
pada tanggal 31 Juli 1942 dan Mangkunegara Koo pada tanggal 14 Agustus 1942. 
Meskipun Surakarta merupakan daerah istimewa namun pembagian wilayah 
administratif pemerintahan mengikuti pola pembagian dari pada Syuu, Ken, Gun, 
Son di wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran masih tetap sama dengan jumlah 
kabupaten, kawedanan, kecamatan sebelum pendudukan Jepang.  
Berdasarkan Rijksblad No.9 tahun 1929, di wilayah Kasunanan Kooti 
mempunyai 4 ken, 18 gun dan 66 son, sedangkan Mangkunegaran Kooti terdapat 
2 ken, 9 gun dan 41 son (Sukoco,1990:33). Di tingkat desa Jepang juga 
membentuk suatu basis pemerintahan terendah yang disebut Tonarigumi (RT), 
wilayah tonarigumi terdiri dari kurang lebih sepuluh sampai dua puluh rumah 
tangga. 
Kedudukan Kasunanan dan Mangkunegaran masih seperti pada masa 
pemerintahan Kolonial Belanda. Jepang masih mengakui otonomi kedua kerajaan 
tersebut, bahkan Jepang melantik raja dari Kasunanan dan Mangkunegaran 
sebagai Solo Koo dan Mangkunegaran Koo. Pengambilan alih kekuasan Belanda 
oleh Jepang telah membawa perubahan struktur sosial yang ada di Indonesia, 
demikian juga di Surakarta.  Saat jaman Jepang kedudukan bangsa Indonesia 
mulai menempati strata yang lebih tinggi, walaupun tidak berada di strata atas 
yang masih di tempati oleh para pembesar Jepang, orang Indonesia telah memiliki 
kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan, yang di jaman Belanda sulit sekali 
diperoleh. Secara umum dapat dikatakan bahwa selama pendudukan Jepang, 
terjadi perubahan sosial yang besar baik di kota-kota maupun di desa-desa. 
Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pendudukan Jepang merupakan 
suatu cara untuk menarik perhatian bangsa Indonesia pada saat itu. Perubahan 
yang terjadi pada masyarakat Surakarta sebenarnya merupakan akibat tidak 
langsung dari kepentingan Jepang. Jepang mengeluarkan beberapa ketentuan 
antara lain berupa larangan terhadap organisasi politik, larangan mendengarkan 
radio dari musuh sehingga diadakan penyegelan radio, serta lain-lain larangan 
yang bersifat politik, sedangkan kegiatan yang bersifat non politik (kebudayaan 
dan olahraga) diperbolehkan (Sukoco,1990:36). 
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 Pemerintah pendudukan Jepang membentuk beberapa organisasi, 
meskipun demi kepentingan Jepang, namun dilain pihak organisasi bentukan 
Jepang banyak dimanfaatkan oleh para tokoh-tokoh Surakarta untuk kepentingan 
perjuangan, sebagai contohnya adalah Peta. Dalam memenuhi kebutuhan perang 
Jepang banyak membutuhkan tenaga, maka Jepang membentuk organisasi-
organisasi atau badan-badan pemuda yang sesuai dengan kebutuhannya. Melalui 
berbagai organisasi yang dibentuk Jepang para pemuda Indonesia banyak 
memperoleh pengalaman yang sangat berguna bagi perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan kelak. 
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang sangat 
berpengaruh pada kondisi perekonomian Surakarta .Kedatangan Jepang awalnya 
disambut dengan kegembiraan oleh penduduk Surakarta, untuk mengungkapkan 
kegembiraan mereka merampas rumah dan harta benda milik orang Belanda dan 
banyak barang-barang milik orang Belanda yang berserakan di sepanjang jalan 
terutama di jalan Slamet Riyadi(Sukoco,1990:39). Melihat keadaan itu Jepang 
melakukan tindak kekerasan dengan memberikan hukuman kepada orang-orang 
yang mengambil barang orang Belanda tanpa proses peradilan, rakyat mulai 
ketakutan keadaan ekonomi yang diharapkan akan menemui titik cerah tetapi 
berubah menjadi keadaan yang sulit. 
Di Surakarta, Pemerintah Militer Jepang menginstruksikan beberapa hal 
yaitu pertama, pengumpulan emas dan Berlian. Kedua, penanaman tanaman Jarak 
secara masal di lahan pertanian dan tepi jalan untuk kepentingan minyak 
persenjataan. Ketiga, penanaman tanaman kapas untuk pemintalan benang tekstil. 
Untuk kepentingan produktivitas yang baik pemerintah militer Jepang membentuk 
sidoin jarak dan sidoin kapas untuk koordinasi proses penanamannya. Situasi 
ekonomi di Surakarta pada tahun 1942 tampak sangat berat bagi beban penduduk, 
bahkan para penduduk Surakarta melakukan barter hal tersebut terjadi karena 
sulitnya uang.  
Pemerintah militer Jepang mengumumkan patokan harga beras dengan 
uang federal. Pada bulan Juli 1942 pemerintah militer Jepang di Surakarta 
mengumumkan harga beras sebagai berikut, pertama harga beras kualitas baik, per 
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100kg seharga f 7,70; kualitas rendah seharga f 6,50 per 100 kg. Bulan-bulan 
pertama pendudukan militer Jepang harga beras rata-rata nail 25 persen. Kedua, 
harga-harga minyak goreng, ikan asin, terigu, kenaikannya tidak sebesar beras, 
jadi masih jauh di bawah rata-rata harga beras yang mencapai 25 persen. Para 
pedagang yang menjual barang lebih tinggi dari ketentuan itu akan dikenakan 
denda. Pada bulan Agustus Jepang juga telah mengeluarkan peraturan bahwa 
bahan makanan pokok seperti beras, tidak boleh dibawa ke luar daerah Surakarta, 
sebuah organisasi untuk mengelola bahan pangan yang disebut Syokuryoo Kanri 
Zimusho atau disingkat SKZ(Kantor Pengelolaan Pangan) dibentuk di bawah 
Departemen Perindustrian Gunseikanbu. SKZ bertanggung jawab atas pengenalan 
seluruh proses pembelian dan disribusi beras di bawah monopoli negara. SKZ 
menetapkan jumlah padi yang harus dibeli pemerintah dan menetapkan harga 
beras resmi juga merancang program terperinci untuk distribusi beras resmi bagi 
penduduk perkotaan(Aiko Kurasawa,1993:71). Disamping itu petani-petani di 
wilayah Surakarta yang mempunyai padi atau beras lebih dari dua ribu kilogram, 
wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah Jepang. Dengan demikian gerakan 
bahan makanan pada tiap Ken dapat dikendalikan untuk kepentingan Jepang. 
Pemerintah militer Jepang memobilisasikan penduduk untuk 
menggerakkan ekonomi demi kepentingan militer Jepang. Penanaman kapas 
untuk pemintalan sebagian bahan baku tekstil digiatkan. Penduduk (petani) 
dipaksa menyerahkan padi untuk kepentingan militer. Bangsawan-bangsawan 
Surakarta dipaksa menyerahkan emas dan berlian kepada Jepang. Pada akhir 
pengumpulan emas dan berlian, daerah Surakarta menjadi daerah terbanyak 
perolehannya dalam pengumpulan emas dan berlian. Jepang membentuk koperasi 
agar penduduk dapat diatur distribusinya dalam pembelian beras. Praktis 
penduduk kota yang kaya dapat dikelola kekayaan pangannya oleh Jepang di 
Surakarta yang merupakan peraturan dari pusat Jakarta. 
Keadaan ekonomi di Surakarta masa pendudukan militer Jepang dari 
bulan ke bulan makin berat. Pengumpulan emas, berlian dan intan semakin 
diintensifkan. Pada tahun 1944 untuk mendapatkan jatah pakaian, pemerintah 
militer Jepang menggunakan sistem kupon. Akibatnya ialah tidak meratanya 
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pembagian pakaian itu. Ada warga Surakarta yang mendapat kupon dan ada yang 
tidak. Ada sejumlah kupon seperti kupon minyak, kupon pakaian, kupon rokok 
dan lainnya. Tanpa kupon ini langkalah warga kota untuk memperoleh barang 
dengan harga murah. Di Wonogiri penduduk sudah mengalami kesulitan untuk 
mendapatkan pakaian dan bahan makanan. Penduduk sudah ada yang 
mengkonsumsi”benda” yang tidak layak untuk dimakan seperti bonggol pisang 
(bagian dari akar pisang yang disebut “ares”) atau bonggol sente. Bahan akar 
pisang sekaligus digunakan sebagai lauk dan sayur(Julianto Ibrahim,2004:107) 
Rakyat di Surakarta  pada masa pendudukan Jepang mengalami 
kemiskinan, kesengsaraan, ketidaktenangan dan penderitaan lainnya. Apabila 
ditinjau dari segi kebutuhan Jepang dalam usahanya untuk memenangkan perang 
Asia Timur Raya, maka keadaan ekonomi tersebut bias terjadi karena seluruh 
kegiatan atau perekonomian ditujukan untuk kepentingan perekonomian perang. 
Sebagai akibat dari pelaksanaan ekonomi perang, kematian karena kelaparan 
berbagai bentuk penderitaan banyak terjadi di Surakarta. Kematian karena busung 
lapar juga banyak terjadi di pinggir-pinggir jalan(Sukoco,1990:41).  
 
2. Masa Kemerdekaan 
Surakarta adalah bagian dari Vonstenlanden, yang merupakan wilayah 
Hindia Belanda yang memiliki status khusus tetapi bersifat mendua, karena 
merupakan kerajaan swapraja yang nominal. Karesidenan Surakarta dibagi 
menjadi dua wilayah yang hampir sama besarnya, yaitu Kasunanan dan 
Mangkunegaran(Larson,1990:1). Pada tahun 1921 Karesidenan Surakarta terdiri 
dari wilayah Boyolali, Sragen, Klaten, Surakarta, dan Wonogiri(Larson,1990:xiii). 
Luas keseluruhan Karesidenan Surakarta diperkirakan 6.217 km 2  
dengan pusat di Kota Surakarta atau Kota Sala. Luas Kota Surakarta 24 km 2  
dengan  ukuran panjang 6 km, membentang dari arah barat ke timur, dan 4 km 
dari arah utara ke selatan. Kota Surakarta terletak pada ketinggian 200m diatas 
permukaan laut dan berada di tanah dataran rendah di tepi Sungai Bengawan Sala, 
serta pada kedua sisi Sungai Pepe. Sebagian besar Kota Surakarta masuk wilayah 
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Kasunanan dan hanya seperlima saja, yaitu sebelah barat laut masuk Kadipaten 
Mangkunegaran (Darsiti Soeratman,1989:2).  
Sebutan atau Nama Kota Surakarta mulai digunakan sejak 
dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1965 tanggal 1 September 1965 dan Ketetapan 
MPRS No.XX/MPR/1966 , Surakarta telah mengalami enam kali periode, yaitu: 
1) Periode pemerintah Daerah Kota Surakarta 
Dimulai pada tanggal 16 Juni 1946 sampai berlakunya UU No.16 Tahun 
1947 tanggal 5 Juni 1947. 
2) Periode Pemerintah Daerah Haminte Kota Surakarta 
Dimulai dengan adanya UU No.1 Tahun 1947 sampai dengan berlakunya 
UU No.23 Tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948. 
3) Periode Kota Besar Surakarta 
Dimulai dengan adanya UU. No.1 Tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948 
sampai dengan berlakunya UU. No.1 Tahun 1957 tanggal 18 Januari 1957 
4) Periode Pemerintah Daerah Kotapraja Surakarta 
Dimulai dengan adanya UU .No. 1 Tahun 1957 tanggal 18 Januari 1957 
sampai dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 1965 tanggal 1 September 
1965 
5) Periode pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 
Dimulai dengan adanya UU. No 18 Tahun 1965 Tanggal 1 September 
1965 dan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 sampai berlakunya UU. 
No 22 tahun 1999. 
Penduduk Surakarta sangat heterogen, hal itu tampak dari berbagai ras, 
suku dan golongan yang terdapat di kota ini, meskipun demikian etnis Jawa yang 
paling dominan. Pada tahun 1900 populasi penduduk Surakarta berjumlah 
109.459 orang, terdiri dari 1.973 orang Eropa, 5.129 Cina, 171 Arab,262 orang 
asing lainnya. Lima tahun berikutnya meningkat menjadi 118,378 orang terdiri 
dari 1572 orang Eropa, 6532 Cina,337 Arab, dan 413 orang Eropa lainya dan 
109.5 Jawa. Dengan demikian populasi penduduk Jawa sejumlah 101.924 dan 
lima tahun berikutnya jumlah penduduk itu telah berubah menjadi 118.37 dengan 
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perincian 1.572 orang Eropa, 6.532 orang Cina, 333 orang Arab, 413 orang asing 
lainnya dan sisanya 109.524 adalah penduduk Jawa( Sariyatun,2005:40-41). 
Keadaan ekonomi Surakarta berkembang pesat pada Tahun 1930-an 
keadaan ini, tak lepas dari ketersedianya sarana dan prasarana kota yang telah ada 
sejak tahun 1902. Sarana dan prasarana kota yang telah tersedia di Surakarta 
antara lain yaitu jaringan listrik (tahun 1902 oleh Solosche Electriciteits 
Maatschappij atau S.E.M.), jaringan air bersih (tahun 1926 oleh N.V. Hoogdruk 
Waterleiding atau N.V.H.W.), jaringan KA dan trem (tahun 1905 oleh Staats 
Spoorwagen atau S.S. dan Nederlandsch Indische Spoorwagen atau N.I.S.) dan 
pembangunan jembatan antar kota yang melintasi Bengawan Solo, yaitu Jembatan 
Jurug yang menuju Karanganyar dan Jembatan Bacem yang menuju Sukoharjo 
tahun 1915 (Qomarun,2007:83). 
Surakarta sebagai pusat pemerintahan dan daerah semi otonom terbuka 
bagi pengusaha swasta sehingga daerah Surakarta dapat berkembang menjadi 
pusat perekonomian dan bisnis, hal tesebut juga didukung  dengan sarana-sarana 
yang telah ada khususnya sejak pemerintahan Paku Buana X, yaitu berupa kereta 
api, jaringan telepon, pasar dan transportasi darat. 
Surakarta juga dilengkapi dengan sarana  perdagangan diantaranya 
adalah pasar, bahkan Surakarta tergolong memiliki banyak pasar. Pasar Gede 
merupakan pasar yang sangat ramai, aktivitasnya seharian dimulai dari jam 5 
Sore. Selain Pasar Gedhe, Pemerintah Mangkunegaran juga membangun pasar 
sendiri yakni Pasar Totogan, Pasar Legi, Pasar Pon. Pemerintah juga membangun 
pasar hewan yakni Pasar Kliwon yang berada di lingkungan perkampungan Arab. 
Selain itu untuk menampung pedagang kecil pemerintah juga membangun Pasar 
Gemblekan dan Sorogenen sehingga para pedagang kecil klitikan yang di 
sepanjang jalan Kauman dapat dipindahkan pada pasar yang baru tersebut. 
Dengan demikian daerah perkotaan akan menjadi bersih dari pedagang kaki 
lima(Sariyatun,2005:38). 
Perekonomian Surakarta semakin berkembang sejak mulai adanya pasar 
klewer pada sekitar tahun 1930-an, awalnya  Pasar Klewer disebut sebagai Pasar 
Slompretan dan berdiri di lokasi bekas rumah dinas abdi dalem Secoyudho, 
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pemimpin etnis Cina di kerajaan Kasunanan. Meskipun pada masa pendudukan 
Jepang pasar ini sempat mati akan tetapi masih banyak pedagang kecil yang 
membawa dagangannya dengan disampirkan dipundak (diklewerke), sehinggga 
muncul istilah Klewer. Nama klewer, memang diterjemahkan dari aktifitas 
perdagangan kain batik, kemben, selendang, kutang, sarung, kebaya kuthu-baru, 
rok,dan lain-lain yang berbahan baku batik dan tenun gedhog. Barang-barang ini 
diperdagangkan oleh kaum perempuan, disampir-sampirkan di lengan dan 
pundhak mereka. Keadaan ekonomi Surakarta mulai kacau kembali sejak 
hadirnya pemerintah pendudukan Jepang. 
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, status daerah 
kerajaan di Surakarta ditetapkan oleh Presiden sebagai daerah istimewa. Bahkan 
pada tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan piagam Penetapan Presiden, 
Pakubuwono XII dan Mangkunegoro VIII ditetapkan sebagai Kepala Daerah 
Istimewa Surakarta. Namun dalam waktu bersamaan, Pemerintah Republik 
membentuk Komite Nasional Daerah (KND) sebagai badan legislatif pada 
September 1945 yang secara konsensus dipimpin oleh eksponen perwira Pembela 
Tanah Air (PETA) yakni Mr. Sumodiningrat. 
Atas dasar konsensus itu, KND harus dipimpin oleh eksponen perwira 
PETA merupakan instruksi dari pemerintah pusat, karena salah satu tugas 
utamanya adalah melucuti senjata tentara Jepang. Sejak akhir September 1945, 
KND berhasil memaksa tentara Jepang menyerahkan persenjataanya. Kehadiran 
KND tidak didukung oleh kalangan keraton baik Kasunanan dan Mangkunegaran. 
Maka, praktis antara bulan September sampai Oktober 1945 berdiri tiga 
pemerintahan yakni Kasunanan, Mangkunegaran, dan KND. Bahkan sebuah 
Pemerintahan Direktorium yang terdiri dari unsur Kasunanan, Mangkunegaran 
dan KND tidak berjalan, karena Kasunanan dan Mangkunegaran berkeinginan 
berdiri sendiri (Kartodirdjo, 1974: 108-109). 
Situasi instabilitas di Surakarta memunculkan kelompok pro dan anti 
swapraja. Kelompok pro swapraja membentuk organisasi Perkumpulan Kerabat 
Surakarta (PKS). Pendukung PKS sebagian besar adalah masyarakat yang masih 
setia dengan pemerintah kerajaan. Sementara itu, kelompok yang anti swapraja 
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muncul dari berbagai kalangan di antaranya adalah kalangan keraton yang 
berfikiran moderen, aktivis partai-partai politik seperti PKI, PNI, Murba, PSI dan 
organisasi massa seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berafilisasi dengan 
PKI dan Barisan Benteng Surakarta. Mereka menyatukan diri dalam Panitia Anti 
Swapraja (PAS). 
Pertikaian antara kelompok pro dan anti swapraja terjadi berlarut-larut. 
Pada akhirnya, Pemerintah Pusat melalui keputusan 15 Juli 1946 mengeluarkan 
Peraturan Presiden No.16/SD/1946  menyatakan daerah Surakarta menjadi daerah 
karesidenan dalam Propinsi Jawa Tengah. Maka, sejak itu hilanglah kesempatan 
menjadi Daerah Istimewa, seperti halnya Yogyakarta. Pada bulan Agustus 1946 
struktur pemerintahan Karesidenan Surakarta terdiri atas kabupaten, kawedanan 
dan kelurahan. Karesidenan Surakarta terdiri atas wilayah Keraton Kasunanan dan 
Mangkunegaran. Wilayah Kasunanan mencakup Boyolali, Klaten dan Sragen dan 
Wilayah Mangkunegaran yakni Wonogiri dan Karanganyar (Kartodirdjo, 1974: 
108-109). 
Wilayah Surakarta pada tahun 1950 mendapatkan tambahan 7 kelurahan 
yakni Karangasem, Kerten, Jajar, Banyuanyar yang semula masuk Kecamatan 
Colomadu dan Kadipiro, Mojosongo yang semula masuk Kecamatan 
Gondangrejo. Serah terima berdasarkan No. 7640/I-Secr/50 9, September 1950 
dari Residen Surakarta Prodjohardjojo kepada Wali Kota Surakarta Soebakti 
Poeponoto ( M. Hari Mulyadi ,1999:35). 
Peristiwa politik Surakarta merupakan perubahan struktur tradisional 
menjadi lebih demokratis dengan meruntuhkan semua status kebangsaan. Dengan 
ini Keraton Surakarta kehilangan sumber-sumber politik dan ekonomi untuk 
mendukung status sosialnya. Sementara, Keraton hanya dapat mempertahankan 
aspek budaya sebagai simbol sosial kultural pusat kebudayaan Jawa. 
Perkembangan ekonomi Kota Surakarta tidak dapat dilepaskan dari 
posisinya sebagai ibu kota Kerajaan Mataram mulai abad ke-18.  Secara umum, 
kondisi ekonomi masyarakat Surakarta selama masa awal kemerdekaan berada 
dalam keadaan yang menyedihkan. Pada masa awal kemerdekaan, praktek-
praktek eksploitasi ekonomi yang telah berlangsung selama masa pendudukan 
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jepang masih terus berjalan. Selain itu, badan-badan ekonomi bentukan Jepang 
yang dikelola oleh kraton masih tetap bekerja dan mengorganisasikan penyerahan 
sumber-sumber ekonomi ke kraton. Aktivitas kraton tersebut menjadi berkurang 
seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.16/SD/1946 yang berisi 
tentang pembekuan status swapraja kraton dan menetapkan daerah Surakarta 
sebagai bagian dan dari Jawa Tengah. Walaupun status daerah Istimewa yang 
diberikan kepada Surakarta telah dibekukan, ada beberapa kegiatan ekonomi yang 
masih dikelola oleh kraton, seperti pembagian dan pengumpulan pakaian, 
penarikan pajak, penetapan harga kebutuhan pokok dan beberapa daerah masih 
terjadi penyerahan padi( Julianto Ibrahim,2004:110). 
 Pada masa awal kemerdekaan, proses penyerahan padi ke kraton lebih 
eksploitatif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kuota yang diberikan oleh 
kraton kepada petani lebih tinggi dari pada masa pendudukan Jepang, meskipun 
panen padi pada tahun 1946 mengalami keberhasilan namun keadaan ini masih 
saja memberatkan petani. kondisi yang memprihatinkan tidak hanya dialami oleh 
para petani tetapi juga dialami oleh hampir sebagian besar masyarakat Surakarta. 
kondisi yang tidak menentu diawal kemerdekaan sangat berpengaruh pada 
tingginya harga kebutuhan pokok untuk seluruh wilayah republik yang didasarkan 
pada harga-harga yang berlaku pada masa pendudukan Jepang(Julianto 
Ibrahim,2004:111). dibawah ini adalah daftar harga kebutuhan pokok di pasar-
pasar wilayah republik termasuk Surakarta. 
 
Tabel 2:Harga Rata-rata(dalam rupiah) Kebutuhan Pokok di  
Wilayah Surakarta 
Produksi(1Kg) Penetapan Pemerintah Agustus 1947 Agustus 1948 
1. Beras 
2.Gula 
3.Garam 
4.Daging                  
5.Kedelai 
0,15 
1,00 
0,25 
- 
0,22 
1,66 
1,58 
3,48 
4,50-13,60 
2,00 
17,50 
7,30 
14,30 
76-187,50 
12,00 
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6.Minyak 
Goreng(600cc) 
0,52 
 
5,09 
 
38,20 
Sumber: Julianto Ibrahim,2004: 111 
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa  kebutuhan pokok mengalami 
perubahan yang mencapai kurang lebih 500 persen lebih tinggi dari harga yang 
ditetapkan oleh pemerintah. dan bertambah tinggi memasuki tahun 1948.keadaan 
ini disebabkan oleh adanya blokade yang dilakukan oleh pasukan 
Belanda.pertumbuhan penduduk Surakarta yang semakin tinggi mengakibatkan 
barang kebutuhan menjadi langka dan cepat habis. keadaan ini diperparah oleh 
tindakan penimbunan yang dilakukan oleh para pamongpraja maupun  pengusaha 
Cina maupun pribumi. tindakan ini membuat beberapa laskar rakyat marah dan 
menganggap para penimbun barang sebagai pengacau ekonomi, para laskar rakyat 
banyak melakukan penggerebekan dan menyita bahkan membakar barang-barang 
yang ditimbun tersebut. Agar  keadaan tidak bertambah kacau Dewan Pertahanan 
Daerah Surakarta mengeluarkan Peraturan No 5 yang berisi tentang ketentuan 
penimbunan barang, tetapi upaya ini tidak dapat meredakan kelangkaan bahan 
paokok di Surakarta, diperparah lagi dengan beredarnya uang palsu ditengah-
tengah masyarakat. Di Surakarta beredar dua macam uang yaitu uang buatan 
NICA dan uang RI, sehingga menyebabkan kekacauan dalam sistem pembayaran. 
masyarakat menjadi bingung dalam menentukan nilai masing-masing mata uang 
Kekacauan dalam sistem pembayaran disikapi oleh beberapa laskar rakyat 
yang tergabung dalam”pasukan gerilya” mengumumkan bahwa perbandingan 
antara uang RI dan uang lain yang dipaksakan kepada masyarakat Surakarta 
adalah 10 banding 1. Penetapan perbandingan ini memperlihatkan bahwa 
rendahnya nilai uang RI yang berlaku di Surakarta, keadaan ini berdampak kepada 
para pekerja baik buruh, pegawai negeri, maupun pegawai kraton yang 
kesemuanya menerima gaji dalam mata uang RI. 
 Para pegawai dan masyarakat Surakarta lainnya melakukan berbagai 
macam cara untuk bisa bertahan hidup, salahsatunya adalah dengan cara 
meminjam uang kepada bank dengan sistem potong gaji, seperti yang dilakukan 
oleh para pegawai kraton, besarnya pinjaman kadang menyebabkan para pegawai 
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tidak menerima gaji bahkan banyak diantara mereka yang terjerat hutang kepada 
para rentenir yang memberikan bunga besar pada setiap pinjamannya. Agar 
terhindar dari rentenir sejak tahun 1949 Jawatan Perekonomian Balai Kota 
Surakarta mengorganisasikan sejumlah bank, jenis bank yang diorganisasikan 
adalah bang pusat untuk masyarakat umum, bank pasar untuk para pedagang,dan 
bank kampung yang didirikan di beberapa kampung(Julianto Ibrahim,2004:114) 
 Pemerintah mendirikan bank selain sebagai upaya untuk menghindarkan 
masyarakat dari sistem rentenir juga sebagai salah satu cara untuk mendukung 
Industrialisasi .Bank yang didirikan pemerintah yaitu Bank Industri Negara (BIN) 
pada tahun 1951. BIN mempunyai dua fungsi pokok, yakni sebagai bank 
pembangunan industri dan bank investasi jangka panjang di dalam penyediaan 
asistensi permodalan baik dalam bentuk saham ataupun pembiayaan jangka 
panjang. Bidang-bidang yang diprioritaskan untuk dibiayai adalah industri 
manufaktur, pertambangan dan pertanian  Pendirian bank ini dipengaruhi oleh 
keberadaan World Bank dan Asia Develepment Bank (ADB) yang masing-masing 
menjadi bank pembangunan internasional dan regional. Sebagai bank 
pembangunan, BIN tidak menerima uang simpanan dari masyarakat dan tidak 
melayani transaksi keuangan untuk pihak ketiga. Selain dari pendanaan 
Pemerintah, untuk membiayai aktifitasnya BIN menerbitkan obligasi. Selama 
kurun waktu 1951-1958, BIN telah mengeluarkan lima kali obligasi. Bahkan 
menurut laporan surat kabar Abadi (1958), para pemegang obligasi Pemerintah 
banyak beralih ke obligasi BIN, dikarenakan suku bunganya relatif lebih tinggi 
tercatat selama kurun waktu itu, total investasi BIN sebesar Rp 435 milliar. Bank 
Pemerintah yang lain yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan hasil 
nasionalisasi dari the Algemene Volkscredietbank (AVB) yang sejak semula 
diprioritaskan untuk menyalurkan kredit kecil, dan pengusaha-pengusaha 
pedesaan. Pada tahun 1957 BRI telah mempunyai modal sebesar Rp 350 juta yang 
berasal dari Pemerintah, dan berhasil menyalurkan kredit sebesar sebesar Rp 797 
juta. Sebesar 30 % dari total penyaluran itu diperuntukkan untuk usaha kecil, 
sedangkan panggunaan kredit untuk usaha kecil itu 50-60 % dialokasikan untuk 
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industri kecil manufaktur, perdagangan dan usaha pertanian (Duto Cahyo, 2007 
dalam www.dutopress.co.id). 
Sektor perbankan dan pembiayaan setelah kemerdekaan mengalami 
perkembangan pesat setelah kemerdekaan. Seperti telah disebutkan di muka, Bank 
swasta pertama setelah kemerdekaan lahir Surakarta. Pada 1 Nopember 1945 
berdiri bank “Bank Soerakarta NAB”yang diinisiasi oleh Keraton Kasoenanan 
dan Mangkoenagaran dengan manajernya Notosoedirjo yang telah berpengalaman 
dalam bidang perbankan sejak jaman Belanda dan Jepang. Modal awal bank ini 
adalah sebesar Rp2 juta yang dihimpun dari 1331 pemilik saham dari Pulau Jawa, 
Madura, Sumatera dan Kalimantan. Bank Soerakarta NAB membuka cabang-
cabang di Yogyakarta, Klaten, Kudus, Malang, Tasikmalaya dan Cirebon. 
Kalangan pengusaha muslim Surakarta, juga tidak mau ketinggalan 
dalam meramaikan persaingan pada sektor perbankan. Dalam konferensi Sarekat 
Dagang Islam Indonesia (SDII) di Surakarta pada 21 sampai 23 Desember 1946 
disepakati untuk membentuk perusahaan perdagangan internasional yang bernama 
N.V. Sarekat Dagang Indonesia dengan modal awal sebesar Rp 20 juta dengan 
cabang di seluruh Jawa dan Madura. Sementara itu untuk mendukung bisnis usaha 
kecil pribumi, SDII membentuk Bank Pembangoenan Oemat(Duto Cahyo, 2007 
dalam www.dutopress.co.id).Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah 
daerah melalui Djawatan Perekonomian Balai Kota Surakarta, mendirikan bank 
yaitu bank pusat, bank pasar, dan bank kampung. Sampai akhir tahun 1952, 
jumlah bank pasar meningkat menjadi 19 buah. Jumlah pinjaman selama tahun 
1951-1952 sebesar Rp. 5.081.450,- bagi 75.686 nasabah peminjam. Jumlah bank 
kampung meningkat menjadi 47 buah,dan selama tahun 1951-1952 jumlah 
pinjaman sebesar 4.697.514,- bagi 138.879 peminjam. Pada tahun 1951 didirikan 
pula Bank Pegawai Balai Kota. Selama kurun waktu 1951-1952 telah 
mengeluarkan pinjaman sebesar Rp. 277.240,- bagi 1.575 nasabah ( H Mulyadi, 
1999:61-62). 
Perkembangan ekonomi juga diikuti dengan perkembangan sarana dan 
prasarana umum. Hal itu dapat dilihat dari pengambil alihan dan perbaiki sarana 
dan prasarana umum yang rusak karena perang, seperti jalan, jembatan serta 
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sarana-sarana penunjang kehidupan rakyat yang sangat vital dan harus segera 
dipulihkan. 
Sejak awal kemerdekaan di Surakarta tercatat jalan rusak seluas 434,500 
m 2  atau sekitar 56% dari keseluruhan jalan, hingga akhir tahun 1952 sudah dapat 
diperbaiki seluas 255, 300 m 2  atau 35%. Sebagai akibat perang, sebagian besar 
jembatan juga mengalami kerusahakan. Maka pada tahun 1952 terdapat 11 
jembatan yang diperbaiki yaitu Kleco, Bajan, Kalangan, Tanjunganom, 
Mijipinilihan Wetan, Mijipinilihan Kulon, Brojo, Gambiran, Gondang, Nusukan 
dan Belik. Selain itu, pada masa ini juga dilakukan pembuatan beberapa los pasar 
yaitu Pasar Penumping, Pasar Purwosari dan Pasar Cengklik. Sementara pasar 
tradisional semakin ditingkatkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi. Pada 
masa awal kemerdekaan, Surakarta sudah mempunyai 25 pasar dengan luas total 
24.617,70 m 2 (Duto Cahyo, 2007 dalam www.dutopress.co.id). Seperti yang telah 
diketahui bahwa Surakarta telah memiliki sara penunjang kehidupan kota sejak 
1902,maka setelah memasuki masa kemerdekaan yakni antara tahun 1950-1952, 
Jawatan Perusahaan Balai Kota Surakarta mempunyai beberapa perusahaan 
Kantor Air Minum, termasuk di dalamnya adalah pemandian umum Tirtomoyo 
dan Balekambang. Selama tahun-tahun tersebut, pemerintah daerah juga sudah 
memperoleh pemasukan dana. Beberapa perusahaan daerah seperti Kantor Air 
Minum, Kantor Pasar, dan Kantor Sriwedari, Bioskop, memberi pemasukan yang 
semakin meningkat. Pajak dan retribusi juga mengalami peningkatan ( H Mulyadi, 
1999:61). 
B. Perekonomian Etnis Tionghoa Sebelum Tahun 1959 
 
1. Eksistensi Etnis Tionghoa di Surakarta 
Kedatangan etnis Tionghoa ke Nusantara telah terjadi beratus-ratus 
tahun yang lalu. Sebagian besar para emigran Cina yang datang ke Indonesia 
adalah orang-orang miskin dan berasal dari daerah Cina bagian selatan. 
Kemiskinan mereka dapat dilihat dari pekerjaan mereka yang tergolong kasar, 
yaitu sebagai buruh, kuli perkebunan atau pedagang kecil(Wang Gung 
Wu,1991:291). 
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Sejak masa kolonial Belanda kehidupan masyarakat Tionghoa 
mengalami berbagai dinamika. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda membagi 
masyarakat menjadi tiga kelas, yaitu golongan Eropa, Golongan Timur Asing 
yang didalamnya terdapat orang Cina, serta Golongan penduduk pribumi. 
Meningkatnya jumlah imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia yang 
jumlahnya melebihi orang Eropa dan golongan Timur Asing lainnya 
menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Kolonial Belanda, sehingga 
Pemerintah Kolonial mencari cara untuk membatasi gerak mereka dengan 
menciptakan peraturan yang bersifat mendiskriminasikan golongan Tionghoa. 
Diskriminasi terhadap orang Tionghoa dilakukan dengan jalan menetapkan tempat 
tinggal(wijkenstelsel), sistem surat jalan (passenstelsel) serta dibuatnya Undang-
undang Agraria 1870 yang melarang kepemilikan tanah bagi orang-orang 
Tionghoa(Leo Suryadinata,1986:21-22). Passenstelsel pada masa VOC awalnya 
diberlakukan terutama untuk warga pribumi, pada 1816 diberlakukan kembali, 
terutama untuk orang Tionghoa. Tahun 1835 warga pribumi dibebaskan dari 
kewajiban memiliki surat pas bilamana bepergian, tetapi tidak demikian halnya 
dengan orang Tionghoa, ketika Kultuurstelsel(Sistem Tanam Paksa) dihapus, 
Passenstelsel malah diberlakukan lebih ketat bagi etnis Tionghoa dengan maksud 
menghambat aktivitas mereka(Mona Lohanda,2006:53). 
Surakarta merupakan daerah yang dihuni oleh bermacam etnis dan 
Tionghoa merupakan etnis yang memiliki jumlah cukup besar. Etnis Tionghoa 
mulai ada di Surakarta sejak perpindahan kraton dari Kartasura ke Surakarta. 
Pemerintah Belanda di Surakarta sengaja mempertajam kehidupan orang 
Tionghoa secara ekslusif dengan demikian sikap tersebut juga ditujukan kepada 
penduduk pribumi yang bertujuan agar masing-masing pihak hidup dalam suasana 
tertutup(H Mulyadi,1999:192). 
Tahun 1909 pemerintah Kerajaan Tiongkok mengeluarkan Undang-
undang Kebangsaan yang menyatakan bahwa seluruh orang keturunan Tionghoa 
atau setiap anak yang sah maupun tidak sah dengan seorang ayah Tionghoa(atau 
seorang ibu Tionghoa apabila ayahnya tidak diketahui) adalah berkebangsaan 
Tiongkok(asas ius sangius), undang-undang kerajaan Tiongkok ini membuat 
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pemerintah kolonial Belanda juga mengambil keputusan yang sama yaitu untuk 
menandinginya, pada tanggal 10 Februari 1910 pemerintah Belanda 
mengumumkan berlakunya Wet op het nederlandsch Onderdaanschap(WNO). 
Pemerintah Hindia Belanda menganggap semua orang Tionghoa adalah kawula 
Belanda(asas Ius Soli)( Leo Suryadinata,1986:41). Keadaan ini mengakibatkan 
masalah dwi-kewarganegaraan dan masalah ini berlanjut sampai ditanda-
tanganinya Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan antara Pemerintah Republik 
Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1955(Dibda 
Millaka,2006:31). 
Pada masa Orde lama masalah kewarganegaraan masyarakat Tionghoa 
dapat diselesaikan oleh pemerintahan presiden Soekarno melalui perjanjian 
bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Cina 
pada tahun 1955, tetapi masalah diskriminasi tetap terjadi pada masyarakat 
Tionghoa pada masa Orde Lama. 
Keadaan masyarakat Tionghoa yang berada dalam berbagai diskriminasi 
hingga memunculkan gerakan-gerakan solidaritas untuk memperjuangkan hak 
mereka sebagai warga negara. Organisasi-organisasi perjuangan Tionghoa telah 
ada sejak masa Kolonial Belanda dan ada pula yang berdiri pasca Kemerdekaan 
Indonesia. Organisasi masyarakat Tionghoa  pun beranekaragam dari yang 
bersifat kedaerahan, profesionalitas keagamaan hingga politik. Organisasi tersebut 
antara lain: 
a. Organisasi keagamaan Masyarakat Tionghoa di Surakarta 
Organisasi keagamaan yang pertama kali berdiri di Surakarta pada 
tahun 1918 dengan nama Khong Kauw Hwee. Organisasi ini  
merupakan organisasi agama Khonghucu. Pada saat berdirinya 
perkumpulan ini merupakan organisasi yang memiliki anggota yang 
tidak terlalu besar, para anggotanya berusaha melaksanakan ajaran 
Khonghucu pada kehidupan sehari-hari, diawal perkembangannya 
Khong Kauw Hwee banyak mengadakan kegiatan organisasi di 
Klenteng Tien Kok Sie,namun pada tahun-tahun berikutnya organisasi 
ini memiliki kesekretariatan di daerah Jagalan. 
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Organisasi Khong Kauw Hwee juga memiliki terbitan majalah yang 
diberi nama Khong Kauw Goat Po, tetapi karena kurangnya respon 
majalah ini hanya terbit beberapa tahun dan digantikan dengan majalah 
Bok Tok Goat Khan atau majalah pembangunan kebajikan yang berisi 
tentang penyebaran agama Khonghucu. Dalam  perjalanannya 
Organisasi Khong Kauw Goat Po mengubah nama menjadi 
MATAKIN(Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) dan 
cabang-cabang di daerah bernama MAKIN(Majelis Khonghucu 
Indonesia). MAKIN Surakarta hingga saat ini masih berdiri dan 
beraktivitas dalam bidang keagamaan dan juga pendidikan serta 
budaya. MAKIN Surakarta memiliki sebuah sekolah yang hingga saat 
ini masih aktif, walaupun telah menjadi sekolah umum yaitu SMP dan 
SMA Tripusaka. 
b. Organisasi Sosial Masyarakat Tionghoa di Surakarta 
Organisasi masyarakat Tionghoa yang bergerak dalam bidang 
sosial adalah Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS). Organisasi 
PMS merupakan peleburan dari enam organisasi Tionghoa yang ada di 
Surakarta yang semula saling bertentangan. Keenam organisasi itu 
antara lain: 
1) Organisasi Perkumpulan”Kong Tong Hoo 
2) Organisasi Perkumpulan”Hi Ang Gie Hwee” 
3) Organisasi Perkumpulan”Hap Gie Hwee” 
4) Organisasi Perkumpulan”Kong Sing Hwee” 
5) Organisasi Perkumpulan”Sam Ban Hien” 
6) Organisasi Perkumpulan”Tiong Hoa Poen Sing Hwee” 
     Dari keenam organisasi perkumpulan etnis Tionghoa tersebut diambil 
suatu keputusan bersama yang pada dasarnya ingin menggabungkan diri 
menjadi satu wadah organisasi. Pada tanggal 7 Juli 1931 dibentuk panitia 
yang terdiri dari para tokoh keenam organisasi itu. Proses penggabungan 
ini berjalan alot dan baru pada tanggal 1 April 1932 terbentuk organisasi 
perkumpulan Chuan Ming Kung Hui, organisasi ini merupakan 
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organisasi kematian (Begrafenisfunds), yang diketuai oleh Tan Gwan 
Soei, sedangkan pelindung organisasi ini dijabat oleh Mayor Be Kwat 
Koen (H Mulyadi,1999:235-236). 
 Pergantian nama menjadi PMS terjadi pada masa Orde Lama yaitu 
pada tanggal 1 Oktober 1959 dengan digiatkan dan disebarluaskannya 
gerakan integrasi di kalangan Tionghoa Surakarta melalui organisasi ini. 
Gerakan integrasi ini merupakan tujuan dari Badan Permusyawaratan 
Kewarganegaraan Indonesia(Baperki). Baperki didirikan oleh Presiden 
Soekarno tahun 1954. Baperki  menggunakan PMS sebagai monitoring 
masyarakat Tionghoa di Surakarta dalam upaya untuk mempersatukan 
orang-orang Tionghoa yang menjadi warga negara Indonesia untuk 
tujuan politik(H Mulyadi,1999:237). Dalam perkembangannya PMS 
tidak hanya bergerak dalam bidang kematian saja tetapi juga bidang 
sosial, ekonomi, pendidikan, kepercayaan, kebudayaan dan olahraga. 
c. Persaudaraan Hakka Surakarta(Perhakkas) 
 Persaudaraan Hakkka Surakarta(Perhakkas)merupakan organisasi 
kedarahan masyarakat Tionghoa Surakarta yang berasal dari propinsi 
Kwangtung. Organisasi ini pertama kali berdiri pada tahun 1940-an 
dengan nama Sin Cung. Pada awal pendiriannya Sin Chung bergerak 
dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti organisasi Tionghoa 
serupa Sin Chung pada masa penjajahan Jepang tidak dapat 
berkembang karena represifitas pemerintah pendudukan Jepang 
terhadap organisasi-organisasi yang berdiri. Setelah kemerdekaan 
Indonesia organisasi ini berganti nama menjadi Gek Suk Kong 
Hui(Organisasi Hakka). Perkembangan perkumpulan ini mengalami 
kemajuan pada masa Orde Lama seperti perkumpulan Tionghoa lain di 
Surakarta. Pada masa Orde Lama Perhakkas memiliki sekolah sebagai 
pendidikan bagi para anggotanya. Sekolah ini dinamakan Sekolah 
Sinchung yang berdiri pada tahun 1953, tetapi nasib sekolah Sin Cung 
tidak jauh berbeda dengan sekolah Tionghoa lainnya yang ditutup oleh 
pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 pasca peristiwa G 30 S. Selain 
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itu juga persaudaraan Hakka Surakarta ditutup dari segala 
aktivitasnya(Dibda Millaka,2006:53). 
 
2.Kondisi Perekonomian Etnis Tionghoa Sebelum Tahun 1959 
  Ratusan tahun yang lalu, pendatang Tionghoa sudah menggunakan 
Kepulauan Indonesia sebagai pos persinggahan untuk perdagangan dengan India 
dan Timur Tengah. kemudian mereka mulai mengumpulkan produk eksotis untuk 
bahan obat-obatan dan bumbu:dammar wangi, hasil laut, sarang burung dan 
barang-barang langka dari dunia fauna. sedikit demi sedikit pemukiman kecil 
terbentuk di pelabuhan-pelabuhan utama dan kelompok pedagang dan 
perajin(Justian Suhandinata,2009:99). 
Kedudukan orang Tionghoa perantauan di Asia Tenggara sudah sejak 
lama dimanfaatkan oleh orang-orang Eropa sebagai mata rantai distribusi 
perdagangan dan sebagai pembeli hasil-hasil pertanian yang kemudian dijual 
kepada orang Eropa.(Sartono Kartodirjo,1989). 
Pada tahun 1720, imigrasi orang Tionghoa ke Nusantara sangat dibatasi. 
Pembatasan terhadap masuknya orang-orang Cina merupakan suatu indikator 
bahwa VOC tidak selamanya memperlakukan orang Tionghoa secara lebih baik. 
Pembunuhan massal terhadap orang Tionghoa di Batavia pada tahun 1740-an 
adalah salah satu wujud pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh VOC terhadap 
orang Tionghoa(Benny Juwono,1999:51). Walaupun Pemerintah Kolonial 
Belanda memberikan peraturan yang kurang baik terhadap Etnis Tionghoa, alasan 
penting dipertahankannya komunitas Tionghoa adalah bahwa kekuatan Belanda 
memaksakan pemisaan orang Tionghoa dan menginginkan mereka untuk tetap 
berbeda. Lagipula, orang Tionghoa membayar pajak lebih mahal ketimbang yang 
dibayar oleh penduduk asli, dan mereka menyediakan bagian yang besar daripada 
pendapatan integral VOC(Justian Suhandinata,2009:103). 
Penetapan surat jalan di wilayah Surakarta dan Jogjakarta dimuat dalam 
Staatsblad 1891 nomor 214 berupa peraturan pemerintah dari gubernur jendral 
tanggal 2 Oktober 1891, yang berbunyi:Kepala wilayah dan pemerintah setempat 
tidak berkenan memberikan surat jalan(reispassen) bagi orang Cina di 
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Karesidenan Surakarta dan Jogjakarta tanpa ijin terlebih dulu dari residen 
dimana mereka tinggal(Sandick,1909 dalam Sariyatun,2005:44). 
Dalam penerapan pengaturan yang diciptakan Belanda untuk mengatur 
mobilitas Tionghoa, tidak seperti di daerah kekuasaan Belanda yang lain di 
Surakarta, kondisi yang dijumpai agak berbeda. Mengingat di wilayah 
projokejawen ini Belanda tidak mempertahankan kekuasaan secara langsung, 
melainkan masih terbatas pada kontrak-kontrak politik dan mencegah campur 
tangan langsung terhadap urusan intern raja-raja Surakarta. Oleh karena itu dalam 
mobilitas sosial warga khususnya Tionghoa, Belanda tidak bisa memaksakan 
peraturan yang berlaku di kota-kota wilayahnya untuk diterapkan di Surakarta 
Menurut D.H. Burger (1985:121) pada masa Paku Buwana VII para 
pengusaha Eropa dan Tionghoa banyak menyewa tanah-tanah apanage di wilayah 
kerajaan Surakarta-Jogjakarta untuk perkebunan. Kebebasan menyewakan dan 
menjual tanah apanage ini, dimulai ketika sistem uang masuk dalam sistem 
ekonomi pertanian yang bersifat pengabdian feodal. Akibatnya orang Eropa dan 
Timur Asing, terutama Tionghoa ikut membuka usaha di sektor perkebunan.  
Kondisi semacam ini ternyata mengakibatkan munculnya tuan-tuan 
tanah yang menguasai sebagian besar tanah milik pribumi. Proses penguasaan 
tanah dilakukan dengan cara rentenir yaitu memberikan pinjaman uang atau 
perabot-perabot rumah tangga dengan bunga yang cukup tinggi. Adanya 
penagihan saat sistem paceklik, menyebabkan petani pribumi terpaksa menjual 
tanahnya kepada tuan tanah Tionghoa untuk melunasi hutang-hutang mereka       
(H Mulyadi,1999:193). 
Cara lain untuk menguasai tanah dilakukan dengan jalan membeli tanah 
langsung kepada rakyat dengan sistem pembayaran cicilan, bagi Orang Tionghoa 
transaksi ini merupakan hal yang wajar dan apa akhirnya menyebabkan adanya 
ketimpangan antara Etnis Tionghoa dengan Pribumi dalam bidang perekonomian. 
Pertumbuhan dan perluasan pemukiman serta usaha orang Tionghoa di 
Vorstenlanden, khususnya di Surakarta ini, sebenarnya sudah menjadi bahan 
perhatian dari para pejabat kolonial Belanda sejak pemulihan kekuasaan awal 
abad XIX. Mereka khawatir bahwa orang-orang Tionghoa ini akan mengancam 
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posisi dan status ekonomi para pengusaha dan pejabat Eropa yang akan 
memperluas jaringan bisnisnya di Vorstenlanden. Dengan alasan untuk mencegah 
terjadinya konflik dan kerusuhan yang akan mengganggu keamanan dan 
ketertiban, pemerintah Belanda mencoba mengambil tindakan untuk 
“menertibkan” orang-orang Timur Asing tersebut. Langkah pertama yang 
dikeluarkan oleh pemerintah adalah Lembaran Negara 1816 nomor 25 yang 
menetapkan surat ijin bepergian bagi orang-orang Tionghoa kawula pemerintah. 
Surat ijin ini diperlukan apabila orang-orang Tionghoa itu pergi keluar batas 
daerah (Karesidenan dan Afdeling) dan bisa diminta kepada para kepala daerah 
Belanda yang ditempatkan di sana. Tujuannya adalah membatasi aktivitas niaga 
Tionghoa antar daerah yang bisa dikhawatirkan menimbulkan kesulitan dalam 
penarikan pajak dan pengawasannya. Langkah ini kemudian mulai diikuti dengan 
beberapa langkah pembatasan lainnya, yakni resolusi Gubernur Jenderal pada 
tanggal 12 Agustus 1835 (Lembaran Negara 1835 nomer 37) menuntut penduduk 
melaporkan kepada penguasa daerah ketika ada kecenderungan pada orang-orang 
asing Asia di Jawa seperti orang Melayu, Bugis dan Cina bila berbaur dengan 
orang pribumi. Kewajiban untuk tinggal di kampung khusus ini kemudian 
ditegaskan oleh pasa 73 Konstitusi tahun 1854 dan dilaksanakan dengan peraturan 
pemukiman dalam Lembaran Negara 1866 nomer 57. dengan demikian sejak 
dikeluarkannya peraturan ini orang-orang Tionghoa di wilayah pemerintah tidak 
lagi bebas dalam beraktivitas, namun dibatasi hanya di daerah administratif 
tempat tinggalnya(Soedarmono,dalam www.elka.umm.ac.id) Hal serupa juga 
mulai diterapkan di Surakarta. Tindakan pertama pemerintah adalah dengan 
mengeluarkan peraturan yang menyebutkan bahwa warga Tionghoa adalah 
kawula pemerintah dan mereka akan diperintah oleh para pejabat Tionghoa yang 
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal. Meskipun ada beberapa 
ketentuan ini, namun sistim perkampungan (wijkstelsel) baru dijalankan oleh 
pemerintah dengan kesepakatan bersama-sama raja-raja pribumi di Surakarta pada 
tahun 1871. Orang-orang Tionghoa diberi tempat pada pemukiman yang sudah 
mereka tempati sebelumnya dengan sentralnya di sekitar Pasar Besar ke timur di 
Ketandan hingga Limasan, ke utara sampai Balong terus menuju 
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Warungpelem(Benny Yuwono,1999:56). Kemudian juga di samping kraton antara 
jalan Coyudan dan Keprabon. Di sana dibuka kampung-kampung dengan kepala 
kampungnya (wijkmeester) yang diangkat oleh Residen Surakarta. Pada tahun 
1896 penguasa Mangkunegaran mengikuti langkah ini dengan membentuk 
pemukiman bagi orang Tionghoa yang berpusat di sekitar Keprabon.  
Pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial 
pada akhir abad XIX ini ternyata tidak mampu sepenuhnya mengekang 
aktivitas orang-orang Tionghoa khususnya dalam bidang ekonomi, hal 
tersebut disebabkan etnis Tionghoa merupakan etnis yang memiliki 
keuletan dan semangat kerja keras yang tinggi 
Kedudukan etnis Tionghoa di Hindia Belanda sejak abad XVIII sangat 
kuat sebagai pedagang perantara dan memasuki abad XIX kedudukan etnis 
Tionghoa dalam sektor ekonomi bertambah kuat, hampir sebagian barang impor 
seperti penjualan garam, opium,pemboronangan gula, tembakau, kopi, idigo 
berada ditangan pemerintah dan orang Tionghoa sebagai perantaranya. 
Kapitalisme Tionghoa sangat berhubungan erat dengan sistem penjualan 
pacht atau hak-hak penarikan pajak dan cukai untuk penjualan candu, garam, dan 
sebagainya. Hal tersebut terjadi karena pemerintah memiliki personalia dan 
perangkat yang memadai untuk penarikan pajak sendiri sebelum tahun 1870. Hak 
penarikan pajak dan cukai dijual kepada orang-orang Tionghoa yang kaya atau 
yang sekaligus menjadi opsir Cina yaitu mayor, kapten,dan letnan Cina. 
Hak penarikan pajak oleh etnis Tionghoa di Surakarta dapat dilihat dari 
contoh masalah pengambilan kembali hak atas sewa gerbang tol (tol porten) di 
mulut jembatan “Jurug”pada tahun 1819. Pada masa itu orang  Tionghoa yang 
bernama Lolie menjadi pengelola tol dari Pangeran Prangwedono di Kota 
Surakarta diadukan karena telah memeras dan bertindak sewenang-wenang 
terhadap orang-orang pribumi, akibatnya Pangeran Prangwedono mengambil 
kembali hak sewa tersebut walaupun sebenarnya Lolie masih memiliki hak sewa 
selama dua tahun. 
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Peristiwa tersebut di atas merupakan salah satu contoh dari banyak kasus 
serupa yang terjadi di wilayah karesidenan Surakarta, khususnya di kota Solo. 
Pemborongan sarana umum dari para bangsawan pribumi kepada orang-orang 
Tionghoa mewarnai kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tionghoa ini di Solo 
setelah palihan nagari . Gerbang tol merupakan salah satu pilihan yang paling 
menguntungkan untuk dieksploitasi oleh orang-oarang Tionghoa karena mereka 
bisa menetapkan bea lewat tol tersebut tanpa standard yang berlaku. Sebagai 
akibatnya setiap tol memiliki nilai yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan 
yang akan dicapai dari jalur tersebut. Misalnya tol yang mengarah ke pasar besar 
memiliki standard nilai tertinggi dibandingkan tol tol di jalan biasa, sementara 
pada jalur yang mengarah ke pasar ini terdapat beberapa buah gerbang tol masing-
masing diborongkan(Soedarmono,dalam www.elka.umm.ac.id). 
Keadaan seperti diatas sangat merugikan penduduk pribumi, karena 
tanpa pengawasan dan standart yang jelas mereka harus membayar pajak yang 
tinggi. Tingginya cukai yang dipungut di tol ini disebabkan oleh pemborongan 
berlipat ganda bukan hanya oleh satu orang namun bisa satu gerbang tol 
diborongkan kepada beberapa orang. Sebagai akibatnya pemborong terakhir 
menerima kewajiban membayar tertinggi, sehingga dia harus menerapkan harga 
yang tinggi agar bisa menutup semua pengeluarannya.  
Pemborongan tol juga diikuti dengan pemborongan berbagai sarana lain 
seperti pasar, tempat pemotongan hewan, rumah judi, syah bandar pelabuhan 
sungai, penambangan perahu, tempat penjualan dan pemadatan candu, bahkan 
termasuk ijin berburu di hutan. Sejauh ini pasar merupakan pilihan strategis 
setelah tol, mengingat pasar merupakan sentra aktivitas ekonomi yang tumbuh di 
daerah itu. Ada banyak pungutan di pasar ini seperti beya plingsan bagi penjual 
kain, beya metu bila akan meninggalkan pasar, beya pesapon dan beya jaga bagi 
kebersihan dan keamanan, dan beya bango untuk menyewa sebuah tempat di 
pasar. Setiap biaya ini bisa diborong oleh satu orang, namun kadang kala juga 
diborong oleh masing-masing individu. Apabila terdapat lebih dari satu. 
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pemborong, maka harga yang ditetapkan akan naik (Soedarmono,dalam 
www.elka.umm.ac.id) 
Sektor persewaan lain yang akan menjadi sasaran orang Tionghoa ini 
adalah agrobisnis. Dalam bidang ini orang-orang Tionghoa menyewa tanah-tanah 
apanage milik para bangsawan Jawa untuk memasok pasar-pasar lokal dengan 
barang-barang hasil bumi domestik. Meskipun masih jauh dibandingkan dengan 
para pengusaha Eropa yang cenderung mengelola tanah sewaan ini sebagai 
onderneming, para pengusaha Tionghoa ini memiliki kekuasaan yang luas di 
tanah-tanah sewaannya. Beberapa dari mereka tampil sebagai tuan tanah 
(landlord) model manor Eropa dengan wewenang otonominya yang luas sebagai 
pengganti para pemegang apanase. Di sini mereka membentuk pasukan sendiri, 
memungut pajak atas tanahnya, memungut upeti dalam bentuk hasil bumi dari 
warganya dan menetapkan harga bagi penjualan produk oleh penduduk 
kepadanya. Namun kadang-kadang ada juga orang Tionghoa yang 
memborongkan tanah berikut penduduknya yang mereka sewa dari pemegang 
apanase itu kepada orang Tionghoa yang lain sementara dia sebagai penyewa 
tetap tinggal di kota Solo. Semua hasil persewaan dan pemborongan ini 
berlangsung cukup lama sejak akhir abad XVIII. Meskipun terjadi bencana besar 
yaitu perang Jawa antara 1825-1830, sampai pertengahan kedua abad XIX 
pemborongan ini masih terus terjadi. Bahkan pada masa Taman Paksa, ketika 
monopoli produksi agraria diterapkan oleh pemerintah di wilayah yang langsung 
dikuasai, posisi orang-orang Tionghoa sebagai pemborong hasil bumi di 
Vorstenlanden semakin kuat. Mereka kemudian digunakan oleh para pengusaha 
swasta Eropa yang sulit memperoleh produk komoditi ekspor Eropa akibat 
tekanan monopoli pemerintah, unutk menutup kekurangan ini dari pemborongan 
hasil bumi di Vorstenlanden.  
Pada abad XX kehidupan ekonomi petani di Jawa sedikit demi sedikit 
mengalami perubahan, upah kerja yang diterima petani dari perusahaan 
perkebunan dan pabrik sangat mempengaruhi ekonomi rumah tangga peteni. 
Meresapnya uang di pedesaan ternyata belum dapat mensejahterakan petani. 
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Sumber daya desa yang dieksploitasi itu tidak memberikan hasil yang mencukupi, 
sehingga petani tetap terbelakang dan hidupnya tetap ada dalam taraf subsistensi. 
Bahkan pada tahun 1926 penduduk pedesaan Jawa yang tergolong miskin 
mencapai 62,5%((Ida Yulianti,1999:5) 
Hak-hak yang diterima oleh etnis Tionghoa memungkinkan operasi bisnis 
mereka merebak sampai ke pedesaan. Ketergantungan terhadap orang Tionghoa 
dari para pengusaha pribumi menjadi semakin besar setelah berakhirnya Perang 
Jawa sebagai sumber kredit bagi mereka. Jika pada awal abad XIX aktivitas 
ekonomi orang Tionghoa masih terbatas pada pemborongan prasarana tertentu, 
sejak pertengahan abad XIX sektor kerajinan dan perdagangan pedesaan juga 
menjadi sasaran bisnis Tionghoa. Di samping memborong hasil bumi dan 
kerajinan tradisional, orang-orang Tionghoa yang berkeliling di daerah pedesaan 
juga menjual barang-barang impor kepada penduduk secara kredit (Cina mindring 
atau klontong). 
Akibat hubungan kredit antara penjual kelontong Tionghoa dan penduduk 
desa menimbulkan nama jelek bagi kalangan Tionghoa bagi penduduk desa, hal 
tersebut disebabkan dalam pemberian kredit mereka biasanya mematok bunga 
yang tinggi, maka pedagang-pedagang kelontong juga dinamakan”Cina 
mindering”atau tukang mindering”. Mindering atau minderingan berasal dari 
istilah”in mindering”(mengulangi);jadi jumlah yang dipinjamkan dibayar secara 
cicilan(harian,mingguan atau bulanan).”Cina artinya Tionghoa. Jadi istilah Cina 
mindering diartikan sebagai orang Tionghoa yang pekerjaannya meminjamkan 
uang, terutama kepada penduduk Indonesia, kebanyakan dalam jumlah kecil 
dengan pembayaran secara berkala(Mely. G. Tan,1981:45). 
 Dengan berdasarkan kepercayaan, interaksi ekonomi tumbuh dan 
berkembang antara para pedagang Cina ini dengan penduduk pribumi. Meskipun 
kadang-kadang harus menanggung resiko yang besar bila tidak dibayar atau 
bahkan nyawanya terancam, namun para pedagang Cina ini tetap dengan tekun 
meneruskan usahanya dan memperoleh keuntungan berlipat ganda.  
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Pada tahun 1904 sampai 1910 karena timbulnya pergerakan organisasi 
nasionalis Tionghoa di kalangan Tionghoa di Indonesia, maka pemerintah 
mengabulkan tuntutan untuk menghapuskan peraturan tentang pengelompokan 
pemukiman pada suatu wilayah tertentu, dengan begitu etnis Tionghoa lebih bisa 
bergerak secara leluasa. 
Di Surakarta terjadi kompetisi antara Orang Tionghoa dengan penduduk 
pribumi antara lain dalam produksi batik. Orang Tionghoa telah mulai 
menanamkan modal dalam industri batik di Surakarta menjelang akhir abad XIX 
dan awal abad XX.(Benny Juwono,1999:51). Pada waktu pasaran batik sudah 
menjangkau pasar-pasar di seluruh Jawa, orang Tionghoa menguasai perdagangan 
bahan-bahan batik seperti berbagai jenis soga, dan kain katun(Suhartono, 1991). 
Perkembangan industri batik yang begitu pesat melahirkan pengusaha besar di 
kalangan Pribumi dan Tionghoa, tetapi bagi para pengusaha pribumi hal ini cukup 
menyulitkan sebab seperti yang telah disinggung diatas bahwa Tionghoa 
memegang monopoli bahan baku industri batik. Persaingan tersebut melahirkan 
Rekso Rumekso pada awal tahun 1921 oleh H. Samanhudi. Pada awalnya H. 
Samanhudi adalah anggota dari Budi Utomo (BU) cabang Surakarta. Budi Utomo 
sesuai dengan kecendungan yang terjadi pada arah nasional, Dalam rangka 
memperluas keanggotan di luar kalangan priyayi, BU mencoba mendekati 
kalangan pengusaha pribumi. Tawaran dari BU ini mendapat sambutan antusias 
dari para pengusaha pribumi, maka beberapa pedagang batik terkemuka di 
Laweyan yang dipimpin Haji Samanhoedi dan Haji Bakri dari Kauman bergabung 
ke dalam BU. Masuknya pengusaha pribumi ke BU telah meningkatkan jumlah 
anggota BU menjadi 800 orang (Shiraishi, 1997:51). 
Bargabungnya pengusaha pribumi ke BU cukup menggusarkan para 
pengusaha Tionghoa. Mereka memperkirakan bahwa BU akan dapat menjadi 
kendaraan politik pengusaha-pengusaha pribumi. Oleh sebab itu, pengusaha 
Tionghoa mencoba mengajak Haji Samanhudi untuk berpindah perkumpulan 
mereka Kong Sing. Tujuannya jelas dengan bergabung di Kong Sing, pengusaha 
pribumi dapat dikontrol oleh pengusaha Tionghoa. Rupanya bagi pengusaha 
pribumi, tawaran untuk bergabung dengan Kong Sing juga sebuah peluang, 
 
lxxxv 
mengingat sebenarnya tujuan utama bergabung dengan organsisasi adalah 
mendapatkan akses bisnis. Akhirnya, Haji Samanhudi dan pengikutnya keluar dari 
BU bersedia bergabung dengan Kong Sing, bahkan ia menjadi salah satu 
komisaris dalam perkumpulan itu. Namun di dalam perkembangannya Haji 
Samanhudi dan pengikutnya merasa terasing di Kong Sing. Mereka mulai merasa 
diperlakukan tidak adil dan mulai ada ketidakcocokan. Situasi ini mendorong Haji 
Samanhudi dan pengikutnya keluar dan mendirikan organisasi sendiri yang 
bernama Rekso Rumekso pada awal tahun 1912 (Shiraishi, 1997:51). 
Kemunculan Rekso Rumekso berawal dari ketidakcocokan yang dirasakan 
oleh Samanhudi dalam perkumpulan dagang Tionghoa yang bernama Kong Sing, 
Pada mulanya Kong Sing merupakan perkumpulan orang Tionghoa dari kalangan 
pedagang kecil atau golongan miskin, secara formal perkumpulan ini merupakan 
perkumpulan untuk membantu dalam urusan kematian, pesta. Perdagangan tetapi 
sesungguhnya Kong Sing merupakan sisa jaringan ladang opium yang pernah 
dibangun atas model sindikat rahasia Tionghoa(Shiraishi,1997:52-53). 
Munculnya organisasi Rekso Rumekso dipakai sebagai suatu cara untuk 
menghambat orang-orang Tionghoa masuk ke dalam pagar terakhir pedagang 
Jawa dan kelas industri Jawa. Namun, tampaknya usaha semacam ini kurang 
berhasil sehingga sedikit demi sedikit orang Tionghoa mampu menembus industri 
pokok bangsa pribumi. Ancaman lain yaitu pada kwartal pertama abad XX 
banyak industri pribumi telah memberi banyak kesempatan untuk bertahan hidup 
mengalami kemunduran (Kahin,1996:36). Persaingan dagang batik antara orang 
Tionghoa dan penduduk pribumi semakin meruncing sejak ditemukan metode cap 
ketika bahan alamiah diganti dengan bahan kimia. Orang Tionghoa banyak 
mengusai impor bahan baku batik sehingga orang Jawa hanya dapat memperoleh 
bahan-bahan tersebut dengan perantara orang Tionghoa. 
Hingga tahun 1920, jumlah usaha pembuatan batik di seluruh Surakarta 
mencapai angka yang cukup menakjubkan yaitu 369 buah. Sektor perdagangan 
merupakan pekerjaan yang banyak dipilih oleh orang Tionghoa. Selain berperan 
dalam industri batik etnis ini juga bergerak dalam perdagangan kain tekstil yang 
sebagian besar diduduki oleh orang Tionghoa Totok  yaitu 320 orang sedangkan 
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Tionghoa Peranakan 144 orang. Orang Tionghoa totok lebih banyak menguasai 
perdagangan tekstil untuk seluruh karesidenan Surakarta. Berbagai macam 
perdagangan eceran seperti toko klontong dan penjaja keliling juga menjadi 
pekerjaan utama(Benny Juwono,1999:71).  
Tabel 3. Persentase Klasifikasi Pekerjaan Orang Timur di Surakarta 
Menurut Jenis Kelamin 
Pekerjaan  Laki-laki Perempuan  Total 
Produksi bahan mentah 3,77 0,72 3,19 
Industri  24,03 33,72 25,87 
Transportasi 2,31 0,36 1,94 
Perdagangan  61,79 54,93 60,50 
Pekerjaan bebas 3,09 1,95 2,87 
Pegawai pemerintah 0,56 - 0,45 
Jenis pekerjaan lain 4,45 8,32 5,18 
Total 100 100 5,18 
Sumber: Volkstelling 1930 
Pada masa pemerintahan Jepang, pengusaha Tionghoa adalah satu-satunya 
sumber kredit bagi pengusaha pribumi, dari usaha ini mereka mendapatkan 
keuntungan yang besar, sedangkan pada masa penjajahan Belanda orang 
Tionghoa tetap menjalankan perdagangan dan mendapat kepercayaan serta 
monopoli dari Belanda. Posisi etnis Tionghoa yang selalu diuntungkan oleh 
pemerintah pendudukan menyebabkan komunitas Tionghoa tidak disukai oleh 
rakyat, keadaan ini menyebabkan etnis Tionghoa banyak menjadi korban 
penculikan pada tahun 1947-1949. selain itu etnis Tionghoa juga dianggap 
sebagai akar konflik antara orang Jawa dan Tionghoa yang muncul pada awal 
pembentukan Sarekat Islam di Surakarta pada tahun 1911. Menurut Robert Van 
Niel, pergeseran penguasaan atas industri batik dari pengusaha Jawa kepada 
pengusaha Tionghoa telah menimbulkan ketidakpuasan,oleh karena itu orang 
Tionghoa yang diculik di Surakarta pada masa revolusi sangat besar( Julianto 
Ibrahim,2004:184). Pada tahun 1950 Belanda mulai meninggalkan Indonesia, 
kekosongan perdagangan di daerah dengan cepat diisi oleh orang Tionghoa 
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sehingga dengan demikian etnis Tionghoa makin menguasai kehidupan ekonomi 
perdagangan,pemilik perusahaan besar, toko-toko pengecer, ada di tangan orang 
Tionghoa. 
 
C. Kondisi Perekonomian Etnis Tionghoa Setelah Keluarnya  
PP No 10 Tahun 1959 
1.Keluarnya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1959 
 
a. Latar Belakang keluarnya PP No 10 Tahun 1959 
 Menurut J.S Furnivall gambaran Indonesia pada zaman kolonial yaitu 
sebagai suatu masyarakat yang majemuk, dengan sektor ekonomi modern yang 
tumbuh bersama-sama sektor tradisional(perekonomian pertanian).Sektor 
perekonomian modern berada di tangan orang Eropa(terutama Belanda), 
sedangkan sektor ekonomi tradisional berada di tangan orang Indonesia Asli(Leo 
Suryadinata,1983:133). 
 Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, belum 
ada suatu kebijakan resmi yang menyangkut ”nasionalisme ekonomi Indonesia”. 
Menurut UUD 1945” semua warganegara berkedudukan sama di depan hukum 
dan bahwa pemerintah menjamin hak-hak mereka tanpa membedakan asal-usul 
rasial”(Leo Suryadinata,1983:134). 
 Penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, menyebabkan  para 
pemimpin politik Indonesia memiliki pandangan ekonomi yang disebut 
sebagai”ekonomi nasional atau sebutan retoriknya”nasionalisme ekonomi”. 
Menurut para pemimpin politik Indonesia ekonomi nasional memiliki tiga 
dimensi. Pertama, suatu perekonomian yang beragam dan stabil, yang berarti 
ditiadakannya ketergantungan yang besar kepada ekspor barang mentah, 
Kedua,suatu perekonomian yang sudah berkembang dan makmur atau 
pembangunan ekonomi. Ketiga, suatu perekonomian di mana suatu bagian yang 
penting dari pemilikan, pengawasan dan pengelolaan dibidang ekonomi berada 
ditangan golongan pribumi atau Negara Indonesia, yang berarti pengalihan 
penguasaan dan pengelolaan atas kegiatan-kegiatan ekonomi dari tangan orang-
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orang Barat dan Tionghoa ke tangan orang-orang Indonesia(Yahya 
Muhaimin,1990:22).   
Berdasarkan ketiga dimensi di atas para pemimpin pada periode 1950-
1957 memutuskan untuk tidak melaksanakan dimensi ketiga. Karena akan 
bertentangan dengan tujuan kedua aspek yang pertama karena kekuasaan 
ekeonomi dari kabinet-kabinet selanjutnya, khususnya keempat kabinet setelah 
Kabinet Natsir, dipegang oleh para”kelompok moderat”atau orang-orang yang 
mengutamakan kebijakan ekonomi melalui pendekatan yang pragmatis. 
Perbedaan antara kelompok moderat dan kelompok radikal itu tercermin dalam 
pertentangan mengenai kebijaksanaan ekonomi, terutama dalam kaitannya dengan 
peranan perusahaan-perusahaan swasta dan asing. Kelompok moderat dapat 
menyetujui kegiatan perusahaan-perusahaan asing itu dengan pertimbangan-
pertimbangan pragmatis dan ideologis, sementara kelompok radikal menghendaki 
perubahan struktural yang mendasar dalam perekonomian. 
Memang pada waktu itu pemerintahan Republik Indonesia sangat 
membutuhkan pengakuan akan kemerdekaan Indonesia serta bantuan luar negeri 
untuk membangun Negara sebagaimana nampak pada Manifesto Kebijaksanaan 
Luar negeri(November 1945) yang menyebutkan bahwa: 
“…semua milik asing selain yang dibutuhkan oleh Negara kita untuk 
dikerjakan akan dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya; serta 
untuk hal milik yang diambil alih oleh Pemerintah akan dibayarkan 
kompensasi yang seadil mungkin… 
…Bagi rakyat dan penduduk pada umumnya akan kita jalankan suatu 
rencana kesejahteraan yang besar…tiap-tiap penduduk, Belanda 
sekalipun, diperbolehkan menjalankan usaha tanpa rintangan, sejauh ia 
tidak melanggar hukum Negara.”( Sutter,1959 dalam Leo 
Suryadinata,1983:23) 
 Pada masa-masa pertama sesudah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh 
Belanda dan dunia internasional, pemerintah Indonesia menyadari, bahwa struktur 
perekonomian Indonesia tidak menguntungkan bagi pembangunan nasional. 
Artinya bahwa kelas menengah yang ada merupakan warisan dari zaman kolonial 
yang sepenuhnya dikuasai oleh pada penguasa dan pedagang Belanda serta 
beberapa bangsa Eropa lainnya ditingkat atas dan golongan Tionghoa di tingkat 
bawah(Yahya Muhaimin,1984) 
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 Pemerintah Indonesia dengan penuh antusias ingin mengubah struktur 
ekonomi yang dianggap warisan Kolonial Belanda. Pengakuan kedaulatan 
Indonesia ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Konfrensi Meja Bundar 
dengan Belanda, hal ini juga tanda dimulainya proses indonesianisasi dalam hal 
kepemimpinan dan sektor-sektor lainnya, termasuk tanah pertanian, perpabrikan, 
produksi tambang, prasarana, angkutan dan perdagangan. Dalam indonesianisasi 
ini sasaran pertama adalah Belanda kemudian Tionghoa lokal, karena orang 
Tionghoa banyak yang bergerak dalam bidang perdagangan. 
 Pembahasan tentang latarbelakang keluarnya Peraturan Pemerintah 
No.10 Tahun 1959, tidak dapat terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah 
untuk menentukan struktur ekonomi Indonesia setelah pengakuan kedaulatan. 
Langkah awal pemerintah dimulai dengan merumuskan satu program ekonomi 
yang dinamakan Rencana Urgensi Perekonomian(RUP),yang dipersiapkan oleh 
Menteri Perdagangan dan Industri pada kabinet Natsir yaitu, Dr. Soemitro 
Djojohadikusumo bersama dengan Direktur Perdagangan dan Industri, Dr. Saroso 
Wirodiharjo. Rencana ini dimaksudkan untuk membimbing berbagai kegiatan 
pemerintah dalam sektor industri dan sektor pertanian serta memungkinkan 
pemerintah mengawasi pembentukan perusahaan-perusahaan baru, rencana ini 
merupakan suatu usaha yang bercorak nasionalistis untuk mengurangi 
ketergantungan Indonesia kepada kepentingan ekonomi asing, selain itu juga ada 
usaha-usaha dari pihak tertentu dalam pemerintahan untuk menjalankan 
kebijaksanaan yang berbau rasis. Kebijaksanaan tersebut antara lain program 
benteng importir yang diprakarsai oleh Menteri Kesejahteraan Ir.Djuanda. 
 Sistem Benteng mulai diperkenalkan diawal tahun 1950, sistem ini 
diperkenalkan dengan maksud mendorong perkembangan kelas wiraswastawan 
pribumi Indonesia. Salah satu ketentuan dalam program benteng adalah 
menyangkut pemilikan yang berkaitan dengan soal etnis. Kebijaksanan ini yang  
hanya memberikan lisensi impor kepada golongan pribumi, melahirkan 
pengusaha-pengusaha atau importir-importir aktentas, yaitu pengusaha yang tidak 
bermodal dan tidak punya kantor, dengan membawa sebuah aktentas keluar 
masuk kantor instansi pemerintah untuk mendapatkan lisensi impor bermacam-
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macam barang. Dengan mengantungi lisensi ini mereka mendatangi pedagang-
pedagang Tionghoa untuk menjual lisensi tersebut. Kerja sama inilah yang 
kemudian terkenal dengan sebutan sistim Ali-Baba(Benny G. Setiono,2002). 
 Golongan minoritas Tionghoa bersikap kritis terhadap praktek itu, para 
warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa mengajukan protes menentang  
peraturan yang diskriminatif tersebut. Dalam penerapannya sistem ini gagal hal 
itu disebabkan oleh kekurangan pengalaman yang dimiliki oleh orang pribumi 
,kuatnya oposisi dari orang Tionghoa dan berlangsungnya inflasi terus-menerus 
yang kemudian memaksa pemerintah untuk meninjau kembali pelaksanaan 
program benteng. 
 Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an tidak memiliki kelas pemilik 
modal dalam negara yang cukup besar, bersatu erat, dan sadar. Kolonialisme 
Belanda menghasilkan suatu kapitalisme pedagang yang tetap mempertahankan 
sektor perkebunan dan perbankan dalam tangannya sendiri, sementara 
menyerahkan perdagangan kecil dan produksi barang pada kekuatan-kekuatan 
lokal (Robinson,1998:107). 
 Kemunduran dan kegagalan  kebijakan Benteng sebagian besar telah 
menimbulkan sikap permusuhan di pihak kaum nasionalis terhadap modal Barat 
yang melahirkan enclaves(daerah-daerah kantong) dan seperti biasanya juga 
terhadap komunitas Tionghoa yang aktif dalam bidang ekonomi. Tekanan 
terhadap orang-orang Tionghoa diungkap pertama kali pada hari yang hampir 
bersamaan dengan pelantikan kabinet yang kedua pada tahun 1956(Yahya 
Muhaimin,1991:92) 
 Lahirnya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1959, berkaitan dengan 
situasi politik Indonesia, setelah 1957 terlihat bahwa”Demokrasi Liberal” yang 
berlaku di Indonesia telah mulai memudar. Dalam pidatonya pada peringatan 17 
Agustus 1959, Sukarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang 
beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol(dari Manifesto Politik). Sukarno 
menyerukan tentang dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial 
dan retoling lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi Negara demi revolusi 
yang berkesinambungan. Kini mulai terjadi kekacauan ekonomi sehubungan 
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dengan masa demokrasi terpimpin. Dalam rangka mengendalikan inflasi, maka 
pada tanggal 17 Agustus 1959 mata uang Rupiah didevaluasikan dengan 75%, 
suatu peredaran moneter diperintahkan dengan menurunkan semua nilai uang 
kertas Rp.500,00 dan Rp.1000,00 menjadi sepersepuluh dari nilai nominalnya dan 
deposito-deposito bank yang besar jumlahnya dibekukan.Tindakan ini 
mengurangi jumlah persediaan uang dari Rp.34 milyar menjadi Rp.21 milyar 
dengan sekali pukul. Sukarno sendiri tampaknya telah mengilhami langkah-
langkah deflasi yang ekstrim itu(Ricklefs,1989:404) 
 Pada masa itu, keinginan untuk”pemribumian” dalam bidang ekonomi 
tumbuh lagi. Pada 14 Mei 1959 Menteri Perdagangan Racmat Muljosemito, yang 
anggota partai NU serta pendukung gerakan Assaat, mengeluarkan Surat 
Keputusan Menteri Perdagangan No. 2933/M yang isinya melarang perdagangan 
eceran didaerah pedesaan dan mewajibkan orang asing untuk mengalihkan usaha 
mereka kepada warga Negara Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 30 
September 1959. Sebelum tanggal tersebut kabinet baru yang  dipimpin langsung 
oleh Presiden Sukarno terbentuk( Perdana Menterinya Sukarno dan Wakil 
Perdana Menteri Djuanda). Kabinet baru ini mengumumkan bahwa larangan 
berdagang oleh orang asing di daerah pedesaan akan diberlakukan. Ternyata di 
luar Jawa beberapa panglima daerah militer telah mengundangkan bahwa daerah 
pedesaan telah tertutup bagi orang asing(Leo Suryadinata,1984:140). 
 Campur tangan pihak tentara dalam perekonomian dan pemerintahan 
juga semakin meningkat. Pada bulan Mei 1959 telah diputuskan bahwa mulai 
tanggal 1 Januari 1960 orang-orang asing dilarang melakukan perdagangan di 
daerah pedesaan. Walaupun ketetapan ini mempengaruhi para pedagang Arab dan 
India, tetapi pada dasarnya ketetapan ini merupakan suatu langkah yang didorong 
oleh pihak militer untuk merugikan orang-orang Tionghoa, melemahkan 
persahabatan Jakarta dengan Negara Cina dan mempersulit urusan 
PKI(Ricklef,1989:4004). Dengan alasan keamanan tentara mendesak Sukarno , 
yang tidak mempercayai masalah minoritas, diminta untuk mengakhiri segala 
bentuk perdagangan eceran di daerah pedalaman oleh pedagang-pedagang 
Tionghoa( E. Shobirin Nadj,2002). 
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  Keluarnya peraturan yang berhubungan dengan pembatasan keterlibatan 
etnis Tionghoa dalam sektor ekonomi ini, juga tidak lepas dari adanya tuntutan 
dari Gerakan Assaat, yang muncul saat Kabinet Ali Sastroamijoyo II. Gerakan 
Assaat adalah suatu gerakan yang diprakarsai Mr.Assaat. Gerakan ini menuntut 
pembedaan perlakuan dan pemberian fasilitas kepada pengusaha-pengusaha asli 
dan pribumi. Mr.Assaat yang pada saat itu menjadi anggota parlemen yang dekat 
dengan Masyumi, mendesak pemerintah agar mengeluarkan peraturan untuk 
menghentikan keterlibatan orang-orang Tionghoa, baik warga negara Indonesia 
maupun asing, dari berbagai bidang usaha yang dianggap menguntungkan. 
Dengan terus terang ia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program-
program anti Tionghoa. Menurut pandangannya, orang Tionghoa tidak bisa 
dipercaya dan tidak boleh dibiarkan menguasai ekonomi Indonesia. Ia juga 
menyerang orang Tionghoa sebagai golongan yang tidak loyal kepada negara, 
malahan menyatakan bahwa golongan keturunan Arab berbeda dengan orang 
Tionghoa dan harus dikatagorikan sebagai asli (Benny.G. Setiono,2002). 
 Pemerintah Indonesia dalam tahun 1959 banyak mengumumkan 
tindakan-tindakan yang melarang orang asing berdagang di daerah pedesaan, dan 
ini merupakan sebuah contoh sentimen anti-Tionghoa yang terpendam dan 
berkembang menjadi pergolakan terhadap Tionghoa (John Wong,1987:59). 
Keluarnya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1959 pada akhirnya menjadi sebab 
keterpurukan ekonomi yang terjadi menjelang 1965. 
 
b.Isi Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1959 
 Pada tanggal 16 November 1959 Kabinet Indonesia mengundangkan 
peraturan yang terkenal dengan nama Peraturan Pemerintah No.10, yang 
menegaskan kembali larangan yang berlaku pada masa kabinet sebelumnya. 
Dalam PP No 10 Tahun 1959 pada Bab I dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
pedagang kecil dan eceran yang bersifat asing dalam Peraturan Pemerintah ini 
ialah perusahaan-perusahaan yang dikenakan larangan berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Perdagangan Tanggal 14 Mei 1959 No.2933/M 
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 Peraturan tersebut memberikan batasan tentang perdagangan eceran sebagai 
perusahaan yang 
“…mencari keuntungan dari pembelian dan penjualan barang tanpa 
mengadakan perubahan teknis pada barang itu…(perusahaan yang) 
melakukan penyebaran, yaitu menjadi penghubung terakhir untuk 
menyampaikan barang-barang langsung kepada konsumen…(dan) 
melakukan perdagangan pengumpulan, yaitu membeli barang-barang 
dari produsen-produsen kecil untuk diteruskan kepada alat-alat perantara 
selanjutnya….”(Lembaran Negara Republik Indonesia,1959 dalam Leo 
Suryadinata,1984:141). 
Aturan yang tercantum pada bab II pasal 2 yaitu tentang pengaturan 
likuidasi perdagangan kecil dan eceran, Perusahaan-perusahaan perdagangan kecil 
dan eceran yang bersifat asing yang terkena larangan berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M sudah harus 
tutup selambat-lambatya pada tanggal 1 Januari 1960, dengan catatan: 
1. Bahwa terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Presiden ini 
diambil  langkah-langkah kearah likuiidasi perusahaan-perusahaan 
yang dimaksud  
2.  Bahwa ketentuan tersebut tidak berarti bahwa orang-orang asing 
yang bersangkutan harus meninggalkan tempat tinggalnya, kecuali 
kalau Penguasa Perang Daerah berhubung dengan keadaan 
keamanan menetapkannya. 
3. Kepada perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 diberi 
ganti kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dengan mengingat 
kelaziman setempat oleh suatu panitia, yang dibentuk oleh Kepala 
Daerah tingkat II (Bupati) yang bersangkutan dan yang terdiri dari 
camat (Asisten Wedana) yang bersangkutan sebagai ketua, 
B.O.D.M. setempat dan orang-orang yang ditunjuk oleh Jawatan 
Perdagangan Dalam Negeri dari Departemen Perdagangan dan 
Jawatan Kooperasi dari Departemen Transmigrasi, Koperasi dan 
Pembangunan Masyarakat Desa atau oleh instansi-instansi 
didaerah yang dikuasakan oleh kedua Jawatan tersebut sebagai 
anggota-anggota.(Obor Rakyat, Juni 1959) 
 
Pemerintah berjanji untuk memberikan ganti rugi terhadap pedagang-
pedagang kecil dan eceran seperti yang telah disebutkan pada pasal 2 dalam 
bentuk uang tunai maupun pinjaman. dalam pemberian ganti rugi pemerintah akan 
menyesuaikan dengan modal yang dimiliki,tetapi modal itu akan diberikan kepada 
penerus usaha yang telah ditunjuk oleh pemerintah. pinjaman yang akan diberikan 
oleh pemerintah dengan jangka waktun angsuran selama satu tahun dengan 
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bungan sebanyak-banyaknya 9% setahun sesuai dengan aturan yang diberikan 
oleh koperasi yang ditunjuk oleh pemerintah. 
Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1959, juga mengatakan bahwa orang 
asing masih diperkenankan untuk tinggal di daerah yang mereka tempati, kecuali 
jika komando militer setempat menetapkan lain dengan alasan keamanan.penting 
untuk dicatat bahwa ada ketentuan yang mewajibkan orang Indonesia untuk 
membentuk koperasi pedesaan untuk menampung para Pengusaha Tionghoa yang 
terkena aturan.mereka yang terkena peraturan dapat bekerja untuk koperasi 
sebagai pegawai, jika mereka mau. Pemerintah juga memerintahkan agar 
pengalihan dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan agar terhindar dari 
suasana”keruh”.Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1959 menandai penyimpangan 
dari strategi Indonesia sebelumnya dalam usaha mengurangi kekuatan ekonomi 
Tionghoa asing dalam arti bahwa larangan itu hanya berlaku terbatas pada 
pedagang Tionghoa asing (Leo Suryadinata, 1984:141). 
 
c. Dampak keluarnya PP No 10 Tahun 1959 
 Indonesia merupakan Negara yang majemuk, didalam masyarakat 
majemuk ini golongan-golongan etnis yang berbeda satu sama lain hidup 
berdampingan secara geografis dan membentuk lapisan horizontal dalam suatu 
hierarki ekonomi. Tatanan sosial di Indonesia adalah golongan asli(pribumi), 
Tionghoa(minoritas asing lainnya) dan Belanda, dimana golongan asli merupakan 
dasar dari hirarki pyramidal itu, golongan Belanda merupakan puncak, sedangkan 
golongan Tionghoa”terselip” diantara keduanya dan membentuk suatu satuan 
fungsional tersendiri dalam proses ekonomi. Sekelompok pribumi pilihan 
menaikkan ke dudukan-kedudukan lebih tinggi di dalam hierarki itu dalam upaya 
untuk mengoreksi ketimpangan-ketimpangan sosial dalam struktur kolonial itu( 
Yahya Muhaimin,1991:92). 
 Tindakan pemerintah menggeluarkan Peraturan Pemerintah No 10 
Tahun 1959 dapat ditelusuri kembali asal-usulnya dari pidato Asaat dalam 
kongres “Ekonomi Nasional Seluruh Indonesia (KENSI)” dan juga dari pidato 
Sjafrudin yang dibicarakan oleh Asaat dalam kongres Masjumi pada bulan 
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Desember 1956. Ketika itu Sjafrudin mengemukakan pendapat bahwa suatu kelas 
pengusaha nasional yang sehat dapat dibentuk dengan cara yang paling efektif 
apabila orang-orang Indonesia diberi dorongan untuk memasuki dunia usaha pada 
tingkat yang paling rendah, yang hanya memerlukan modal dan pengalaman yang 
minim. Ia menganjurkan agar semua tokoh kecil berada di tangan orang Indonesia 
dalam tempo dua tahun,suatu  jalan pikiran yang digemakan kembali ketika PP 10 
diberlakukan. Rachmat Moeljomiseno mengemukakan pendapatnya bahwa PP 10 
akan memaksa para pengusaha Indonesia untuk naik tingkat dalam struktur 
ekonomi( Yahya Muhaimin,1991:96). 
Peraturan Pemerintah  No.10 Tahun 1959 yang berisi tentang pelarangan 
bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibukota 
daerah swatantra tingkat I dan II serta karesidenan mewajibkan untuk 
mengalihkan perusahaan-perusahaan asing kepada warga Negara Indonesia 
sebelum 1 Januari 1960, peraturan ini mengatakan bahwa orang asing itu masih 
diperkenankan tinggal didaerah tersebut, kecuali jika komandan militer setempat 
menetapkan lain dengan alasan keamanan(Leo Suryadinata:1984:141). Peraturan 
yang sangat rasis ini sangat mengejutkan dan menggoncangkan sendi-sendi 
kehidupan orang Tionghoa di Indonesia. Karena pada masa itu Undang-undang 
Kewarganegaraan tahun 1958 belum dilaksanakan, sehingga terjadi kesimpang 
siuran dalam menentukan yang mana asing dan yang mana WNI. Para penguasa 
militer di daerah-daerah dengan seenaknya mengusir bukan saja orang-orang 
Tionghoa asing tetapi juga orang-orang Tionghoa yang berdasarkan UU 
Kewarganegaraan tahun 1946 telah menjadi warga negara Indonesia. Sebenarnya 
P.P.10 merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Perdagangan kabinet 
Djuanda, Rachmat Moeljomiseno pada bulan Mei 1959 yang berisi larangan bagi 
orang asing untuk tinggal dan berdagang di daerah pedalaman Peraturan 
Pemerintah  No.10 Tahun 1959, terutama ditujukan kepada pedagang kecil 
Tionghoa yang merupakan bagian terbesar dari orang-orang asing yang 
melakukan usaha ditingkat desa. Menurut laporan pada bulan September di 
Indonesia terdapat 86.690 pedagang kecil asing terdaftar, 83.783 diantaranya 
adalah orang Tionghoa ( Yahya Muhaimin,1991:95).  
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 Akibat P.P.-10 hubungan persahabatan antara pemerintah RI dan 
pemerintah RRC menjadi terganggu. Pemerintah RRC mengirim kapal-kapalnya 
untuk mengangkut orang-orang Tionghoa yang ingin meninggalkan Indonesia 
untuk berdiam di Tiongkok. Hal ini membuktikan pemerintah RI masuk ke dalam 
perangkap negara-negara imperialis Barat yang ingin merusak hubungan 
persahabatan Indonesia dengan Tiongkok.(Benny G Setiono,www. inti.co.id). 
 Tidak ada angka yang pasti yang dapat diperoleh berkenaan dengan 
jumlah yang tepat dari orang Tionghoa asing yang terkena larangan  PP No 10 
Tahun 1959 di seluruh Indonesia. Menteri Distribusi Leimena memperkirakan ada 
25.000 warung/toko berada dalam kategori “perdagangan eceran”. Beberapa 
pengamat memperkirakan bahwa ada 400.000 sampai 500.000 orang terkena 
peraturan tersebut( Somer dalam Leo Suryadinata ,1984:141). Dalam pelaksanaan 
PP 10, banyak orang Tionghoa yang tidak mau menutup usaha mereka karena 
sedikit orang Indonesia yang memiliki modal cukup untuk menggambil alih usaha 
mereka. Keengganan mereka boleh jadi juga didorong harapan bahwa pemerintah 
tidak akan memaksa pelaksanaan peratutan itu. Juga adanya kemungkinan bahwa 
para pejabat kedutaan RRC menyuruh orang Tionghoa untuk melanjutkan saja 
perusahaan mereka seperti biasa. Meskipun demikian banyak juga warga negara 
Indonesia keturunan Tionghoa, khususnya kaum peranakan, yang mendukung 
pemberlakuan PP 10 karena mereka tidak akan terkena oleh peraturan  ini. 
Disamping itu mereka juga ingin menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa 
Indonesia dan untuk menyelamatkan diri sendiri (dalam Obor Rakyat 1959) 
 Pemberlakuan PP No 10 Tahun 1959, pemerintah Indonesia khususnya 
penguasa militer setempat, menggunakan jalan kekerasan. Sebagai contoh daerah 
yang cukup keras memberlakukan peraturan ini adalah Jawa Barat karena 
penglima militer setempat mengeluarkan peraturan bahwa orang asing tidak boleh 
tinggal di daerah pedesaan( Leo Suryadinata, 1984:142). 
 Menurut  catatan Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Kehakiman, 
memperkirakan bahwa dalam tahun 1960 sejumlah 102.196 Tionghoa(sebagian 
besar totok) meninggalkan Indonesia dan yang terbesar menuju ke negara Cina      
( Biro Pusat Statistik 1964). RRC tidak dapat menyerap membanjirnya Tionghoa 
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yang pulang dari perantauan secara besar-besaran , mereka juga menyadari bahwa 
keadaan ini juga akan berakibat buruk bagi perekonomian negaranya. Selain itu 
PP 10 juga menimbulkan kekacauan dan kerusakan ekonomi di daerah 
pedalaman. Kurangnya pengalaman,jaringan distribusi,dan koneksi 
dagang,menyebabkan para "pedagang asli" tidak bisa menjalankan usaha seefektif 
para pedagang Tionghoa yg diusir paksa. Akibatnya harga barang melonjak 
berlipat-lipat di daerah pedalaman dan barang-barang tidak bisa dijajakan dan 
disebar luaskan di banyak tempat. Pada akhirnya seluruh penduduk kesulitan 
mendapatkan komoditi yang diperlukan di pedalaman.Juga banyak sekali yang 
kehilangan mata pencahariannya sehingga tidak mendapat memenuhi kebutuhan 
hidup,selain itu menyebabkan dampak yang luas terhadap distribusi barang yang 
pada akhirnya menjadi salah satu sebab keterpurukan ekonomi menjelang tahun 
1965.  
 Hubungan antara Pemerintah RRC dan bangsa Indonesia makin 
memburuk dengan cepat sebagai akibat berlakunya PP 10. RRC menuduh 
Indonesia melanggar perjanjian tentang kewarganegaraan rangkap yang 
menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan melindungi kepentingan warga 
negara Cina. Sebagai balasannya pemerintah Indonesia melalui Soebandrio 
menuduh bahwa  para pedagang Tionghoa”bersalah karena telah melakukan 
kapitalistis dan monopolistis, dibarengi dengan berbagai macam manipulasi dan 
spekulasi” selain itu pemerintah juga menuduh  RRC mencampuri urusan dalam 
negeri Indonesia(Leo Suryadinata,1984:142).Walaupun begitu tidak semua etnis 
Tionghoa merasa terkekang dengan PP No 10 ini, sebagian etnis Tionghoa yang 
ada di Indonesia terutama Tionghoa keturunan banyak yang mendukung 
pemberlakukan PP No 10, karena mereka merasa telah menjadi bagian dari 
bangsa Indonesia dengan sikap yang ditunjukkan itu mereka ingin menunjukkan 
kesetiaan pada pemerintah Indonesia.  
 Periode Ekonomi terpimpin yang dimulai sejak tahun 1957-1965, dapat 
dipandang sebagai suatu periode yang mendepak perusahaan-perusahaan asing 
terutama Belanda dari kegiatan-kegiatan ekonomi dan pedagang-pedagang kecil 
Tionghoa dari pedesaan. Kedudukan Belanda dalam kegiatan ekonomi perkotaan 
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diisi oleh orang-orang Tionghoa, sehingga banyak kasus yang mengakibatkan 
lumpuhnya jaringan perekonomian di pedesaan(Yahya Muhaimin,1991:118). 
 
2.Perekonomian Etnis Tionghoa di Surakarta Pasca Keluarnya PP No 10  
Tahun 1959 
 Surakarta merupakan kota yang memiliki keragaman etnis, salah satu 
etnis yang memiliki jumlah terbesar adalah etnis Tionghoa sehingga 
pemberlakuan PP 10 juga berdampak pada keadaan etnis Tionghoa di Surakarta.   
Setiap etnis di Surakarta memiliki komplek-komplek pemukiman sendiri, seperti 
etnis Arab yang bermukim di daerah Pasar Kliwon,  Etnis Madura di daerah 
Sampangan, Etnis Bali di daerah Kebalen dan Etnis Tionghoa yang menempati 
sekitar Sungai Pepe, seperti kawasan Balong, Coyudan dan lain sebagiannya. 
Tabel 4. Etnis Tionghoa di Surakarta Berdasarkan Status 
Kewarganegaraannya tahun 1969,1970,1971 
Tahun No Status 
Kewarganegaraan 1969 1970 1971 
1. 
2.  
WNI 
WNA 
20.931 
9.764 
20.968 
9.775 
21.086 
9.862 
Sumber: Didin Sumarsoga,1989:46 
 Keluarnya PP No 10 Tahun 1959, yang berisi tentang pembatasan 
kegiatan ekonomi khususnya bagi etnis Tionghoa  menyebabkan menguatnya 
pengusaha pribumi, demikian pula di Surakarta, pada era ini pengusaha pribumi 
relatif kuat daripada etnis Tionghoa seperti diindikasikan dengan munculnya 
berbagi industri seperti batik, tekstil, dan kerajinan. Walaupun dalam pelaksanaan 
PP 10 di Surakarta tidak sekeras seperti di beberapa daerah di Jawa Barat namun 
memiliki efek yang cukup besar dalam kegiatan ekonomi etnis Tionghoa. 
Keadaan ini tidak berlangsung lama, jalur distribusi barang yang tersendat dengan 
pemberlakuan PP No 10 Tahun 1959 menyebabkan Indonesia mengalami 
keterpurukan ekonomi  pada awal tahun 1965. Ketika mulai memasuki awal Orde 
Baru keistimewaan yang dimiliki para pengusaha pribumi ketika masa Demokrasi 
Terpimpin merosot, sebaliknya yang semakin kuat adalah pengusaha Tionghoa. 
Pada tahun 1969 para pengusaha Tionghoa banyak menikmati Kredit Investasi  
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yang dapat memperkuat bisnisnya. Situasi ini muncul”Batik Keris” dan industri 
Tionghoa yang lain di Surakarta. 
Tabel 5. Orang Tionghoa Yang Berdagang Bahan Baku Batik 
Nama Bahan Baku Tempat 
Kwik Tjing Gwan 
Tan Kiong Wa 
Sie Boen Tik 
Tin Ing Siang 
Sie Sik Hok 
Lie The Tjian 
Kain putih dan indigo 
Kain putih dan indigo 
Kain putih dan berbagai bahan lain 
Kain putih dan berbagai bahan lain 
Kain putih dan berbagai bahan lain 
Kain putih dan pewarna sintetis 
Singosaren 
Coyudan 
Coyudan 
Coyudan 
Coyudan 
Coyudan 
 
Sumber:R.M.P Soerachman, hlm 30  
 Memburuknya keadaan perekonomian merupakan faktor yang 
mendorong tumbangnya pemerintah Soekarno di tahun 1965. tingkat Inflasi 
mencapai 650% dan Soekarno kehilangan dukungan rakyat, khususnya orang 
Indonesia dari golongan menengah dan tinggi. Tidak mengherankan jika penguasa 
baru yang menyebut dirinya sebagai Orde Baru berusaha untuk memperbaiki 
stuktur ekonomi Indonesia, setidaknya untuk menekan laju inflasi dan 
meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, khususnya di daerah perkotaan yang 
dapat menjadi pusat oposisi politis(Leo Suryadinata, 1984:144). 
 Pengusaha pribumi di Surakarta mulai mengeliat lagi setelah pemerintah 
Orde Baru mengeluarkan berbagai skim kredit untuk UKM setelah terjadinya 
“Peristiwa Malari”15 Januari 1974. Di Surakarta muncul pengusaha-pengusaha 
lokal yang lahir dari situasi kebijakan yang relatif pro pribumi seperti Danar Hadi 
Group yang bergerak dalam industri batik dan Roda Jati Group di mana core 
bisnisnya pada ekspor mebel. Ini menandai kebangkitan pengusaha pribumi pada 
awal Orde Baru di Surakarta. Walaupun begitu pengusaha Tionghoa masih 
memegang peranan yang dominan di Kota Surakarta, terlihat dalam keikutsertaan 
mereka dalam pengelolaan bisnis pengusaha pribumi, sebagai contoh adalah 
Danar Hadi Group yang sebagian sahamnya juga dipegang oleh Tionghoa 
Keturunan. 
 
c 
Orang Tionghoa terkenal sebagai orang yang ulet dalam berusaha, 
sebagian besar mereka tidak akan berhenti berusaha  apabila yang menjadi cita-
citanya belum tercapai. Di Surakarta etnis Tionghoa merupakan etnis yang 
berhasil dalam perdagangan. mayoritas orang Tionghoa yang tinggal di Surakarta 
adalah dari Suku Hokkian. Mereka kebanyakan bekerja sebagai pedagang 
pengumpul. Suku lainnya adalah orang Hok Jia yang membuka usaha 
perdagangan kain, orang Hakka membuka toko klontong, orang Tio Ciu membuka 
toko sepeda dan orang Kong Fu bergerak di bidang kerajinan mebel. Sekarang ini 
etnis Tionghoa tidak hanya berkecimpung dalam bidang perdagangan saja tetapi 
juga telah merambah ke sektor ekonomi lain seperti instansi milik pemerintah atau 
swasta, perbankan serta industri. Di Surakarta daerah perdagangan orang 
Tionghoa terdapat di daerah Secoyudan, Nonongan, dan sepanjang jalan-jalan 
utama di Kota Surakarta. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dalam bab sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kondisi perekonomian Surakarta sebelum tahun 1959, sangat 
memprihatinkan, keadaan ini tak lepas dari hadirnya pemerintah 
Pendudukan Jepang yang mulai menguasai Surakarta pada tahun 1943. 
Pada masa pendudukan Jepang, kondisi Surakarta memburuk 
disebabkan  karena kebijakan Jepang yang cenderung untuk 
memobilisasi daerah pendudukan untuk kepentingan perang, 
salahsatunya dalam  sektor ekonomi, Jepang mengatur segala bentuk 
kegiatan ekonomi. Guna mempermudah menjalankan eksploitasi, 
dibidang pemerintahan  daerah kekuasaan dibagi menjadi yaitu Syuu 
,Si, Ken, Gun, Son,  Ku, dan daerah kerajaan seperti Surakarta dan 
Yogyakarta menjadi Kooti Surakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan 
status daerah Surakarta ditetapkan menjadi daerah Istimewa namun 
karena adanya konflik antara Kasunanan, Mangkunegaran dan Komite 
Nasional Daerah(KND), status itu dicabut kraton hanya dapat 
mempertahankan aspek budaya sebagai simbol sosial kultural pusat 
kebudayaan Jawa.. Dengan ini keraton Surakarta kehilangan sumber-
sumber politik untuk mendukung status sosialnya, meskipun status 
istimewa telah dicabut tetapi ada beberapa kegiatan ekonomi yang 
masih dikelola oleh kraton, seperti pembagian dan pengumpulan 
pakaian, penarikan pajak, penetapan harga kebutuhan pokok dan 
beberapa daerah masih terjadi penyerahan padi. Keadaan ini sempat 
memberatkan rakyat. Kondisi ekonomi Surakarta setelah kemerdekaan 
mulai bangkit kembali setelah mengalami masa sulit, dengan 
munculnya perusahaan serta sektor perbankan pada awal tahun 
1950an.  
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2. Kondisi Etnis Tionghoa di Surakarta sebelum tahun 1959, cukup  baik 
karena etnis Tionghoa telah muncul sebagai etnis yang sangat berperan 
dalam sektor ekonomi. Jumlah etnis Tionghoa yang melebihi jumlah 
golongan Eropa dan etnis lainnya menyebabkan kekhawatiran bagi 
pemerintah Kolonial Belanda, sehingga banyak bermunculan peraturan 
yang bertujuan untuk membatasi gerak mereka. keadaan masyarakat 
Tionghoa yang berada dalam berbagai diskriminasi memunculkan 
gerakan-gerakan solidaritas perjuangan Tionghoa. organisasi 
masyarakat Tionghoa bersifat kedaerahan, profesionalitas, keagamaan 
hingga politik. diskriminasi yang mereka alami salahsatunya dalam 
bidang ekonomi, meskipun banyak aturan yang telah dibuat untuk 
membatasi gerak etnis Tionghoa tapi aturan-aturan yang ada tidak 
sepenuhnya mengekang gerak etnis Tionghoa di sektor ekonomi. 
dalam bidang ekonomi Etnis Tionghoa bergerak dalam jasa 
peminjaman uang(mindering), tuan tanah .pedagang perantara. 
Jaringan bisnis Tionghoa tidak hanya sampai disitu, saat munculnya 
industri batik di Surakarta etnis Tionghoa juga menguasai monopoli 
perdagangan bahan-bahan batik, keadaan ini menyebabkan adanya 
ketergantungan antara para pengusaha pribumi terhadap Tionghoa. 
Pada masa pemerintahan Jepang, pengusaha Tionghoa adalah satu-
satunya sumber kredit bagi pengusaha pribumi sehingga mereka 
memegang monopoli dam sektor ekonomi. Posisi etnis Tionghoa yang 
selalu diuntungkan oleh pemerintah pendudukan menyebabkan 
komunitas Tionghoa tidak disukai oleh rakyat, keadaan ini 
menyebabkan etnis Tionghoa banyak menjadi korban penculikan pada 
tahun 1947-1949. 
3. Kondisi perekonomian Etnis Tionghoa di Surakarta setelah keluarnya   
PP No.10 Tahun 1959 sempat mengalami kegoyahan. Lahirnya 
peraturan yang berbau rasis ini menyebabkan menguatnya posisi 
pengusaha pribumi serta memunculkan berbagai industri seperti batik, 
tekstil, dan kerajinan. Namun mengakibatkan usaha etnis Tionghoa di 
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Surakarta terganggu. Keadaan ekonomi Tionghoa di Surakarta mulai 
bangkit pada awal Orde Baru, karena kedekatan etnis Tionghoa dengan 
penguasa pada saat itu mereka mendapatkan kemudahan dalam 
memperoleh kredit Investasi. 
 
B. Implikasi 
1.Teoritis 
Pemerintah Kolonial Belanda membagi masyarakat Indonesia menjadi 3 
kelompok berdasarkan ras yaitu kelompok Eropa, kelompok Timur asing (Jepang, 
Arab, Tionghoa ) dan Inlander (penduduk pribumi). dalam kelompok Timur 
Asing, etnis Tionghoa merupakan kelompok yang menonjol. Sebagai kaum 
perantauan etnis Tionghoa tidak lagi mendapat perlindungan dari daerah asalnya. 
keadaan ini memaksa mereka untuk selalu bertahan dalam setiap kebijakan yang 
dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda, mereka selalu menempatkan diri 
dengan tepat dan mencoba mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan walaupun 
kebijakan yang diterapkan kepada mereka bersifat membatasi gerak mereka. 
Kondisi yang dialami oleh etnis Tionghoa tidak menyebabkan mereka putus asa 
tetapi justru menjadikan mereka menjadi etnis yang kuat sehingga dapat selalu 
eksis dan menjadi golongan yang kuat khususnya di bidang ekonomi. Setelah 
kemerdekaan Indonesia. keadaan demikian mendorong orang Indonesia asli ingin 
memperkecil kekuatan ekonomi etnis Tionghoa dan ingin mewujudkan apa yang 
dicita-citakan sebagai “perekonomian nasional. Keinginan untuk menciptakan 
perekonomian nasional ditempuh dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang 
beberapa diantaranya ingin menasionalisasi sektor-sektor ekonomi yang dikuasai 
oleh orang asing, kebijakan tersebut antara lain: Rencana Urgensi 
Perekonomian(RUP), Program Benteng dan PP No 10 tahun 1959. Dari ketiga 
kebijakan pemerintah yang dikeluarkan PP No 10 Tahun 1959 merupakan 
kebijakan yang dianggap berbau rasis, karena dalam pelaksanaanya lebih 
ditekankan pada etnis Cina yang banyak mendominasi sektor perdagangan kecil 
dan eceran khususnya di pedesaan atau daerah swatantra tingkat I dan II. Sifat PP 
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No 10 Tahun 1959 yang berbau rasis dianggap mendiskriminasi golongan etnis 
Tionghoa, memiliki dampak bagi kondis Indonesia pada saat itu. 
2. Praktis 
Kesuksesan etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi juga tidak lepas dari 
kebijakan Belanda pada masa Kolonial hanya memberikan mereka untuk bergerak 
dalam bidang ekonomi. Akibat kebijakan Kolonial Belanda yang mengekang 
gerak etnis Tionghoa menyebabkan mereka tumbuh menjadi pribadi yang 
memiliki jiwa kerja keras dan ulet dalam setiap usaha yang mereka jalankan  
hingga sebagian besar etnis Tionghoa mampu bertahan dan sukses dalam bidang 
ekonomi meskipun banyak perlakuan yang cenderung mendiskriminasi mereka. 
Perlakuan yang diskriminasi terhadap mereka menyebabkan mereka lebih solid 
dalam sektor ekonomi. Sifat mereka yang suka bekerja keras, ulet, hemat, serta 
ikatan kekeluargaannya yang sangat kuat dapat kita jadikan teladan. Sifat suka 
bekerja keras, ulet, dan  hemat bisa ditanamkan melalui jalur pendidikan, dengan 
begitu akan melahirkan generasi muda yang memiliki sifat positif dari etnis 
Tionghoa sehingga dapat digunakan untuk mengisi pembangunan tidak hanya 
dalam sektor ekonomi tetapi juga sektor kehidupan lainnya. 
Keberadaan etnis Tionghoa sebagai salah satu pelaku ekonomi di 
Indonesia dari dulu sampai sekarang sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu 
setelah penelitian ini, diharapkan dimasa yang akan datang akan terus ada peneliti 
yang mampu mengupas secara lebih mendalam lagi tentang etnis Tionghoa, 
khususnya mengenai peranan mereka dalam perekonomian Indonesia. Agar dapat 
menjadi acuan dalam pembelajaran khususnya tentang sejarah ekonomi Indonesia. 
 
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan saran sebagai 
berikut : 
1. Bagi Pemerintah 
Dewasa ini perekonomian Indonesia sering mengalami keguncangan, 
dengan mencontoh sifat-sifat  positif yang dimiliki oleh Etnis 
Tionghoa dalam menjalankan usahanya, diharapkan para pengusaha 
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pribumi bisa kuat dan mampu bertahan dalam menghadapi kondisi 
ekonomi Indonesia yang kurang menentu. Pemerintah diharapkan 
membuat kebijakan yang mendorong adanya kerjasama antara 
pengusaha Tionghoa dan pengusaha pribumi, sehingga mereka saling 
dapat bekerjasama tanpa terhalang masalah yang berunsur rasis dan 
dapat bersama-sama membangun bangsa. 
2.  Bagi Mahasiswa 
Sebagai generasi muda, banyak pelajaran yang dapat diambil dari 
perjalan etnis Tionghoa dalam perekonomian Indonesia. Dengan 
keadaan ekonomi yang masih dalam pembangunan sudah menjadi 
tanggung jawab generasi muda untuk mencontoh sifat ulet, kreatif dan 
pekerja keras untuk mengisi pembangunan. Maka bagi mahasiswa 
Program Sejarah sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat 
menerapkan sifat-sifat yang positif dalam kehidupan dan menghargai 
perbedaaan yang ada. Sehingga di masa yang akan datang dapat 
berperan dalam pembagunan bangsa. 
3. Bagi Para Pendidik 
Pendidikan merupakan jalur yang tepat dalam penanaman sifat dan 
pengaruh. Kondisi generasi muda saat ini yang sangat mudah 
terpengaruh dengan hal yang bersifat negatif, diharapkan mendorong  
para pendidik lebih peka dengan keadaan yang dapat mengahancurkan 
generasi muda saat ini. Maka seorang pendidik diharapkan dapat 
menanamkan sifat positif seperti jiwa pekerja keras, ulet serta pantang 
menyerah kepada para pelajar. Selain itu rasa saling menghormati dan 
menghargai pribadi orang lain juga harus selalu dipupuk, agar para 
generasi muda dapat mengisi pembagunan dengan sifat-sifat yang 
positif dan dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan 
berbagai perbedaan di negara yang penuh keanekaragaman. 
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LARANGAN BAGI USAHA PERDAGANGAN KETJIL DAN  
ETJERAN JANG BERSIFAT ASING DILUAR IBU  
KOTA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DAN II  
SERTA KARESIDENAN 
PerPres No. 10 Tahun 1959, LN. 1959-28. 
 
Mengingat: 
1.  Pasal 4 ajat (1) Undang -undang Dasar; 
2. Bedrijfsreglementerings-Ordonnantie 1934; 
3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957; 
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri 
Perdagangan No. 2077/M/Perin, dan 2430/M/Perdag. tanggal 3 
September 1957; 
5. Undang-undang No. 79 tahun 1958; 
6. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 2933/M tanggal 14 
Mei 1959; 
7. Pengumuman Pemerintah No. 1 tanggal 2 September 1959. 
 
Mendengar:  
Musjawarah Kabinet Kerdia pada tanggal 3 Nopember 1959. 
 
 
BAB I. DEFINISI PERUSAHAAN PERDAGANGAN KETJIL/ETJERAN ASING. 
 
Pas. 1. Jang dimaksud dengan "perusahaan perdagangan ketjil dan 
etjeran jang bersifat asing" dalam Peraturan Presiden ini 
ialah perusahaan-perusahaan jang dikenakan larangan 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Mei 
1959 No. 2933/M, jaitu perusahaan-perusahaan jang: 
1. mentjari keuntungan dari pembelian dan pendjualan barang 
tanpa mengadakan perubahan teknis pada barang itu; 
2. melakukan perdagangan penebaran, jaitu mendjadi penghubung 
terachir untuk menjampaikan barang-barang langsung kepada 
konsumen; 
3.  melakukan perdagangan pengumpulan, jaitu membeli barang-
barang dari produsen-produsen ketjil untuk diteruskan 
kepada alat -alat perantara selandjutnja jang: 
a. tidak dimiliki oleh warga-negara Indonesia; 
b. berbadan hukum atau berbentuk hukum lain, jang seorang 
atau beberapa orang pemegang sahamnja atau pesertanja 
bukan warga-negara Indonesia, dengan pengertian bahwa 
perusahaan-perusahaan jang memberi djasa dengan 
menerima pembajaran diketjualikan dari ketentuan 
tersebut diatas. 
 
 
BAB II. LIKWIDASI PERUSAHAAN PERDAGANGAN KETJIL/ETJERAN ASING. 
 
Pasal 2. 
 Perusahaan-perusahaan perdagangan ketjil dan etjeran jang 
bersifat asing jang terkena larangan berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Mei 1959 No. 2933/M 
sudah harus tutup selambat-lambatnja pada tanggal 1 Djanuari 
1960, dengan tjatatan: 
1. bahwa terhitung mulai tanggal berlakunja Peraturan Presiden 
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ini diambil langkah-langkah kearah likwidasi perusahaan-
perusahaan termaksud;  
2.  bahwa ketentuan tersebut tidak berarti bahwa orang-orang asing 
jang bersangkutan harus meninggalkan tempat tinggalnja, 
keouali kalau Penguasa Perang Daerah berhubung dengan keadaan 
keamanan menetapkanwa. 
3. Kepada perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 diberi 
ganti kerugian, jang djumlahnja ditetapkan dengan mengingat 
kelaziman setempat oleh suatu panitia, jang dibentuk oleh 
Kepala Dacrah tingkat II (Bupati) jang bersangkutan dan jang 
terdiri dati Tjamat (Asisten Wedana) jang bersangkutan sebagai 
ketua, B.O.D.M. setempat dan orang-orangjang ditundjuk oleh 
Djawatan Perdagangan Dalam Negeri dari Departemen Perdagangan 
dan Djawatan Kooperasi dari Departemen Transmigrasi, Kooperasi 
dan Pembangunan Masjarakat Desa atau oleh instansi-instansi 
didaerah jang dikuasakan oleh kedua Djawatan tersebut sebagai 
anggota-anggota. 
 
Pasal 4. 
(1) Ganti kerugian termaksud pada pasal 3 diberikan kepada 
perusahaanperusahaan tersebut pada pasal 2 dalam bentuk: 
a. uang tunai; ataupun 
b. pindjaman. 
(2) Djumlah uang tunai dan pindjaman tersebut pada ajat (1) 
pasal ini ditetapkan dengan mengingat modal perusahaan 
tersebut pada pasal 2, baik jang berupa uang, maupun 
barang dagangan, bangunan dan kekajaan lainnja, jang 
setjara sukarela dapat dipergunakan oleh organisasi jang 
ditundjuk untuk meneruskan usaha dagang ketjit dan etjeran 
seternpat. 
(3) Pindjaman termaksud pada ajat (1) dan (2) pasal ini 
diperkenankan untuk djangka waktu selambat-lambatnja satu 
tahun dan dengan bunga sebanjak- banjaknja 9 % setahun, 
segala sesuatu menurut pedoman-pedoman jang diberi kan 
oleh Djawatan Kooperasi. 
 
BAB III. PEMINDAHAN HAK DAN TEMPAT PERUSAtlAAN-PERUSAHAAN 
PERDAGANGAN KETJIL/ETJERAN ASING. 
 
Pasal 5. 
 Pemindahan hak perusahaan-perusahaan termaksud pada pasal 2 
kepada penguasaha-pengusaha nasional atau pemindahan tempat 
dagang ketjil dan eqeran oleh perusahaan-perusahaan termaksud 
pada pasal 2 ketempat baru harus dilakukan dengan idjin 
Djawatan Perdagangan Dalam Negeri. 
 
Pasal 6. 
 Jang diperkenankan menemina pemindahan hak dan jang ditundjuk 
mengisi tempat dagang ketjil dan etjeran jang terluang 
termaksud pada pasal 5 ialah pengusaha-pengusaha nasional jang 
menjusun organisasinja atas dasar kooperasi.  
 
Pasal 7. 
Usaha dibidang kooperasi guna menampung pekerdjaan-pekerdjaan 
termaksud pada pasal 6 dilakukan dengan djalan sebagai 
berikut: 
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a. mempergunakan kooperasi jang telah ada; 
b. menjusun kooperasi baru dimana belum ada kooperasi; 
c. mengorganisir warung-warung/toko-toko jang telah ada 
mendjadi kooperasi; 
d. mengadakan pilot project pertokoan diketjamatan, jang 
achirnja harus diselenggarakan oleh suatu organisasi 
kooperasi. 
 
 
Pasal 8. 
(1) Djika sesuatu tempat belum terdapat suatu kooperasi, maka 
sambil menunggu terbentuknja organisasi tersebut, Tjamat 
(Assisten-Wedana) dengan bantuan B.O.D.M. membentuk stiatu 
panitia, jang terdiri dari Kepala desa jang bersangkutan 
sebagai ketua dan dua atau beberapa orang penduduk desanja 
se bagai anggota-anggota, untuk menerima pemindahan hak 
dan/atau meneruskan usaha dagang ketjil dan etjeran 
termaksud pada pasal 5 dan 6. 
(2) Segera sesudah terbentuk suatu kooperasi, maka panitia 
terrnaksud pada ajat (1) pasal ini menjerahkan 
pekerdjaannja kepada organisasi tersebut, sedang panitia 
sendiri kemudian dibubarkan oleh Tjamat (Assisten-Wedana) 
jang bersangkutan. 
 
Pasal 9. 
(1) Tenaga-tenaga dari perusahaan-perusabaan termaksud pada 
pasal 2 jang telah ditutup sedapat-dapatroa diturut-
sertakan setjara sukarela sebagai pegawai dalam 
organisasi-organisasi setempat termaksud pada pasal-pasal 
6, 7 dan 8.  
(2) Penampungan tenaga-tenaga termaksud pada ajat (1) pasal 
ini dilaksanakan setjara bidjaksana dengan memperhatikan 
segi-segi perikemanusiaan. 
(3) Dalam melaksanakan usaha tersebut pada ajat-ajat jang 
terdahulu pasal ini harus dihindarkan perbuatan-perbuatan 
atau tindakan-tindakan jang dapat mengeruhkan suasana 
didaerah-daerah jang bersangkutan. 
 
Pasal 10. 
 Pedagang-pedagang besar dan pedagang-pedagang perantara 
diwadjibkan secara berangsur-angsur sebelum tanggal 1 Djanuari 
1960 menghentikan penjaluran barang-barang kepada perusahaan-
perusahaan termaksud pada pasal 2 dan harus memindahkannja 
kepada pengusaha-pengusaha nasional setempat termaksud pada 
pasal-pasal 6, 7 dan 8. 
 
BAB IV. KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN. 
 
Pasal 11. 
(1) Menteri Muda Perdagangan dimana perlu bersama-sama dengan 
Menteri Muda Transmigrasi/Kooperasi/Pembangunan Masjarakat 
Desa mengatur lebih landjut pelaksanaan ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, dan berhak 
mengadakan peraturan-peraturan chusus untuk daerah-daerah 
jang dipandang perLu. 
(2) lnstansi Penerangan Pemerintah memberikan penerangan 
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seluas-luasnja guna menjadarkan rakjat akan kepentingan 
melakukan usaha dagang ketjil dan etjeran setempat dengan 
berkooperasi. 
 
BAB V. KETENTUAN PENUTUP. 
 
Pasal 12. 
 Peraturan Presiden ini dinamakan "Peraturan Pedagangan Ketjil 
dan Etjeran" atau dengan singkat "P.P.K.E",jang mulai berlaku 
pada hari ditetapkannja dan mempunjai daja surut sampai 
tanggal 10 Djuli 1959. 
Diundangkan di Djakarta pada tanggal 16 Nopember 1959. 
 
 
 
Sumber: www.inti.co.id 
 
 
 
 
